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Abstract
The purpose of this research is to analyze the effect of workplace spirituality, 
pela gandong culture and personality on employee performance. Sample 
in this research was nurses in Regional General Hospital dr. Haulussy 
Ambon, 131 people. Data were analyzed using the multiple regression 
with SPSS software. The results show that workplace spirituality, pela 
gandong culture and personality simultaneously affect performance. 
Workplace spirituality affects performance, pela gandong culture affects 
performance and personality affects performance. Workplace spirituality 
has a dominant affect on performance.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh spiritualitas di tempat 
kerja, budaya pela gandong dan kepribadian terhadap kinerja pegawai. 
Sampel penelitian adalah perawat rumah sakit dr. Haulussy Ambon yang 
berjumlah 131 orang. Alat analisis yang digunakan adalah regresi ber-
ganda dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan spiritualitas 
di tempat kerja, budaya pela gandong dan kepribadian secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja. Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh 
terhadap kinerja, budaya pela gandong berpengaruh terhadap kinerja dan 
kepribadian berpengaruh terhadap kinerja. Spiritualitas di tempat kerja 
berpengaruh dominan terhadap kinerja. 

1. Pendahuluan
Beberapa dekade ini, banyak peneliti 

yang mengkaji faktor yang mempengaruhi ki-
nerja dalam organisasi kesehatan (Al-Ahma-
di, 2009).  Rumah sakit merupakan salah satu 
lembaga penyelenggara kesehatan dan berper-
an sebagai ujung tombak dalam keberhasilan 

pelayanan kesehatan. Tenaga medis sebagai 
pelayan dalam rumah sakit menjadi sumber 
daya yang memegang peranan penting dalam 
melayani masyarakat dan menentukan kema-
juan rumah sakit. Perawat adalah salah satu 
tenaga me dis yang secara kuantitas sangat 
mendominasi rumah sakit (Al-Ahmadi, 2009)
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dengan jumlah sekitar 40-60% dari jumlah 
tenaga medis dan melakukan tugas selama 
24 jam secara berkesinambungan (Gillies, 
1994). Pengukuran kinerja menjadi yang 
mutlak dan penting guna meningkatkan kual-
itas pelayanan kepada masyarakat. Keber-
hasilan rumah sakit sangat ditentukan oleh 
tenaga medis yang melayani masyarakat, 
salah satunya perawat. Pelayanan yang baik 
kepada pasien sangat ditentukan oleh kinerja 
perawat. Keberhasilan rumah sakit juga mer-
upakan salah satu tujuan yang ingin dicapai 
oleh rumah sakit.

Perawat adalah individu yang bekerja da-
lam rumah sakit. Berbicara mengenai indivi-
du tidak dapat dipisahkan dari sikap, perilaku 
dan kepribadian. Berdasarkan teori kognitif 
sosial, seorang individu akan berperilaku 
yang sesuai dan sejalan dengan kepercayaan 
dan nilai yang diyakini. Individu memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan pikiran, 
perasaan dan tindakan, yang dikendalikan 
oleh kondisi biologis dan lingkungan

Salah satu nilai yang berkembang saat ini 
dalam sebuah organisasi adalah spiritualitas 
di tempat kerja (Pandey, 2014; Petchsawan-
ga dan Duchon, 2012). spiritualitas di tempat 
kerja menjadi perhatian di dunia (Giacolone 
dan Jurkiewicz, 2010; Albuequerque et al. 
2014). Spiritualitas di tempat kerja sangat 
menunjang kinerja individu (Krishnakumar 
dan Neck, 2002; Rego et al., 2008; Duchon 
dan Plowman, 2005; Milliman et al., 2003, 
Garcia-Zamor, 2003) dan berhubungan den-
gan perilaku individu (Mahakud dan Gan-
gai, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh 
Duchon dan Plowman (2005) pada rumah 
sakit, mengemukakan bahwa spiritualitas 
yang tinggi akan meningkatkan kinerja. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Albuquerque et al. (2014) 
pada tenaga medis rumah sakit dan klinik, 
Mulianti et al. (2015) yang melakukan pene-
litian pada Perum Bulog Kalimantan Selatan 
dan Prihono et al. (2016) yang meneliti pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
di Bali Namun hasil yang bertolak belakang 
dikemukakan oleh Pratama (2014) dalam 

penelitiannya. Pratama (2014) menemukan 
bahwa spiritualitas tidak berpengaruh terha-
dap kinerja. 

Selain spiritualitas di tempat kerja, bu-
daya juga merupakan nilai yang dapat me-
mengaruhi sikap individu. Budaya mer-
upakan kebiasaan sosial yang berhubungan 
dengan perilaku individu. Budaya menjadi 
kajian menarik untuk diteliti dalam pene-
litian ini. Tsui et al. (2007) dalam peneliti-
annya merekomendasikan untuk melakukan 
penelitian budaya dengan karakteristik dari 
negara di Asia, yaitu negara-negara berkem-
bang, yang bertujuan untuk mengisi kes-
enjangan dalam pengetahuan manajemen 
global. Indonesia adalah negara yang berag-
am dengan budayanya. Salah satu nilai bu-
daya yang sudah ada sejak lama dan telah 
berakar kuat di Maluku adalah budaya pela 
gandong, khususnya di daerah Kota Ambon, 
Pulau Lease dan Pulau Seram. Nilai yang ter-
kandung dalam budaya pela gandong  ada-
lah cinta kasih, kejujuran, kepercayaan dan 
keadilan. Budaya pela gandong merupakan 
variabel yang menunjukkan orisinalitas da-
lam penelitian ini. Penelitian Steel et al. 
(2010) mengemukakan bahwa budaya dapat 
memengaruhi perilaku individu dan akhirnya 
dapat meningkatkan kinerja. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ngo dan Li (2015) mengenai pengaruh 
budaya Cina yang sangat kuat terhadap kiner-
ja serta Rante (2010) yang meneliti pengaruh 
budaya Papua terhadap kinerja. Namun, 
Kambu (2012) menemukan bahwa budaya 
Papua berpengaruh negatif terhadap kinerja, 
dan Anisah (2011) menemukan bahwa kiner-
ja tidak budaya tidak berpengaruh terhadap 
kinerja.  

Berbicara mengenai individu tidak terle-
pas dari kepribadian. Individu dalam organi-
sasi berbeda satu dengan yang lain dan mer-
upakan kekayaan dalam sebuah organisasi 
(Ivancevich et al., 2011). Kepribadian indivi-
du sangat penting dalam menentukan kinerja 
dan merupakan anteseden yang sangat pent-
ing dari kinerja (He et al., 2015). Kepribadian 
juga memengaruhi perilaku individu dan me-
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mengaruhi kinerja (Yang dan Hwang, 2014). 
Penelitian yang dilakukan oleh Bhatti et al. 
(2013), Yang dan Hwang (2014), He et al. 
(2015) dan Rashid et al (2016) membuktikan 
bahwa kepribadian memengaruhi kinerja. 

Berdasarkan uraian di atas telah dikemu-
kakan beberapa alasan untuk dilakukannya 
penelitian ini, yaitu rekomendasi penelitian 
serta adanya research gap. Berkaitan dengan 
kinerja, maka dapat dicapai oleh pegawai 
yang memiliki spiritualitas di tempat kerja, 
adanya budaya lokal dan kepribadian indivi-
du. 

Fenomena yang terjadi bahwa banyak 
masalah yang dihadapi rumah sakit dan da-
lam prakteknya banyak fakta yang mem-
buktikan adanya ketidakpuasan masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit. 
Penyebab masalah kesehatan di Indonesia 
adalah penyakit dan buruknya pelayanan ru-
mah sakit. Selain itu, masalah kesehatan di 
Indonesia dapat disebabkan masalah reliabil-
itas medis, masalah bukti fisik, masalah kare-
na kesalahan medis, masalah mahalnya biaya 
layanan dan masalah penanganan keluhan. 
Masalah yang terkait dengan keperawatan di 
Indonesia adalah distribusi dan pengabdian 
perawat (Mboi, 2013 diakses melalui www.
antaranews.com).

RSUD dr Haulussy adalah salah satu ru-
mah sakit pemerintah terbesar di kota Ambon 
dengan tipe B yang juga mengalami masalah 
serupa, yaitu mengenai kinerja perawat. Ban-
yak keluhan yang disampaikan masyarakat 
mengenai buruknya pelayanan medis yang 
diberikan (www.siwalimanews.com) dan hal 
ini juga diakui oleh pimpinan rumah sakit 
(www.wartamaluku.com, www.kilasmaluku.
com). Padahal perawat harus menjalankan 
tugasnya dengan baik guna menunjang kin-
erjanya. Hal ini tidak sesuai dengan nilai baik 
yaitu spiritualitas di tempat kerja dan budaya 
pela gandong serta kepribadian, yang jika 
dipraktekkan akan meningkatkan kinerja. 

Adapun permasalahan yang diangkat da-
lam penelitian ini adalah apakah spiritualitas 
di tempat kerja, budaya pela gandong  dan 
kepribadian dapat meningkatkan kinerja per-

awat pada rumah sakit RSUD dr. Haulussy 
Ambon? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh spiri-
tualitas di tenpat kerja, budaya pela gandong 
dan kepribadian terhadap kinerja perawat 
pada RSUD dr. Haulussy Ambon secara si-
multan, parsial maupun pengaruh dominan. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan manajemen 
sumber daya manusia yang terkait dengan 
nilai spiritualitas, budaya, kepribadian dan 
kinerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian 
dapat memberikan masukan kepada RSUD 
dr. Haulussy Ambon mengenai peran nilai 
spiritualitas di tempat kerja, budaya pela 
gandong dan kepribadian dalam meningkat-
kan kinerja perawat.  

2. Kajian Teori
Terminologi spiritualitas di tempat ker-

ja atau workplace spirituality yang biasa 
digunakan terdiri dari spiritualitas organi-
sasi atau organizational spirituality, spir-
itualitas dalam bekerja atau spirituality at 
work dan  spiritualitas dalam bisnis atau 
spirituality in bussiness. Penggunaan termi-
nologi-terminologi ini memiliki kesamaan 
makna, yaitu spiritualitas yang dipraktek-
kan dalam pekerjaan sehari-hari. Menurut 
Pawar (2009), istilah spiritualitas di tempat 
kerja yaitu pengalaman spiritual karyawan 
ditempat kerjanya. Spiritualitas bukan ber-
bicara mengenai agama (Krishnakumar dan 
Neck, 2002; Zohar dan Marshall, 2004), na-
mun merupakan sesuatu dalam diri seorang 
individu, yang kemudian dipraktekkan dalam 
hubungan dengan sesama dalam aktivitas se-
hari-hari (Ashmos dan Duchon, 2000; Neck 
dan Miliman, 1994; Krishnakumar dan Neck, 
2002; Zohar dan Marshall, 2004). Penerapan 
spiritualitas di tempat kerja dalam sebuah 
organisasi ada pada tiga tingkatan, yaitu in-
dividu, kelompok dan organisasi (Ashmos 
dan Duchon 2000; Milliman et al. 2003). Di-
mensi spiritualitas di tempat kerja menurut 
Ashmos dan Duchon (2000), terdiri dari in-
ner life, yaitu kebatinan individu yang terdiri 
dari pengharapan, nilai individu serta konsep 
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diri yang mencerminkan identitas; meaning-
ful work yaitu arti dari sebuah pekerjaan yang 
sangat berarti bagi seorang karyawan; condi-
tion for community, yaitu perasaan menjadi 
bagian dari lingkungan pekerjaan; blocks to 
spirituality,yaitu keadaan yang membutuh-
kan pengembangan spiritualitas; personel 
responsibility, yaitu tanggung jawab individu 
untuk mengembangkan spiritualitas; posi-
tive connections with other individuals, yaitu 
perilaku positif untuk berkomunikasi dengan 
sesama; contemplation, yaitu perilaku ekstra 
terkait ekspresi individu untuk menunjukkan 
inner life;  work unit community, yaitu rasa 
memiliki (sense of belonging); positive work 
unit value, yaitu pentingnya nilai dari tempat 
bekerja beserta tujuan dan misinya; organi-
zation value,yang terkait dengan persepsi dan 
sikap individu bagi organisasi; individual and 
the organization, yaitu evaluasi individu pada 
organisasi. Dari sebelas dimensi ini, ada tiga 
dimensi utama dalam spiritualitas di tempat 
kerja yaitu onner life, meaningful work dan 
condition for community, yang akan digu-
nakan sebagai indikator pengukuran spiritu-
alitas di tempat kerja dalam penelitian ini.

Budaya dapat diartikan sebagai seperang-
kat nilai tentang apa yang disukai dan ti-
dak disukai dalam satu komunitas tertentu. 
Budaya juga dapat diartikan sebagai sikap, 
perilaku dan pengetahuan yang merupakan 
kebiasaan yang diwarikan, dimiliki dan dip-
raktekkan dalam masyarakat tertentu. Bu-
daya masyarakat memengaruhi nilai, etika, 
sikap dan harapan seorang individu (Kreitner 
dan Kinicki, 2014). Budaya terkait dengan 
tingkah laku seorang pegawai. Hodgetts et 
al. (2005) mengemukakan bahwa budaya da-
lam masyarakat berpengaruh langsung pada 
pendekatan manajemen dalam suatu mas-
yarakat. Indonesia kaya akan budaya. Salah 
satu budaya yang ada dan berakar dalam 
masyarakat Maluku adalah pela gandong, 
khususnya Ambon, Lease dan Pulau Seram 
(Lokollo et al., 1997; Uneputty,1996). Bu-
daya pela gandong yang merupakan pranata 
dan nilai sosial sebagai perekat hubungan so-
sial antara satu negeri (desa atau kampung) 

dengan negeri lainnya (Sahusilawane, 2004). 
Uneputty (1996) mengemukakan fungsi bu-
daya pela gandong adalah mengatur interaksi 
sosial masyarakat negeri (desa atau kampung) 
dalam berbagai bidang (Uneputty, 1996). Se-
cara sederhana, pela dapat diartikan sebagai 
ikatan persaudaraan antara dua negeri (desa 
atau kampung) atau lebih. Gandong dapat 
diartikan sebagai hubungan persaudaraan  
antara dua negeri (desa atau kampung) atau 
lebih yang didasarkan atau dilatarbelakan-
gi oleh adanya hubungan genealogia, yaitu 
para leluhur dari negeri (desa atau kampung) 
tersebut berasal dari keturunan yang sama 
(Uneputty, 1996). Sistem kekerabatan karena 
adanya pela gandong mampu membentuk jati 
diri manusia Maluku, yang disebut common 
sence of belonging atau rasa kebersamaan, 
common sence of unity atau rasa persatuan 
dan kesatuan dan common sense of respon-
sibility atau rasa tanggung jawab (Uneputty, 
1996). Amaliah (2014) dalam penelitiannya 
mengemukakan nilai budaya pela gandong 
adalah cinta kasih, kejujuran, kepercayaan 
dan keadilan. Keempat nilai ini yang akan 
digunakan sebagai indikator pengukuran bu-
daya pela gandong dalam penelitian ini.

Individu tidak dapat dipisahkan dari 
kepribadian. Setiap individu memiliki 
kepribadian yang berbeda satu dengan yang 
lain. Kepribadian dapat didefenisikan se-
bagai jumlah dari cara individu bereaksi dan 
berinteinraksi dengan orang lain disekitarn-
ya (Robbins dan Judge, 2016). Kepribadian 
meliputi nilai, motif, sifat kepribadian dan 
sikap yang saling berinteraksi. Faktor penen-
tu kepribadian adalah faktor keturunan dan 
faktor lingkungan. Teori dasar kepribadian 
adalah teori kepribadian sifat (traits), yang 
mengarahkan individu untuk berperilaku se-
cara konsisten; teori kepribadian psikodina-
mis, yang isinya tentang id (melakukan apa 
yang dianggap baik), ego (penengah konflik 
dan melakukan tindakan yang memuaskan 
id) dan superego (berhubungan dengan kes-
adaran); teori kepribadian humanistik, yaitu 
kepribadian yang berpusat pada manusia itu 
sendiri.  Model lima faktor atau The Big Five 
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menjadi dasar dari kepribadian dalam diri ma-
nusia (Robbins dan Judge, 2016). Faktor-fak-
tor tersebut adalah ekstraversi (extraversion), 
keramahan (agreableness), kehati-hatian 
(conscientiousness), stabilitas emosional 
(emotional stability) dan keterbukaan pada 
pengalaman (openness to experience). The 
Big Five ini akan dijadikan sebagai indikator 
pengukuran kepribadian dalam penelitian ini. 
Kinerja atau performance dapat diartikan 
sebagai tingkat keberhasilan individu dalam 
menyelesaikan pekerjaannya (Vroom dalam 
Dessler, 2015). Kinerja adalah wujud hasil 
kerja yang dilakukan seseorang (Robbins, 
2008). Lebih lanjut, Mangkunegara (2007) 
mengemukakan bahwa kinerja karyawan atau 
prestasi kerja adalah hasil kerja secara kual-
itas dan kuantitas yang telah dicapai seorang 
karyawan dalam melaksanakan tugas yang 
sesuai dengan tanggung jawabnya.  Kinerja 
individu merupakan dasar kinerja organisasi, 
yang dapat diartikan sebagai kemampuan in-
dividu dalam bekerja dengan menggunakan 
keahlian tertentu. Ada tiga perangkat varia-
bel yang memengaruhi perilaku dan prestasi 
kerja atau kinerja yaitu variabel individual, 
yang terdiri dari kemampuan dan keterampi-
lan; variabel organisasional, yang terdiri 
dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 
struktur dan desain pekerjaan; serta variabel 
psikologis, yang terdiri dari persepsi, sikap, 
kepribadian, belajar dan motivasi.  Teori yang 
menjadi fondasi kinerja adalah teori peneta-
pan tujuan (Goal-Setting Theory). Teori ini 
dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 
1968, yang menunjukkan terkaitnya tujuan 
dan kinerja individu. Teori penetapan tujuan 
menunjuk pada komitmen individu pada tu-
juan yang akan dicapainya. 

Banyak penelitian yang dilakukan men-
genai spiritualitas di tempat kerja,budaya, 
kepribadian dan kinerja. Albuquerque et al. 
(2014) dalam penelitiannya pada puskes-
mas (Health Center/HC) dan unit kesehatan 
keluarga (Family Health Unit/FHU) di Por-
tugal yang menguji pengaruh spiritualitas di 
tempat kerja terhadap kinerja membuktikan 
bahwa spiritualitas yang tinggi menghasil-

kan kinerja yang tinggi. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Petchsawanga dan Duchon (2012) yang 
menguji pengaruh spiritualitas di tempat ker-
ja terhadap kinerja dalam konteks ketimuran 
dengan pada perusahaan makanan besar di 
Thailand, juga penelitian Osman-Gani et al. 
(2013) pada 28 organisasi di Malaysia. Pe-
nelitian yang menguji pengaruh spiritualitas 
di tempat kerja terhadap kinerja di Indonesia 
dilakukan oleh Mulianti et al (2015) dan Pri-
hono et al. (2016), yang juga membuktikan 
bahwa spiritualitas berpengaruh positif terh-
adap kinerja. 

Penelitian yang mengkaji pengaruh bu-
daya terhadap kinerja dilakukan oleh Fan 
(2000) serta Child dan Werner (2003) menge-
mukakan bahwa budaya Cina sangat memen-
garuhi kehidupan masyarakat Cina. Liu et al. 
(2013) yang meneliti sektor publik di Cina, 
menemukan bahwa lima nilai budaya yai-
tu rasa memiliki, kebahagiaan, kerukunan, 
efisiensi dan prestasi merupakan nilai yang 
sangat penting. Lebih lanjut, Lin dan Zhao 
(2016) yang meneliti pada ekspatriat pada 
perusahaan multinasional menemukan bah-
wa budaya Cina Reniqng, Mianzi, power 
distance, Guanxi, Yinyang, Hexie dan col-
lectivism berpengaruh terhadap kinerja, serta 
Ngo dan Li (2015) menemukan bahwa bu-
daya tradisional Cina berpengaruh terhadap 
suksesnya karir individu di Cina. Penelitian 
budaya di Jepang dilakukan oleh Teasdale 
(1999) menemukan bahwa budaya Jepang 
menentukan kesuksesan masyarakat Jepang. 
Penelitian mengenai pengaruh budaya terha-
dap kinerja di Indonesia, dilakukan oleh Ran-
te (2010) yang meneliti di Papua dan hasilnya 
menunjukkan budaya berpengaruh terhadap 
kinerja. 

Penelitian yang menguji hubungan 
kepribadian dengan kinerja dilakukan oleh 
Yang dan Hwang (2014) serta He et al. 
(2015) pada karyawan di Cina dan hasilnya 
menunjukkan bahwa kepribadian Big Five 
memengaruhi kinerja. Bhatti et el. (2013) 
yang meneliti pada 201 ekspatriat yang 
bekerja di Malaysia dan Rashid et al.(2015) 
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yang meneliti pada pegawai bank di Malay-
sia juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu 
kepribadian memengaruhi kinerja. Abdulah 
et al. (2013) yang meneliti pada karyawan 
bank di Pakistan, serta Ahmad et al. (2014) 
juga membuktikan pengaruh yang kuat bu-
daya terhadap kinerja. Sementara di Amerika 
Serikat, Cartaya (2012) melakukan penelitian 
pada pekerja serta Collins dan Cooke (2011) 
yang meneliti pada perusahaan farmasi juga 
menemukan pengaruh kepribadian terhadap 
kinerja. Krawjesky et al. (2007) di Kanada 
membuktikan bahwa kepribadian sangat me-
mengaruhi kinerja. 

Adapun tujuan pengembangan model pe-
nelitian adalah untuk menguji pengaruh spiri-
tualitas di tempat kerja, budaya pela gandong 
dan kepribadian terhadap kinerja pegawai se-
cara simultan, parsial maupun dominan. Ber-
dasarkan latar belakang masalah dan kajian 
pustaka di atas, kerangka konseptual peneli-
tian tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:
 : Pengaruh Simultan

   : Pengaruh Parsial

   : Pengaruh Dominan

Berdasar kerangka konseptual, maka dugaan 
penelitian ini meliputi (1) Spiritualitas di tem-
pat kerja, budaya pela gandong dan kepriba-
dian secara simultan  memengaruhi kinerja 
pegawai; (2) Spiritualitas di tempat kerja me-
mengaruhi kinerja pegawai; (3) Budaya pela 
gandong memengaruhi kinerja pegawai; (4) 

Kepribadian memengaruhi kinerja pegawai; 
(5) Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh 
dominan terhadap kinerja pegawai

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian ek-

splanatori yang menjelaskan hubungan vari-
abel dan pengaruhnya melalui pengujian hi-
potesis. Penelitian ini menggunakan metode 
survei, yaitu mengambil sampel penelitian 
dan menggunakan kuisioner untuk mengum-
pulkan data. Pendekatan penelitian adalah 
pendekatan kuantitatif, yaitu menjelaskan 
hubungan antara variabel dan melakukan 
pengujian hipotesis, serta data disajikan 
dalam bentuk angka-angka yang dihitung 
melalui uji statistik.

Penelitian  dilakukan di Rumah Sakit 
Umum Daerah dr Haulussy Ambon. Popu-
lasi penelitian adalah perawat pada Rumah 
Sakit Umum Daerah dr Haulussy Ambon, 
yang berjumlah 357 orang. Teknik pengam-
bilan sampel penelitian menggunakan pur-
posive sampling dengan metode judgement 
sampling, yaitu sampel yang akan dijadikan 
responden harus memenuhi kriteria dan per-
timbangan tertentu, sehingga dapat member-
ikan informasi yang dibutuhkan (Ferdinand, 
2014). Beberapa kriteria yang digunakan 
dalam pengambilan sampel yaitu perawat 
yang melayani pasien rawat inap, merupakan 
perawat tetap, bukan perawat honorer atau 
kontrak (Kambu, 2012; Nongkeng, 2012; 
Syauta, 2012) serta perawat bekerja mini-
mal 3 tahun (Fuadiputra dan Irawanto, 2013; 
Nongkeng, 2012; Syauta, 2012). Penyebaran 
kuisioner hanya dilakukan pada perawat di 
ruangan rawat inap. Jumlah sampel sebanyak 
150 perawat yang memenuhi kriteria yang 
telah disebutkan di atas. Kuisioner yang telah 
diedarkan hanya kembali sebanyak 136 dan 
yang tidak lengkap dan tidak layak untuk di-
olah sebanyak 5, sehingga data yang diolah 
berjumlah 131 responden. 

Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer, yaitu data yang diper-
oleh langsung dari responden melalui kui-
sioner yang dibagikan serta data sekunder, 
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berupa laporan kinerja perawat berupa SKP 
(Sasaran Kerja Pegawai). Pengambilan data 
dilakukan dengan cara penyebaran kuision-
er, wawancara yaitu dengan melakukan tan-
ya jawab dengan responden, observasi yaitu 
pengamatan langsung pada objek penelitian 
serta studi dokumentasi yaitu pengumpulan 
informasi yang relevan dengan penelitian 
dari smber data tertulis dan data sekunder.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari vari-
abel independen, yaitu spiritualitas di tempat 
kerja, budaya pela gandong dan kepribadian 
serta variabel dependen yaitu kinerja pega-
wai. Pengukuran variabel spiritualitas di tem-
pat kerja menggunakan tiga indikator, yaitu  
inner life (kehidupan batin), meaningful work 
(pekerjaan yang berarti), condition for com-
munity (rasa kebersamaan) yang diadopsi 
dari Ashmos dan Duchon (2000). Penguku-
ran variabel budaya pela gandong meng-
gunakan nilai-nilai yang terkandung dalam 
pela gandong, yaitu cinta kasih, kejujuran, 
kepercayaan dan keadilan, yang diadopsi, 
diadaptasi dan dimodifikasi dari Amaliah 
(2014).  Pengukuran variabel kepribadian 
menggunakan The Big Five yaitu ekstraversi 
(extraversion), keramahan (agreableness), 
kehati-hatian (conscientiousness), stabilitas 
emosional (emotional stability) dan keterbu-
kaan pada pengalaman (openness to experi-
ence) yang diadopsi dari Brown (2002) da-
lam penelitian He et al. (2015). Pengukuran 
variabel kinerja pegawai diukur dengan hasil 
kinerja masing-masing perawat yang menga-
cu pada PP No. 46 tahun 2011 yaitu Sasaran 
Kerja Pegawai (SKP). 

Instrumen yang digunakan adalah kui-
sioner, yaitu seperangkat pertanyaan yang 
yang dirancang sedemikian rupa sehingga 
dapat dengan mudah dipahami oleh respon-
den. Kuiisoner yang dipahami dengan baik 
oleh responden akan menghasilkan data yang 
akurat. Untuk mengukur indikator maka item 
pertanyaan untuk variabel spiritualitas di 
tempat kerja, budaya lokal pela gandong dan 
kepribadian, dibuat skoring dengan menggu-
nakan skala likert. Skala likert, untuk men-
gukur persepsi seseorang mengenai gejala 

sosial tertentu. Adapun alternatif jawaban 
terdiri dari 5 (lima) pilihan yang mempunyai 
tingkatan sangat rendah sampai dengan san-
gat tinggi, yang nilainya 1 sampai 5). Setiap 
item pertanyaan akan diukur dengan skala 
likert dengan penjelasan 5=sangat setuju, 
4=setuju, 3=kurang setuju, 2=tidak setuju, 
1=sangat tidak setuju.

Pengujian instrumen penelitian dilaku-
kan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Uji validitas digunakan agar instrumen dapat 
memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan. 
Validitas menunjukkan tingkat kemampuan  
instrumen tersebut dapat mengukur dan me-
ngungkapkan data dari variabel yang diteli-
ti secara tepat (Singarimbun dan Effendi, 
1995). Instrumen dianggap valid jika nilai 
r > 0,5 (Hair, 2006). Reliabilitas menun-
jukkan konsistensi data yang dikumpulkan, 
instrumen tersebut dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpul data (Ari-
kunto, 2002). Instrumen dikatakan baik dan 
reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih besar 
dari 0,6 (Malhotra, 1996). 

Analisis data yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Regresi digunakan untuk melihat pengaruh 
dua variabel independen atau lebih terha-
dap variabel dependen. Berdasarkan analisis 
tersebut akan diperoleh persamaan regresi 
linier berganda, yaitu: 

Y = a + b1X1 + b2X2+  b3X3 + e 

Untuk mengolah data, digunakan software-
program SPSS (Statistical Product and Ser-
vice Solutions) versi 16.0 for Windows. Da-
lam analisis regresi berganda, akan dilakukan 
serangkaian pengujian asumsi klasik, di-
antaranya 1) Uji normalitas yang bertujuan 
untuk menguji normalnya distribusi varia-
bel dependen dan independen. Normal atau 
tidaknya data dapat dilihat pada garis di-
agonal, dimana titik-titik yang merupakan 
data menyebar pada sekitar garis diagonal 
atau dengan menggunakan uji Kolmogorov 
Smirnov (Liliefors), dengan nilai α lebih dari 
0,05; 2) Uji multikolinearitas, yang tujuann-
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ya untuk menguji model regresi apakah ada 
korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik harus tidah adanya 
korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. 
Untuk melihat ada tidaknya multikolineari-
tas dengan melihat nilai tolerance yang ha-
rus lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance 
Inflaction Factor (VIF) lebih kecil dari 10; 3) 
Uji heterokedastisitas, yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah variasi residual absolut 
sama atau tidak untuk semua pengamatan. 
Untuk mendeteksi adanya atau tidaknya het-
erokedastisitas dengan  uji Glesjer, yaitu den-
gan meregresikan secara parsial semua vari-
abel bebas dengan absolut residual dan nilai 
koefisien signifikansi lebih dari 0,05 (Sudar-
manto, 2004). 

4. Hasil dan Pembahasan
Sebelum data diolah menggunakan re-

gresi berganda, data terlebih dahulu diuji 
validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil 
uji validitas, semua item pertanyaan adalah 
valid, yang dapat dilihat pada tabel 1. Hal 
ini dapat dlihat pada nilai koefisien korela-
si mempunyai nilai rhitung ≥ 0,5 dengan sig-
finikansi 0,000. Variabel spiritualitas di tem-
pat kerja yang terdiri dari tiga indikator, yaitu 
inner life, dengan lima item semuanya val-
id, indikator meaningful work dengan enam 
item yang semuanya valid, serta indikator 
conditions for community dengan tujuh item 
semuanya valid dengan koefisien korelasi 
lebih dari 0,5. Variabel budaya pela gandong 
yang terdiri dari empat indikator, yaitu cin-
ta kasih dengan empat item yang semuanya 
valid, indikator kejujuran dengan dua item 
yang semuanya valid, indikator kepercayaan 
dengan dua item yang semuanya valid ser-
ta indikator keadilan dengan dua item yang 
semuanya juga valid dengan koefisien ko-
relasi lebih dari 0,5. Variabel kepribadian 
yang terdiri dari indikator extraversion, den-
gan tiga item yang semuanya valid, indikator 
agreableness dengan tiga item yang semuan-
ya valid, indikator conscientiousness, dengan 
tiga item yang valid semuanya, emotional sta-

bility dengan lima item yang valid semuanya, 
serta indikator openess to experience dengan 
empat item yang juga valid semuanya den-
gan koefisien korelasi lebih dari 0,5. Dengan 
demikian, item-item pertanyaan adalah valid 
dan dapat digunakan sebagai instrumen da-
lam mengukur variabel. Data yang ada val-
id, artinya bahwa instrumen yang digunakan 
untuk mengukur variabel penelitian adalah 
tepat untuk digunakan sebagai alat ukur.
Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 
2, yang menunjukkan bahwa variabel spiritu-
alitas di tempat kerja, budaya pela gandong 
dan kepribadian adalah reliabel. Hal ni dapat 
dilihat dari nilai koefisien alpha yang lebih 
dari 0,6. Nilai koefisien alpha untuk variabel 
spiritualitas di tempat kerja sebesar 0,887, 
variabel budaya pela gandong sebesar 0,913 
dan variabel kepribadian sebesar 0,909. Data 
ini reliabel, yang berarti bahwa adanya kon-
sistensi dari serangkaian pengukuran dari 
alat ukur, sehingga dapat dikatakan bahwa 
pengukuran dapat diandalkan dan dapat men-
gukur secara konsisten.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas
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Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian asumsi klasik yang dilaku-
kan merupakan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi pada model regresi agar model 
tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. 
Tujuan pengujian asumsi klasik adalah un-
tuk memberikan kepastian bahwa persamaan 
regresi memiliki ketepatan dalam estima-
si, tidak bias dan konsisten. Uji normalitas 
menunjukkan bahwa data terdistribusi nor-
mal, yang dapat dilihat pada grafik dimana 
titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal 
dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 dari hasil 
uji Kolmogorov Smirnov. Berikut ini adalah 
hasil uji normalitas dengan grafik. Gambar 2 
menunjukkan titik-titik menyebar pada garis 
diagonal. Hal ini membuktikan bahwa data 
terdistribusi normal.

Gambar 2. Uji Normalitas

Gambar 2. Uji Normalitas

Selain melihat titik-titik menyebar pada 
garis diagonal, normalitas data dapat dilihat 
pada nilai sigfinikansi pada tabel uji Kolm-

ogorov Smirnov di bawah ini. Tabel 3 berikut 
ini menunjukkan hasil uji normalitas. Hal ini 
terlihat pada nilai signifikansinya 0,200, yai-
tu lebih dari 0,05. Uji Kolmogorv Smirnov 
juga merupakan cara untuk melakukan uji 
normalitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Uji multikolinearitas yang dilakukan dalam 
uji asumsi klasik adalah untuk memastikan 
apakah dalam sebuah model regresi ada atau 
tidaknya interkorelasi atau kolinearitas an-
tar variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak adanya multikolinearitas. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk 
menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat 
dilihat pada collinearity statistics, dimana 
nilai tolerance untuk ketiga variabel indepen-
den lebih dari 0,1, yaitu variabel spiritualitas 
di tempat kerja (X1) sebesar 0,509, variabel 
budaya pela gandong (X2) sebesar 0,651 dan 
variabel kepribadian (X3) sebesar 0,521. Se-
lain dapat dilihat dari nilai tolerance, juga 
dapat dilihat pada nilai VIF (Variance Inflac-
tion Factor), yang harus kurang dari 10. Un-
tuk variabel spiritualitas di tempat kerja (X1) 
sebesar 1,963,  variabel budaya pela gandong 
(X2) sebesar 1,536 dan  variabel kepribadi-
an (X3) sebesar 1,919. Hal ini menunjukkan 
bahwa data tidak mengandung multikolinear-
itas  (dapat dilihat pada Tabel 4).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji heterokedastisitas adalah uji yang 
menilai apakah ada ketidaksamaan varian 
dari residual untuk semua pengamatan pada 
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model regresi. Berdasarkan hasil uji hetero-
kedastisitas, tidak terjadi heterokedastisitas 
atau terjadi homokedastisitas. Ini dapat di-
lihat pada nilai signifikansi pada pengujian 
lebih dari 0,05 pada semua variabel indepen-
den (yang dapat dilihat pada tabel 5. Nilai 
signifikasni variabel spiritualitas di tempat 
kerja (X1) sebesar 0,398, variabel budaya 
pela gandong (X2) sebesar 0,101 dan varia-
bel kepribadian (X3) sebesar  0,194.

Berdasarkan hasil pengujian semua 
asumsi klasik terpenuhi, yaitu data terdistri-
busi normal, tidak terjadi multikolinearitas 
dan tidak terjadi heterokedastisitas. 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Analisis regresi berganda yang dilakukan 
meliputi variabel independen spiritualitas di 
tempat kerja (X1), budaya pela gandong (X2) 
dan kepribadian (X3) terhadap variabel de-
penden Kinerja Pegawai (Y). Ringkasan hasil 
regresi tersaji pada Tabel 6.
Tabel 6. Ringkasan Hasil Regresi

Berdasarkan hasil regresi, maka dapat dibuat 
persamaan regresi linear berganda sebagai 
berikut :

Y = 63,735 + 0,107X1 + 0,145X2 + 0,099X3

Nilai koefisien regresi variabel spiritualitas di 
tempat kerja sebesar 0,107 dan bernilai posi-
tif. Hal ini berarti bahwa spiritualitas di tem-
pat kerja (X1) berpengaruh positif terhadap 
kinerja pegawai (Y), dimana setiap kenaikan 
satu satuan variabel spiritualitas di tempat 
kerja maka kinerja pegawai akan meningkat 
sebesar 0,107. 

Nilai koefisien regresi variabel budaya pela 
gandong adalah positif sebesar 0,145. Artin-
ya bahwa budaya pela gandong (X2) berpen-
garuh positif terhadap kinerja pegawai (Y), 
dimana setiap kenaikan satu satuan variabel 
budaya pela gandong maka kinerja pegawai 
akan meningkat sebesar 0,145.

Nilai koefisien regresi variabel kepriba-
dian sebesar 0,099 dan nilainya positif. Hal 
ini berarti bahwa kepribadian (X3) berpen-
garuh positif terhadap kinerja pegawai (Y), 
dimana setiap kenaikan satu satuan varia-
bel kepribadian maka kinerja pegawai akan 
meningkat sebesar 0,099. 

Analisis korelasi digunakan untuk meng-
etahui keeratan hubungan antar variabel. Ko-
relasi semua variabel independen, yaitu spiri-
tualitas di tempat kerja, budaya pela gandong 
dan kepribadian terhadap variabel dependen 
yaitu kinerja pegawai ditunjukkan oleh be-
sarnya nilai R yaitu sebesar 0,735 yang artin-
ya bahwa hubungan antara semua variabel in-
dependen terhadap variabel dependen adalah 
sangat kuat atau sangat erat. Nilai koefisien 
determinasi (R2) menunjukkan besar kontri-
busi pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. Jika variabel independen 
lebih dari dua, maka nilai yang menentu-
kan kontribusi pengaruh variabel indepen-
den terhadap variabel dependen dilihat pada 
nilai adjusted R2.  Nilai adjusted R2 sebesar 
0,530. Hal ini berarti bahwa besarnya kon-
tribusi variabel independen terhadap varia-
bel dependen sebesar 53%, dan sisanya 47% 
diberikan dari variabel lain yang tidak masuk 
dalam model penelitian ini. Untuk menjawab 
hipotesis yang dikemukakan, maka akan di-
jelaskan pengaruh secara simultan, parsial 
dan dominan. Pengaruh simultan dapat di-
lihat pada nilai signifikansi yang lebih kecil 
dari 0,05, pada tabel hasil regresi berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Regresi
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Pada Tabel 7, terlihat nilai signifikan-
si 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan de-
mikian, spiritualitas di tempat kerja, budaya 
pela gandong dan kepribadian secara bersa-
ma-sama atau secara simultan memengaruhi 
kinerja pegawai. Spiritualitas berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 
0,05 (lihat Tabel 6). Budaya pela gandong 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal 
ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang 
lebih kecil dari 0,05 (lihat tabel 6). Dengan 
demikian budaya pela gandong berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. Kepribadian ber-
pengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai signifikansi yang 
lebih kecil dari 0,05 (lihat tabel 6). Dengan 
demikian, kepribadian berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai. 

Pengaruh dominan dapat dilihat pada 
nilai beta, dimana nilai beta variabel spiritu-
alitas di tempat kerja yang paling besar yaitu 
0,315 (lihat tabel 6). Dengan demikian, spiri-
tualitas di tempat kerja berpengaruh dominan 
terhadap kinerja pegawai.

Nilai spiritualitas di tempat kerja menja-
di hal penting dalam sebuah organisasi dan 
dapat meningkatkan kinerja (Duchon dan 
Plowman, 2005; Albuquerque et al. (2014)). 
Nilai lain yang terkait dengan perilaku indivi-
du adalah budaya, yang sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat. Salah satu budaya 
daerah di Maluku adalah adalah budaya pela 
gandong, yang sudah mengakar kuat dalam 
kehidupan masyarakat Maluku. Kepribadian 
terkait dengan  perilaku individu (Yang dan 
Hwang, 2014). Kepribadian individu sangat 
penting dalam menentukan kinerja dan mer-
upakan anteseden yang sangat penting dari 
kinerja (He et al., 2015). Dalam praktek or-
ganisasi, kepribadian memengaruhi kinerja 
(Bhatti et al., 2013; Yang dan Hwang, 2014;  
He et al., 2015 dan Rashid et al., 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dib-
uktikan bahwa spiritualitas di tempat kerja, 
budaya pela gandong, dan kepribadian ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap ki-
nerja pegawai secara simultan atau serempak 

maupun secara parsial. Spiritualitas di tem-
pat kerja yang dimiliki perawat yang tinggi 
akan memengaruhi kinerja perawat tersebut. 
Variabel spiritualitas di tempat kerja berpen-
garuh dominan terhadap kinerja. Temuan ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Albuquerque et al. (2014), Petchsawan-
ga dan Duchon (2012), Mulianti et al. (2015) 
dan Prihono et al. (2016). Perawat yang 
mempraktekkan spiritualitas dalam bekerja 
memiliki kecenderungan kinerja yang baik. 
Perawat yang selalu mempertimbangkan 
nilai yang baik dan benar, melandasi peker-
jaan dengan berdoa serta menjalani pekerjaan 
dengan sukacita akan memberikan dampak 
positif bagi kinerjanya. 

Hasil penelitian juga membuktikan bah-
wa budaya pela gandong berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja perawat. Ha-
sil ini sejalan dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Lin dan Zhao (2016), Ngo dan Li 
(2015) serta Rante (2010). Namun, hasil pe-
nelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Kambu (2012) yang me-
nemukan budaya Papua berpengaruh negatif 
terhadap kinerja serta budaya Banjar tidak 
berpengaruh terhadap kinerja (Anisah, 2011). 
Budaya pela gandong yang telah mengakar 
kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku, 
khususnya daerah kota Ambon, pulau Lease 
dan pulau Seram sangat memengaruhi hasil 
kerja. Perawat yang melayani pasien dengan 
penuh cinta kasih, dengan sepenuh hati dan 
bertanggung jawab akan meningkatkan kin-
erja perawat tersebut. 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa 
kepribadian berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap kinerja pegawai. Pembuk-
tian hasil penelitian ini sejalan dengan pene-
litian yang dilakukan oleh Yang dan Hwang 
(2014), Bhatti et al (2013), He et al. (2015) 
dan Rashid et al (2016). Perawat dengan 
kepribadian yang baik, yang ramah kepada 
orang lain, bekerja dengan terstruktur, tidak 
tempramental serta kreatif memiliki kecend-
erungan memiliki kinerja yang baik. 

Nilai yang diyakini baik dan benar oleh 
individu, dalam konteks ini adalah perawat 
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rumah sakit pada RSUD dr. Haulussy Am-
bon, yaitu spiritualitas di tempat kerja dan  
budaya pela gandong serta kepribadian indi-
vidu perawat menjadi hal yang sangat pent-
ing bagi perawat dalam meningkatkan kiner-
janya. Dengan demikian, perawat RSUD dr 
Haulussy Ambon diharapkan mengembang-
kan nilai-nilai penting dan dianggap baik dan 
benar yang teraktualisasi dalam nilai spiritu-
alitas di tempat kerja, nilai budaya lokal pela 
gandong, yang mengandung nilai kekelu-
argaan, serta perawat dituntut untuk memi-
liki kepribadian yang baik, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perawat. 

Pihak manajemen RSUD dr. Haulussy 
Ambon dapat memperhatikan dan mengem-
bangkan nilai-nilai penting dalam diri per-
awat, nilai budaya pela gandong  serta 
kepribadian melalui capacity building kepa-
da perawat. Hal ini sangat penting untuk dit-
erapkan, karena akan sangat berpengaruh ter-
hadap kinerja perawat itu sendiri, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kinerja rumah 
sakit. 

5. Kesimpulan
Hasil penelitian secara keseluruhan me-

nemukan bahwa spiritualitas di tempat kerja, 
budaya pela gandong dan kepribadian secara 
simultan maupun parsial berpengaruh terha-
dap kinerja pegawai. Variabel spiritualitas di 
tempat kerja berpengaruh dominan terhadap 
kinerja pegawai. Spiritualitas di tempat kerja 
yang tercermin melalui inner life, meaning-
ful work dan condition for community dalam 
kehidupan perawat dapat meningkatkan ki-
nerja. Spiritualitas di tempat kerja menjadi 
sangat penting bagi individu dalam menjalani 
pekerjaanya. 

Budaya pela gandong yang telah lama 
ada dan mengakar kuat dalam kehidupan 
masyarakat Maluku haruslah menjadi iden-
titas masyarakat Maluku tak terkecuali per-
awat. Budaya pela gandong menjadi orisinal-
itas penelitian ini. Nilai yang terkandung 
didalamnya, antara lain cinta kasih, kejuju-
ran, kepercayaan dan keadilan menjadi hal 

penting bagi perawat dalam melayani pasien. 
Kepribadian individu antara satu orang den-
gan orang lain adalah berbeda. Namun da-
lam sebuah organisasi perbedaan kepriba-
dian merupakan kekayaan bagi organisasi. 
Kepribadian yang baik dari perawat akan 
menunjang kinerjanya, yang diukur melalui 
The Big Five, yaitu ekstraversi (extraver-
sion), keramahan (agreableness), kehati-ha-
tian (conscientiousness), stabilitas emosional 
(emotional stability) dan keterbukaan pada 
pengalaman (openness to experience). Per-
awat yang memiliki pribadi yang terbuka,ra-
mah kepada orang lain, bekerja dengan baik, 
memiliki emosi yang stabil serta kreatif akan 
menunjang kerja perawat dan dapat mening-
katkan kinerjanya. 

Spiritualitas di tempat kerja, budaya pela 
gandong dan kepribadian haruslah menjadi 
perhatian penting bagi perawat guna menun-
jang pekerjaannya dalam melayani pasien. 
Hasil kerja perawat atau kinerja perawat yang 
merupakan kinerja individu merupakan dasar 
untuk membentuk kinerja organisasi secara 
keseluruhan. 

Berdasarkan hasil penelitian, spirituali-
tas di tempat kerja, budaya pela gandong dan 
kepribadian memengaruhi kinerja pegawai 
tidak seratus persen, yaitu sebesar 53%, dan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dengan 
demikian, untuk agenda penelitian selanjutn-
ya dapat menggunakan variabel lain sebagai 
variabel independen. 
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Abstract
To determine the environmental impact, cost and benefits of it’s conserva-
tion has done, this study will be explained descriptively. It used  interview 
and documentary techniques in obtaining data, for example raw materi-
als data, finished products and waste quantity, production costs, inputs 
and outputs at each station and activity costs which probably used by 
environmental conservation. First step of EMA is calculation of Physical 
Environmental Management Accounting (PEMA) then Monetary Envi-
ronmental Accounting (MEMA). The results of this study indicate that the 
company can save electricity costs from the conversion value of bagasse, 
even getting additional profits from the sale of tetes waste.

Keywords:
Environmental Management Ac-
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mental Management Accounting 
(PEMA), Monetary Environmental 
Accounting (MEMA)
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Environmental Management Ac-
counting (EMA), Physical Environ-
mental Management Accounting 
(PEMA), Monetary Environmental 
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Abstraksi
Untuk mengetahui dampak lingkungan serta cost and benefit atas kon-
servasi lingkungan yang telah dilakukan perusahaan secara deskriptif, 
penelitian ini menggunakanteknik wawancara dan dokumenter dalam 
mendapatkan data penggunaan bahan baku, jumlah produk jadi dan lim-
bah, biaya produksi, masukan dan keluaran di setiap stasiun serta biaya 
aktivitas konservasi lingkungan yang mungkin dilakukan. EMA terlebih 
dahulu dilakukan denganperhitungan Physical Environmental Manage-
ment Accounting (PEMA) lalu Monetary Environmental Accounting(ME-
MA). Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan dapat menghemat bi-
aya listrik dari nilai konversi limbah ampas tebu, bahkan mendapatkan 
tambahan keuntungan dari hasil penjualan limbah tetes. 

1. Pendahuluan
Akuntansi lingkungan merupa-

kan perlakuan akuntansi berkaitan den-
gan seluruh biaya lingkungan mulai 
dampak dan konservasinya yang dilaku-
kan perusahaan atau lembaga pemer-
intah. Lebih lanjut, biaya lingkungan 
merupakan akibat dari kegiatan yang 
mempengaruhi kualitas lingkungan baik 
dari sisi keuangan maupun non-keuangan. 

PG Tjoekir Kabupaten Jombang merupakan 
perusahaan yang bergerak pada pengelolaan 
gula pasir dengan menggunakan bahan baku 
tebu. Dalam operasinya untuk memproses bah-
an mentah menjadi barang jadi yang siap dikon-
sumsi oleh masyarakat tentunya juga akan meli-
batkan lingkungan. 

Sebuah sumber menyebutkan indikasi  adan-
ya keluhan warga sekitar mengenai perma salah-
an pembuangan limbah cair dari PG Tjoekir
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(http://www.jatimtimes.com/tak-tah-
an-bau-limbah-warga-demo-pg-djombang-
baru). Oleh karena dampak negatif tersebut 
telah mengakibatkan citra perusahaan serta 
kepercayaan masyarakat terhadap PG. Tjo-
ekir berkurang. Maka dari itu perusahaan 
mulai menerapkan  eco-efficiency, yang mana 
dalam meningkatkan produksinya secara ber-
samaan dan diwaktu yang sama pula melaku-
kan pengurangan efek dari proses industrin-
ya terhadap lingkungan.Untuk menciptakan 
lingkungan yang sehat maka secara langsung 
perusahaan wajib mengeluarkan biaya yang 
lebih besar dalam pengelolaan limbahnya, 
salah satunya adalah biaya penanganan lim-
bah agar selanjutnya ditelusuri secara siste-
matis bagaimana biaya-biaya ini dikelola.

Akuntansi lingkungan pada dasarnya 
menuntut kesadaran penuh perusahaan kare-
na telah mengambil manfaat dari lingkungan. 
Penggunaan akuntansi lingkungan bagi peru-
sahaan sangat mendorong untuk meminimal-
isir berbagai persoalan mengenai lingkungan 
yang dihadapinya. Misalnya, bagaimana se-
buah perusahaan dapat memproduksi barang 
ataupun jasa memiliki nilai manfaat sekaligu-
sdapat mengurangi dampak lingkungan yang 
bersifat negatifdimulai dari perbaikan kinerja 
lingkungan didalam proses produksinya.

Salah satu langkah yang menjadi bagian 
dalam akuntansi lingkungan adalah Environ-
mental Management Accountingselanjutnya 
disebut EMA. EMA terlebih dahulu dilakukan 
denganperhitungan Physical Environmental 
Management Accounting (PEMA) lalu Mon-
etary Environmental Accounting(MEMA). 

EMA memberikan dasar untuk pen-
gungkapan hasil dari dampak usaha terhadap 
lingkungan termasuk bagaimana konservasi 
lingkungan dalam bentuk data akuntansi yang 
diukur secara kuantitatif. Termasuk di dalam-
nya adalah informasi tentang sumber-sumber 
ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap 
sumber-sumber tersebut. 

Hal ini memungkinkan bagi perusahaan 
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 
stakeholders, seperti pelanggan, rekan bisnis, 

investor, penduduk lokal maupun bagian ad-
ministrasi. Oleh karena itu, perusahaan harus 
memberikan informasi tentang bagaimana 
manajemen perusahaan mempertanggung-
jawabkan pengelolaan kepada stakeholders 
atas pemakaian sumber ekonomi yang diper-
cayakan kepadanya. Diharapkan dengan 
adanya EMA akan berfungsi dan berarti bagi 
perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab 
secara simultan.

Berdasarkan uraian di atas serta melihat 
pentingnya permasalahan lingkungan terha-
dap perkembangan sebuah perusahaan, maka 
masalah yang diangkat pada penelitian ini 
terfokus pada bagaimana hasil pengukuran 
dampak lingkungan terkait dengan kegiatan 
operasional peruahaan dengan menggunakan 
EMA terbatas pada limbah tebu yang digu-
nakan untuk produksi.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 
memberikan motivasi positif bagi perusa-
haan untuk terus mengupayakan konservasi 
lingkungan atas dampak usahanya sebagai 
bentuk pertanggungjawaban perusahaan ter-
hadap stakeholder secara keseluruhan.

2. Kajian Teori
Pada perkembangannya, akuntansi bu-

kan merupakan sebuah proses pertanggung 
jawaban terhadap keuangan saja namun saat 
ini akuntansi mulai mempertanggungjawab-
kan mengenai masalah lingkungan sosial. 
Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai 
pencegahan, pengurangan dan atau pengh-
indaran dampak terhadap lingkungan berger-
ak dari beberapa kesempatan, dimulai dari 
perbaikan kemali kejadian-kejadian yang 
menimbulkan bencana atas kegiatan-kegia-
tan tersebut (Ikhsan, 2008:14).  

Dalam pengertian diatas, pencemaran ser-
ta limbah produksi memang merupakan salah 
satu contoh dampak negatif yang dihasilkan 
dari kegiatan operasional perusahaan. Sistem 
akuntansi lingkungan dirasa sangat perlu 
diterapkan sebagai kontrol terhadap tanggu-
ng jawab perusahaan terhadap lingkungan 
karena dalam pengolahaan limbahnya peru-
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sahaan harus melakukan pengidentifikasian, 
pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta 
pelaporan biaya atas pengolahan limbah dari 
kegiatan operasionalnya.

Lingkup akuntansi lingkungan diba-
gi menjadi dua bagian. Bagian pertama di-
dasarkan pada kegiatan akuntansi lingkun-
gan suatu perusahaan baik secara nasional 
maupun regional. Bagian kedua berkaitan 
dengan akuntansi lingkungan untuk peru-
sahaan-perusahaan dan organisasi lainnya. 
Pada dasarnya penjelasan mengenai konsep 
akuntansi lingkungan harus mengikuti be-
berapa faktor berikut, antara lain: (1) Biaya 
konservasi lingkungan (diukur dengan meng-
gunakan nilai satuan uang); (2) Keuntungan 
konservasi lingkungan (diukur dengan unit 
fisik); (3) Keuntungan ekonomi dari kegiatan 
konservasi lingkungan (diukur dengan nilai 
satuan uang/rupiah).

Aspek-aspek yang menjadi bidang akun-
tansi lingkungan (Cahyono, 2002 dalam 
Rossje, 2006) adalah sebagai berikut: (1) 
Pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif 
aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkun-
gan dalam praktik akuntansi konvensional; 
(2) Indentifiaksi , mencari dan memeriksa per-
soalan bidang garap akuntansi konvensional 
yang bertentangan dengan kriteria lingkun-
gan serta memberikan alternatif solusinya; 
(3) Melaksanakan langkah-langkah proaktif 
dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki 
lingkungan pada praktik akuntansi konven-
sional; (4) Pengembangan format baru sistem 
akuntansi keuangan dan non keuangan, 
sistem pengendalian pendukung keputuan 
manajemen ramah lingkungan; (5) Indenti-
fikasi biaya-biaya (cost) dan manfaat berupa 
pendapatan (revenue) apabila peusahaan leb-
ih peduli terhadap lingkungan dari berbagai 
program perbaikan lingkungan; (6 Pengem-
bangan format kerja, penilaian dan pelaporan 
internal maupun eksternal perusahaan; (7) 
Upaya perusahaan yang berkesinambungan, 
akuntans kewajiban, resiko, investasi biaya 
terhadap energi, limbah dan perlindungan 
lingkungan; (8) Pengembangan teknik-teknik 

akuntansi pada aktiva, kewajiban dan biaya 
dalam konteks non keuangan khususnya 
ekologi atau lingkungan.

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan 
dibagi ke dalam dua bentuk. Fungsi internal 
dan fungsi eksternal. Fungsi internal mer-
upakan fungsi yang berkaitan dengan pihak 
internal perusahaan sendiri. Pihak internal 
adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, 
seperti rumah tangga konsumen dan rumah 
tangga produksi maupun jasa lainnya. Ada-
pun yang menjadi aktor dan faktor dominan 
pada fungsi internal ini adalah pimpinan pe-
rusahaan. Sebab pimpinan perusahaan mer-
upakan orang yang bertanggung jawab dalam 
setiap pengambilan keputusan maupun pe-
nentuan setiap kebijakan internal perusahaan. 
Sebagaimana hanya dengan sistem informasi 
lingkungan perusahaan, fungsi internal me-
mungkinkan untuk mengukur biaya konser-
vasi lingkungan dan menganalisis biaya dari 
kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan 
yang efektif dan efisien serta sesuai dengan 
pengambilan keputusan. Dalam fungsi inter-
nal ini diharapkan akuntansi lingkungan ber-
fungsi sebagai alat manajemen bisnis yang 
dapat digunakan oleh manajer ketika ber-
hubungan dengan unit-unit bisnis.

Fungsi ekternal merupakan fungsi yang 
berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. 
SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan 
keuangan memberikan informasi yang ber-
manfaat bagi investor dan kreditor, dan pe-
makai lainnya dalam mengambil keputusan 
investasi, kredit dan yang serupa secara ra-
sional. Informasi tersebut harus tersebut ha-
rus bersifat komprehensif bagi mereka yang 
memiliki pemahaman yang rasional tentang 
kegiatan bisnis dan ekonomis dan memiliki 
kemauan untuk mempelajari informasi den-
gan cara yang rasional.

SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelapo-
ran keuangan memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan 
pemakai lainnya dalam mengambil keputu-
san investasi, kredit dan yang serupa secara 
rasional.
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Pada fungsi ini faktor penting yang perlu 
diperhatikan perusahaan adalah pengungka-
pan hasil dari kegiatan konservasi lingkun-
gan dalam bentuk data akuntansi.

Fungsi eksternal memberi kewenangan 
bagi perusahaan untuk mempengaruhi pen-
gambilan keputusan stakeholders, seperti 
pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk 
lokal maupun bagian administrasi. Oleh 
karena itu, perusahaan harus memberikan 
informasi tentang bagaimana manajemen pe-
rusahaan mempertanggungjawabkan penge-
lolaan kepada pemilik atas pemakaian sum-
ber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. 
Diharapkan dengan publikasi hasil akuntansi 
lingkungan akan berfungsi dan berarti bagi 
perusahaan-perusahaan dalam memenuhi 
pertanggungjawaban serta transparansi mere-
ka bagi para stakeholders yang secara semul-
tan sangat berarti untuk kepastian evaluasi 
dari kegiatan konservasi lingkungan.

Perusahaan pada umumnya mengukur 
jumlah dan nilai atas biaya biaya yang dikelu-
arkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut 
dalam satuan moneter yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah bi-
aya yang akan dikeluarkan ini dapat dilaku-
kan dengan mengacu pada realisasi biaya 
yang telah dikeluarkan pada periode sebel-
umnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan 
nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap 
periode. Dalam hal ini, pengukuran yang 
dilakukan untuk menentukan kebutuhan pen-
galokasian pembiayaan tersebut sesuai den-
gan kondisi perusahaan yang bersangkutan 
sebab masing masing perusahaan memiliki 
standar pengukuran jumlah dan nilai yang 
berbeda-beda.  

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya 
yang terjadi karena kualitas lingkungan yang 
buruk atau kualitas lingkungan yang buruk 
yang mungkin terjadi (Hansen dan Mowen, 
2009:413). Secara garis besar pengertian 
biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi 
dua, yaitu (Sulistyowati,1999:104): Biaya 
lingkungan implisit (remedial cost) dan biaya 
lingkungan eksplisit (externalities)

Biaya internalitas tidak terkait secara 
langsung dengan proses produksi suatu pe-
rusahaan, tetapi merupakan kewajiban pe-
rusahaan untuk melakukan perbaikan terha-
dap lingkungannya. Termasuk dalam biaya 
lingkungan implisit adalah : biaya pencema-
ran tanah, biaya pencemaran air tanah, biaya 
pencemaran permukaan air, dan biaya pence-
maran gas udara. 

Biaya eksternalitas merupakan biaya 
pengurangan polusi udara, limbah, kerusakan 
tanaman, biaya pengobatan, dan lain-lain 
yang sudah sewajarnya menjadi tanggung 
jawab perusahaan. Biaya lingkungan dapat 
diklasifikasikan menjadi empat kategori 
(Hansen Mowen, 2009:413), yaitu: (a) Bi-
aya Pencegahan Lingkungan (environmental 
prevention costs), yaitu biaya-biaya untuk 
aktifitas yang dilakukan untuk mencegah 
diproduksinya limbah  dan/ atau sampah 
yang dapat merusak lingkungan; (b) Biaya 
Deteksi Lingkungan (environmental detec-
tion cost), adalah biaya – biaya untuk aktifit-
as yang dilakukan untuk menentukan bahwa 
produk, proses, dan aktifitas, lain di peru-
sahaan telah memenuhi standar lingkungan 
yang berlaku atau tidak; (c) Biaya Kegagalan 
Internal Lingkungan (environmental internal 
failure cost), adalah biaya – biaya untuk ak-
tifitas yang dilakukan karena diproduksinya 
limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke 
lingkungan luar; (d) Biaya Kegagalan Ek-
sternal Lingkungan (environmental external 
failure), adalah biaya – biaya untuk aktifitas 
yang dilakukan setelah melepas limbah atau 
sampah ke dalam lingkungan. 

Alokasi biaya lingkungan trhadap produk 
atau proses produksi dapat memberikan man-
faat motivasi bagi manajer atau bawahannya 
untuk menekan polusi sebagai akibat dari 
proses produksi tersebut didalam akuntansi 
konvensional, biaya ini dialokasikan pada 
biaya overhead dan pada akuntansi tradision-
al dilakukan dengan berbagai cara antara 
lain dengan dialokasikan ke produk tertentu 
atau dialokasikan pada kumpulan-kumpulan 
biaya yang menjadi biaya tertentu sehingga 
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tidak dialokasikan ke produk secara spesifik 
(Haryanto, 2003).

Biaya Lingkungan yang terjadi dalam 
perusahaan merupakan salah satu biaya over-
head pabrik yang sulit sekali untuk diidenti-
fikasi secara langsung dikarenakan biaya-bi-
aya tersebut seringkali tersembunyi dalam 
pusat biaya dan tidak ada bukti pencatatan 
ataupun pelaporan yang sangat jelas. Ada be-
berapa tahapan pencatatan biaya ini

Pertama, identifikasi. Pertama kali peru-
sahaan hendak menentukan biaya untuk pen-
gelolaan eksternality yang mungkin terjadi 
dalam kegiatan operasional usahanya adalah 
dengan mengidentifikasi dampak dampak 
negatif tersebut. Sebagai contoh misalnya 
sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan 
menghasilkan limbah berbahaya sehingga 
memerlukan penanganan khusus untuk hal 
tersebut mengidentifikasi limbah yang mun-
gkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, 
cair, maupun radioaktif yang berasal dari 
kegiatan instalasi rumah sakit atau  kegiatan 
karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). 
Macam macam kemungkinan dampak ini 
diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak 
negatif yang mungkin timbul.

Kedua, Pengakuan. Elemen-elemen 
tersebut yang telah diidentifikasikan selanjut-
nya diakui sebagai rekening dan disebut se-
bagai biaya pada saat menerima manfaat dari 
sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk 
pembiayaan lingkungan tersebut. Pengakuan 
biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan 
pada saat menerima manfaat dari sejumlah 
nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat 
sebelum nilai atau jumlah itu dialokasikan 
tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga 
pengakuan sebagai biaya dilakukan pada saat 
sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan 
pengelolaan lingkungan. (PSAK,2009).

Ketiga, Pengukuran. Perusahaan pada 
umumnya mengukur jumlah dan nilai atas 
biaya biaya yang dikeluarkan untuk pen-
gelolaan lingkungan tersebut dalam satuan 
moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan men-
gacu pada realisasi biaya yang telah dikeluar-
kan pada periode sebelumnya, sehingga akan 
diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai 
kebutuhan riil setiap periode. Dalam hal ini, 
pengukuran yang dilakukan untuk menentu-
kan kebutuhan pengalokasian pembiayaan 
tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan 
yang bersangkutan sebab masing masing pe-
rusahaan memiliki standar pengukuran jum-
lah dan nilai yang berbeda-beda.

Keempat, Penyajian. Biaya yang timbul 
dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan 
bersama sama dengan biaya-biaya unit lain 
yang sejenis dalam sub-sub biaya administra-
si dan umum. Penyajian biaya lingkungan ini 
didalam laporan keuangan dapat dilakukan 
dengan nama rekening yang berbeda-beda 
sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk 
nama rekening yang memuat alokasi pem-
biayaan lingkungan perusahaan tersebut.

Kelima, pengungkapan. Pada umum-
nya, akuntan akan mencatat biaya biaya 
tambahan ini dalam akuntansi konvensional 
sebagai biaya overhead yang berarti belum 
dilakukan spesialisasi rekening untuk pos 
biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan 
menuntut adanya alokasi pos khusus dalam 
pencatatan rekening pada laporan keuangan 
yang dibuat oleh perusahaan- sehingga dalam 
pelaporan akuntansi keuangan akan muncul 
bahwa pertanggung jawaban sosial yang 
dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas 
pada retorika namun telah sesuai praktis 
didalam pengelolaan sisa hasil operasional 
perusahaan. 

3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dan berusaha menerapkan analisa 
EMA untuk menghitung cost dan benefit yang 
mungkin didapatkan perusahaan melalui 
konservasi lingkungannya, khususnya pe-
manfaatan limbah produksi dari bahan baku.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara menumpulkan data mengenai perusa-
haan (dokumentasi) dan wawancara dengan 
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pihak perusahaan dalam rangka pengumpu-
lan informasi yang berguna bagi penelitian.

Data primer dikumpulkan secara khusus 
melalui wawancara dengan pihak perusa-
haan yang terkait kegiatan proses produksi, 
keuangan, sumber daya manusia, sejarah dan 
perkembangan perusahaan, serta bagaimana 
upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk 
mengolah limbah produksi selama ini. Selan-
jutnya, data sekunder yang digunakan adalah 
data laporan biaya produksi tahun 2016 dan 
2017, data input dan output proses produksi, 
data biaya konservasi lingkungan, dan data 
yang mempunyai relevansi dengan penelitian 
ini.

Penelitian ini mengolahinformasi pada  
EMA, mengenai: (1) Informasi fisik pada 
penggunaan, aliran dan tujuan aliran energi, 
air dan material (termasuk limbah) yang dise-
but sebagai PEMA (Physical Environmen-
tal Management Accounting). (2) Informasi 
moneter pada biaya, pendapatan dan penghe-
matan yang berhubungan dengan pengolahan 
energi, air dan material (termasuk limbah)  
yang disebut sebagai MEMA (Monetary En-
vironmental Accounting).

Adapun lamgkah-langkah dalam melaku-
kan analisi data adalah: (a) Mengolah data 
dengan menganalisis dampak usaha terhadap 
proses produksi PG Tjoekir; (b) Melakukan 
pengukuran terhadap dampak usaha akibat 
proses produksi PG Tjoekir yakni dengan 
mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang 
telah dilakukan perusahaan atas dampak 
usaha yang ditimbulkan; (c) Melakukan 
pengolahan atas data PEMA yakni dengan 
memperhitungkan arus bahan, energi, dan air 
dengan basis material flow balance produce; 
(d) Melakukan pengolahan atas data MEMA 
yakni dengan cara mempertimbangkan nilai 
manfaat atas limbah yang dihasilkan dengan 
pertimbangan biaya yang dibebankan; (e) 
Melakukan analisis data terhadap hasil pen-
golahan menggunakan EMA; (f) Melakukan 
mengidentifikasi  costand benefit atas kon-
servasi lingkungan yang telah dilakukan oleh 
PG Tjoekir.

4. Hasil dan Pembahasan
PG Tjoekir memproduksi SHS gula 

melalui enam stasiun. Selain itu, ada tiga je-
nis limbah yang dihasilkan dari beberapa sta-
siun. Pada titik ini, proses produksi di setiap 
stasiun diikuti dengan input yang dibutuhkan 
dan hasil yang dihasilkan.

Stasiun Penggilingan adalah fase perta-
ma produksi di Pabrik Gula Tjoekir. Di stasi-
un ini, tebu diterima dan disiapkan untuk ek-
straksi nira mentah. Ada dua kegiatan utama 
di stasiun penggilingan yang menghancur-
kan struktur keras tebu dan menggiling tebu. 
Proses tebu dilakukan dengan menggunakan 
pisau dan penghancur bergulir. Penggilingan 
dilakukan dengan menggunakan mesin peng-
hancur tiga roler. Di stasiun penggilingan, 
air imbibisi benar-benar diperlukan untuk 
meningkatkan ekstraksi nira mentah. Saat 
proses penempatan gula tebu dan air imbibisi 
sebagai input di stasiun penggilingan, maka 
akan menghasilkan nira mentah sebagai hasil 
kerja dalam proses produk dan ampas tebu 
sebagai output non-produk. Masukan dari 
stasiun ini adalah gula tebu dan air imbibisi. 
Hasilnya adalah nira mentah dan ampas tebu.

Langkah selanjutnya produksi gula ada-
lah di stasiun pemurnian. Nira mentah se-
bagai output dari stasiun penggilingan akan 
menjadi input di stasiun pemurnian. Kegiatan 
utama di stasiun ini adalah menyaring nira 
mentah untuk menghilangkan partikel besar 
untuk diklarifikasi. Proses klarifikasi akan 
dibantu dengan menggunakan bahan pen-
dukung, yaitu phospat, susu kapur, belerang 
dan flukolan. Fungsi bahan pendukung me-
netralisir asam organik. Jus klarifikasi akan 
disebut nira encer dan dibawa ke stasiun pen-
guapan tanpa memberikan perawatan lebih 
banyak. 

Fase penguapan memiliki fungsi kuntuk 
memusatkan nira encer yang lembut ke dalam 
nira kental. Nira encer dari stasiun pemurnian 
melewati penukar panas untuk memanaskan 
nira dan menuju ke stasiun evaporasi. Penu-
karan panas akan menciptakan proses kon-
densasi dan menghasilkan air kondensasi. 
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Input di stasiun penguapan adalah nira encer 
yang lembut dan hasilnya adalah nira kental 
dan air kondensat.

Setelah stasiun penguapan, stasiun 
kristalisasi akan dimulai dalam panci vakum 
yang berfungsi untuk menghasilkan kristal 
gula dari jus tebal. Dalam proses perebusan 
panci, ketika volume campuran cairan dan 
kristal (kristalisasi) mencapai kapasitas pan-
ci, penguapan dibiarkan berlanjut sampai 
massecuite terbentuk. Sekali lagi, proses kon-
densasi terjadi lagi di stasiun ini dan akhirnya 
akan menghasilkan air kondensasi. Masukan 
di stasiun ini adalah nira kental dan hasilnya 
adalah kristalisasi dan air kondensat.

Dari stasiun kristalisasi, massecuite 
akan ditransfer ke mesin sentrifugal kecepa-
tan tinggi dan akhirnya menghasilkan tetes. 
Proses utama di stasiun ini adalah memisah-
kan gula mentah dari tetes. Gula mentah ini 
akan dikombinasikan dengan hasil kristal 
pertama yang dikeringkan, didinginkan dan 
dibuat SHS Sugar. Di stasiun ini, output ada-
lah Gula SHS sebagai produk jadi dan tetes 
sebagai output non-produk. Setelah didin-
ginkan, SHS Sugar akan dikemas di stasiun 
ini dan dikirim ke penyimpanan.

PG Tjoekir adalah perusahaan yang men-
gelolatebu menjadigulaataudisebutjugagu-
layang dijadikanproduk,hasilproduksiutama 
dariPG Tjoekiradalahgula SHSI,jugameng-
hasilkan produk sampingyangbermanfaat un-
tuk keperluanlainyaitu berupa:(1) Tetes Tebu

Tetes tebu adalah hasil dari pelabu-
hankembalikristalgulayang tidakmemiliki-
standargulayang berupasirupyang berwar-
nahitam. Tetes  tebu  ini  dapat diguanakan  
sebagai  bumbu  masak,  pembuat alkoholdan-
soritusserta dapatdapatdipakaisebagaibah-
an campuran untuk kontruksi bangunan; (2) 
Blotong, blotong merupakan hasil buangan 
limbah dari kotoran tebu yang berwarna ke-
hitaman seperti tanah dan mengeluarkan bau 
tidak sedap. Blotong dapat digunakan untuk 
pupuk tanamandan dapat digunakan untuk 
bahan bakar yang  bisa dipakai untuk me-
masak. Sedangkan untuk pupuk tidak bis-

adigunakanlangsungtetapiharus di dinginkan 
disuatutempatkhususselama 2bulankerena-
pada waktublotong dikeluarkandari dalam 
pabrikblotong bersuhutinggidanmengandung 
zat TSP. (3) Ampas Tebu merupakan hasil 
dari perasan tebuyang dapatdipakai sebagai 
ketel uap dalam proses produksi.

 Berdirinya suatu pabrik pada daerah 
atau lokasi tertentuakan membawa dampak 
positifdannegatifterhadaplingkungandaer-
ahtersebut.KeberadaanPG Tjoekirjugam-
empunyai pengaruh terhadap lingkungan 
sekitar. PG Tjoekir mengadakan berbagai 
kegiatan untuk lingkungan sekitar, diantaran-
ya : (a) Mengadakan pesta rakyat menjelang 
musim giling, seperti: pasar malam, wayang 
kulit, jalan sehat berhadiah; (b) Pemberian 
santunan atau sembako kepada masyarakat 
sekitar pabrik; (c) Pembangunan fasilitas 
pengadaan air bersih untuk wilayah sekitar 
pabrik, ikut membantu dalam pembangu-
nan tempat-tempat ibadah di wilayah sekitar 
pabrik, perekrutan tanpa tes/langsung bagi 
warga sekitar pabrik untuk musim giling saja.

Diantara dampak positif tersebut PG 
Tjoekir juga menimbulkan dampak negatif 
bagi lingkungan sekitar akibat dari proses 
produksi PG Tjoekir, antara lain : (1) Lim-
bah air/cair, (2) Polusi Udara (debu dan asap 
dari mesin proses pengelolahaan gula), (3) 
Polusi Suara (suara mesin pada saat kegiatan 
operasional).

Sesuai dengan rumusan masalah serta tu-
juan dari penelitian yang akan penulis bahas 
yakni mengenai evaluasi penerapan akun-
tansi lingkungan sebagai dasar pengukuran 
dampak usaha yang mana terkait dengan 
aktivitas operasional perusahaan serta mem-
perhitungkan cost and benefit atas konservasi 
lingkungan dalam hal ini merupakan penge-
lolaan limbah yang telah dilakukan.

Prinsip perusahan yang sehat adalah ha-
rus memperhatikan keselamatan lingkungan 
sekaligus, pemaksimalan laba secara bersa-
maan namun demikian akhir-akhir ini peru-
sahaan cenderung hanya berfokus pada pada 
pemaksimalan laba semata dan melanggar 
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prinsip tersebut. Tanpa disadari prinsip mak-
simalisasi laba yang banyak diterapkan oleh 
perusahaan justru melanggar prinsip-prinsip 
tersebut, adapun beberapa diantaranya ada-
lah kaidah biaya ekonomi (economic cost), 
biaya akuntansi (accounting cost), dan biaya 
kesempatan (opportunity cost). Kecenderun-
gan perusahaan yang kurang memperhatikan 
isu lingkungan sedikit banyak akan membuat 
perhatian perusahaan hanya  pada perolehan 
profit saja tanpa memperhatikan bahwa lim-
bah yang dihasilkan dari aktivitas produksin-
ya akan berdampak pada kerusakan lingkun-
gan.

Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan pe-
nelitian ini, maka penulis ingin memaparkan 
terlebih dahulu jenis bahan baku dan pem-
bantu yang digunakan oleh perusahaan se-
lama kegiatan produksi berlangsung sebagai 
berikut: 

Tabel 1 
Data Pemakaian BB

Sumber : PG Tjoekir (2017)

Tabel 1 menunjukan data bahan baku dan 
bahan pembantu untuk produksi gula di PG 
Tjoekir. Tebu sebagai bahan baku utama pem-
bentuk gula SHS. Dalam proses produksinya, 
terdapat beberapa bahan penolong seperti air 
imbibisi, kapur, belerang, phospat, flukolan 
yang digunakan untuk mengekstraksikan 
tebu menjadi gula yang siap dijual.

Tabel 2
Data Barang Dalam Proses

Sumber : PG Tjoekir (2017)

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis 
barang dalam proses yang dihasilkan oleh 
perusahaan selama proses produksi. Selama 
tahun 2017, perusahaan menghasilkan berb-
agai jenis barang dalam proses yang kemudi-
an akan diproses menjadi barang jadi. 

Tabel 3 
Data Limbah

Sumber : PG Tjoekir (2017)
Berdasarkan tabel diatas, diketahui  bah-

wa keluaran perusahaan terdiri dari dua jenis 
yaitu produk jadi dan limbah serta emisi. Ta-
bel data limbah menjelaskan tentang tiga je-
nis limbah yang dihasilkan oleh PG Tjoekir 
melalui kegiatan produksinya yaitu blotong, 
ampas tebu dan tetes. Blotong merupakan 
limbah yang berbentuk endapan dengan tek-
stur spongydan memiliki warna hitam yang 
sangat pekat. Selanjutnya yaitu ampas tebu 
yang berupa serabut sebagai akibat dari peng-
gilingan tebu di mesin giling. Ampas tebu 
ini memiliki aroma yang kurang sedap dan 

nantinya akan diolah di stasiun ketel untuk 
menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada-
lah tetes yang merupakan produk sampingan 
dari PG Tjoekir. Tetes ini nantinya akan dapat 
dijual kembali ke petani tebu dan pengguna 
lainnya sesuai dengan rendemen yang ter-
kandung di dalam tetes tersebut. Tetes pada 
dasarnya merupakan kandungan sukrosa di 
dalam gula. 

Metode Physical Management Account-
ing (PEMA) merupakan metode yang men-
jelaskan mengenai prosedur aliran fisik atas 
konsumsi serta pembuangan bahan, energi 
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dan air atau dapat disebut sebagai dampak 
lingkungan terhadap sistem lingkungan. Di 
dalam proses pengelolaannya, data dasar 
yang digunakan adalah data berupa data fisik 
(tonase) dari keseluruhan bahan serta limbah 
mulai dari input sampai dengan output pada 
setiap tahapan proses di masing-masing sta-
siun. Selanjutnya untuk mengukur dampak 
lingkungan yang ditimbulkan terhadap 
sistem lingkungan sekitarnya PEMA menga-
nut sistem material flow balance procedure 
yang artinya adalah input harus sama dengan 
output. Output yang dimaksud adalah meli-
puti limbah (Non-Product Output) dan juga 
bahan dalam proses. 

Apabila hasil perhitungan menghasil-
kan output yang lebih besar dari input, maka 
asumsinya adalah dampak lingkungan yang 
ditimbulkan akan lebih besar. Bagi perusa-
haan menghasilkan output yang lebih kecil 
merupakan tantangan tersendiri oleh karena 
itu keseimbangan antara input-output  dirasa 
telah mampu memenuhi tanggung jawab pe-
rusahaan sebagai penghasil limbah disamp-
ing pengelolaan limbah yang wajib hukum-
nya dilakukan oleh perusahaan. Secara garis 
besar dari perincian  bahan, energi dan air 
yang digunakan dalam proses input-output 
dapat diketahui bahwasannya terdapat beber-
apa bahan, energi dan air yang jumlah nya 
tidak sesuai dengan pencatatan yang dilaku-
kan oleh perusahaan. Terutama terhadap bah-
an-bahan yang tergolong sebagai limbah atau 
non-product output.

Tabel 4
Analisis PEMA 

Stasiun Penggilingan

Sumber : Data Diolah 
Kolom 1 merupakan masukan produk-

si berupa material, energi dan air. Nominal 
tersebut diperoleh dari catatan perusahan.Ko-
lom 2 merupakan keluaran produksi yang be-
rupa produk jadi dan limbah (emisi). Angka 

tersebut diperoleh dari catatan perusahaan.
Kolom 3 merupakan hasil analisis dengan 
menggunakan keseimbangan material.Ko-
lom 4 merupakan hasil analisis dari peneli-
ti dengan melihat pada sisi mana keluaran 
berbeda dengan masukan.Kolom 5 diperoleh 
dari selisih antara masukan dan keluaran.

Konsep utama yang disajikan oleh 
PEMA adalah dengan melihat keseimbangan 
antara masukan dan keluaran. Oleh karena 
itu, dalam hal analisis PEMA di stasiun peng-
gilingan, peneliti berusaha untuk melihat ke-
seimbangan antara masukan dan keluaran. 
Asumsi dasar yang digunakan adalah peneliti 
meyakini keakuratan data jumlah masukan. 
Kemudian dibandingkan dengan jumlah kel-
uaran. Keluaran terdiri dari produk jadi dan 
limbah. Produk jadi di stasiun penggilingan 
akan menjadi masukan di stasiun berikutnya. 
Oleh karena itu, peneliti bisa melihat kese-
suaian data antara keluaran di stasiun peng-
gilingan dengan stasiun pemurnian. Dari data 
tersebut, maka peneliti mengambil kesimpu-
lan bahwa perbedaan terjadi pada limbah am-
pas tebu.

Pada dasarnya ampas tebu yang di-
hasilkan PG Tjoekir akan ditimbun terlebih 
dahulu dalam gudang untuk kemudian dio-
lah menjadi pengganti  bahan bakar dalam 
menghasilkan tenaga listrik. Proses pengo-
lahan ini dilakukan di stasiun ketel. Selain 
itu, kandungan yang ada di ampas tebu juga 
dapat digunakan sebagai salah satu campuran 
untuk pembuatan pupuk untuk menyuburkan 
tanah tebu di perusahaan. Namun demikian, 
perusahaan hanya melakukan pencatatan atas 
ampas tebu yang diolah di stasiun ketel dan 
hal ini mengakibatkan perbedaan yang cukup 
signifikan dalam analisis PEMA.

Tabel 5
Analisis PEMA 

Stasiun Pemurnian 
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Sumber : Data Diolah
Blotong adalah salah satu limbah yang 

dihasilkan dari kegiatan produksi dari sta-
siun pemurnia. PG Tjoekir mengolah blo-
tong untuk digunakan sebagai pupuk guna 
menyuburkan tanaman tebu di pabrik untuk 
keperluan produksi.

Tabel 5
Analisis PEMA 

Stasiun Pengolahan

Sumber : Data Diolah 
Tetes mengandung sukrosa yang men-

gandung kadar rendemen tertentu. Selama ini 
tetes dijual kepada petani tebu dengan sistem 
bagi hasil yang didasarkan pada kandungan 
rendemen dan juga perusahaan pembuat 
MSG sebagai salah satu bahan penolong. 
Tetes yang dihasilkan akan disimpan dalam 
sebuah tangki berukuran yang besar. Namun 
demikian pada tahun diatas, PG Tjoekir ha-
nya menjual sebesar 20.306,70 ton dikare-
nakan kualitas tetes yang layak untuk dijual 
didasarkan pada batasan rendemen. Sedang-
kan sisanya tidak layak untuk dijual.

Metode MEMA merupakan metode yang 
menjelaskan mengenai prosedur penguku-
ran atas nilai biaya, penghematan maupun 
pendapatan atas konservasi lingkungan yang 
telah diakukan oleh perusahaan. Konservasi 
lingkungan merupakan segala  bentuk upaya 
pelestarian lingkungan dengan  tetap mem-
perhatikan sisi manfaat yang dapat diperoleh 
pada saat itu juga atau memnfaatkannya di 
masa yang akan datang. PG Tjoekir dalam  
memperhitungkan cost and benefit atas kon-
servasi lingkungan yang telah dilakukannya 
perlu adanya identifikasi mengenai segala 
bentuk biaya yang berkaitan dengan kon-
servasi tersebut serta melakukan identifikasi 
pula terhadap manfaat yang ditimbulkannya. 

Telah diketahui bahwa dari proses pro-
duksi yang dilakukan oleh Pabrik Gula Tjo-
ekir mampu menghasilkan beberapa jenis 

non-product output yakni diantaranya ada-
lah ampas tebu yang merupakan limbah dari 
stasiun penggilingan, blotong dari stasiun 
pemurnian, air kondensat-1 dan air konden-
sat-2 yang berasal dari stasiun penguapan dan 
pemasakan, serta yang terakhir adalah tetes 
yang merupakan limbah dari stasiun putaran

1. Ampas Tebu 
Pabrik Gula Tjoekir melakukan salah 

satu bentuk konservasi lingkungannya yak-
ni dengan cara menciptakan tenaga listrik 
tenaga uap melalui pengelolaan ampas tebu  
sebagai bahan bakar pada stasiun ketel yang 
mana air kondensat-1 dan air kondensat-2 
sebagai umpan pada stasiun ketel. Uap yang 
dihasilkan dari pembakaran pada stasiun ke-
tel akan diubah menjadi listrik tenaga uap 
pada stasiun PLTU. Biaya-Biaya yang dibe-
bankan merupakan biaya atas ampas tebu, 
air kondensat-1 dan air kondensat-2, karena 
pengelolaannya yang menjadi satu kesatuan 
sebagai penghasil listrik tenaga uap akibatn-
ya biaya yang dibebankan merupakan biaya 
atas ketiganya.

Penghematan penggunaan bahan bakar 
yang digantikan oleh pengolahan ampas tebu 
dapat membantu perusahaan untuk menik-
mati efisiensi dari penghematan dari biaya 
bahan bakar ini. Selain itu, perusahaan juga 
memiliki kesempatan untuk menggunakan 
biaya ini guna membiayai keperluan biaya 
yang lain.

Tabel 6
Perhitungan Nilai Konversi Atas Lim-

bah Atas Tebu Tahun 2017

Tabel di atas merupakan hasil perhitun-
gan nilai konversi atas limbah ampas tebu 
tahun 2015. Jumlah tebu dikalikan 54%, 
54% diambil dari hasil tebu yang dijadikan 
gula 54% itu menjadi ampas dan tarif listr-
ik tersebut diambil dari ketentuan PT PLN 
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mengenai tarif  listrik tahun 2016 men-
genai industri I4 (https://www.viva.co.id/
berita/bisnis/855791-tarif-listrik-desem-
ber-2016-naik-ini-daftar-lengkapnya).

Tabel 7
Perhitungan Biaya dan Manfaat Lim-

bah Ampas Tebu

Akuntansi Manajemen Lingkungan yang 
ditinjau secara moneter akan menghasilkan 
informasi keuangan atau disebut dengan 
dampak lingkungan terhadap keuangan pe-
rusahaan. Tabel di atas menginformasikan 
tentang nilai konversi dari ampas tebu yang 
dihasilkan oleh PG Tjoekir. Ampas tebu yang 
diolah menjadi tenaga listrik memberikan 
keuntungan kepada perusahaan dalam ben-
tuk efisiensi biaya listrik. Efisiensi biaya lis-
trik ini nantinya juga dapat digunakan oleh 
perusahaan untuk keperluan pemenuhan bi-
aya yang lain. Namun demikian, perusahaan 
tetap harus mengakui beberapa biaya yang 
harus dikeluarkan untuk mengolah limbah 
ampas tebu. Hal ini diperlukan guna melaku-
kan perbandingan antara biaya dan manfaat 
yang diperoleh perusahaan dengan melaku-
kan kegiatan konservasi lingkungan berupa 
pengolahan limbah. Pada tabel 5, PG Tjoekir 
membuktikan bahwa pengolahan limbah am-
pas tebu menjadi tenaga listrik menghasilkan 
keuntungan sebesar Rp 2.990.323.859,00 se-
cara bersih. 

Tetes merupakan produk sampingan dari 
PG Tjoekir. Dalam pengolahan limbahnya, 
PG Tjoekir memilih untuk menjual limbah ini 
kepada petani. Harga jual tetes ditetapkan se-
besar Rp 3.500. Dan hasil penjualan bersifat 
bagi hasil antara petani tebu dan perusahaan. 
Tingkat persentase ini juga akan berbeda-be-
da bergantung dengan tingkat rendemen dari 
tetes yang dihasilkan dari kegiatan produksi 
gula.

Tabel 8

Penjualan Tetes

Data penjualan tetes menunjukkan bah-
wa total penjualan PG Tjoekir, dari hasil tetes 
tebu x harga tetes/liter.

Tabel 9
Perhitungan Biaya dan Manfaat Tetes

Sama halnya dengan pengolahan limbah 
yang dilakukan pada ampas tebu, PG Tjoekir 
juga melakukan pengolahan terhadap limbah 
tetes guna memaksimalkan penggunaan dari 
produk sampingan ini. Tabel 6 menjelaskan 
tentang seberapa banyak tetes yang siap un-
tuk diolah dan dijual kepada petani. Sedang-
kan tabel 7 menginformasikan tentang per-
bandingan antara biaya dan manfaat yang 
dihasilkan dari penjualan tetes kepada petani.

Akuntansi lingkungan menjadi salah 
satu hal penting yang harus diterapkan oleh 
perusahaan khususnya industri manufaktur 
mengingat informasi lingkungan yang timbul 
sebagai akibat dari kegiatan produksi memi-
liki manfaat tersendiri untuk pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, analisis dampak 
lingkungan dengan menggunakan PEMA dan 
MEMA juga akan dapat menjadi bahan per-
timbangan tersendiri bagi pihak manajemen 
khususnya terkait kebijakan lingkungan.

Pengolahan ampas tebu menjadi tena-
ga listrik dan memberikan supply terhadap 
mesin-mesin produksi menjadi keuntungan 
tersendiri bagi perusahaan. Hal ini dikare-
nakan perusahaan mampu menghemat penge-
luaran untuk pos biaya listrik dan mengali-
hkannya untuk pemenuhan pos biaya yang 

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/855791-tarif-listrik-desember-2016-naik-ini-daftar-lengkapnya
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/855791-tarif-listrik-desember-2016-naik-ini-daftar-lengkapnya
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/855791-tarif-listrik-desember-2016-naik-ini-daftar-lengkapnya
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lain, tak terkecuali biaya lingkungan. 
Penjualan tetes sebagai produk samp-

ingan dari PG Tjoekir memberikan manfaat 
tersendiri khususnya untuk meningkatkan 
pendapatan perusahaan. Kegiatan kemitraan 
dengan petani tebu dalam hal jual beli tetes 
harus dipertahankan guna memanfaatkan ke-
sempatan dari tetes secara moneter. Namun 
demikian, sangat disayangkan pihak PG Tjo-
ekir kurang mampu memaksimalkan peng-
gunaan limbah lain layaknya blotong untuk 
dijual kepada pihak lain.

Informasi yang diberikan dari kegiatan 
manajemen lingkungan sangatlah kompleks. 
Tidak hanya terbatas pada informasi fisik 
mengenai alur material, energi dan air namun 
juga informasi moneter atau keuangan yang 
sangat penting bagi penunjang performa 
lingkungan dan ekonomi perusahaan. Ter-
dapat beberapa keuntungan dari penerapan 
akuntansi manajemen lingkungan ini antara 
lain : (a) EMA akan membantu perusahaan 
untuk dapat mengakses informasi lingkungan 
sehingga kebijakan lingkungan yang diam-
bil akan lebih tepat sasaran. (b) Kebijakan 
lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan 
akan menjadi pendorong untuk menciptakan 
performa perusahaan yang lebih baik baik dit-
injau dari segi lingkungan maupun ekonomi, 
(c) Performa perusahaan yang unggul akan 
membantu perusahaan untuk memenuhi ting-
kat kepuasan tertentu dari para stakeholders 
yang akan berdampak positif pula bagi peru-
sahaan baik jangka pendek, menengah mau-
pun panjang, (d) Ampas tebu yang digunakan 
sebagai pengganti bahan bakar ketel dan 
sebagai bahan campuran untuk penyuburan 
tanah perusahaan menunjukkan bahwa PG 
Tjoekir telah mengolah ampas tebu dengan 
cukup baik, (e) Tetes tebu hasil produksi gula 
PG Tjoekir dapat dijual lagi di Pabrik lain 
seperti PT Ajinomoto, hal ini menunjukkan 
bahwa pengolahan tetes tebu di PG Tjoekir 
cukup baik, (f) Penggunaan blotong sebagai 
bahan baku pupuk untuk menyuburkan ta-
naman tebu di PG Tjoekir seharusnya dapat 
didayagunakan secara maksimal oleh peru-

sahaan dengan cara menjual blotong tersebut 
kepada pihak lain sehingga menghasilkan 
pendapatan tambahan bagi perusahaan.

5. Kesimpulan
PG Tjoekir adalah salah satu perusahaan 

manufaktur di Jombang yang memproduksi 
gula membawa beberapa dampak positif ter-
utama yang berkaitan dengan kesejahteraan 
dan ekonomi masyarakat. Sayangnya, ada 
banyak dampak negatif juga disebabkan oleh 
kegiatan produksi di perusahaan. Dampak 
negatifnya adalah limbah dan emisi dalam 
bentuk padat, air dan gas yang dapat memba-
hayakan lingkungan dan masyarakat sekitar 
pabrik.

PG Tjoekir telah melakukan beberapa 
tindakan sebagai tanggung jawab perusahaan 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan. 
Tindakan tersebut melakukan beberapa upaya 
untuk mengelola limbah dan emisi yang di-
hasilkan dari setiap stasiun dalam proses pro-
duksi. Ada 3 jenis limbah atau disebut output 
non-produk, yaitu ampas tebu, blotong dan 
tetes. Ampas tebu dari stasiun penggilingan 
akan diubah menjadi bahan pendukung untuk 
menghasilkan tenaga listrik. Blotong dari sta-
siun pemurnian akan diberikan gratis kepada 
petani tebu tanpa memberikan perawatan leb-
ih lanjut. Dan yang terakhir adalah tetes dari 
sentrifugasi stasiun yang akan dijual kepada 
petani dengan menerapkan metode pemba-
gian keuntungan.

Penerapan EMA di PG Tjoekir member-
ikan dua jenis informasi. Informasi pertama 
adalah PEMA yang memiliki tujuan untuk 
mengukur keseimbangan antara input dan 
output (produk dan output non-produk). PG 
Tjoekir berhasil mengklasifikasikan input 
dan output dari masing-masing stasiun. Anal-
isa  PEMA menunjukkan beberapa perbedaan 
dari pencatatan perusahaan yang terkait den-
gan limbah, yaitu ampas tebu dan tetes. PG 
Tjoekir hanya mencatat masukan berdasar-
kan kebutuhan perusahaan dan bukan jum-
lah yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa 
pengawasan konservasi lingkungan sangat 
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butuh untuk ditingkatkan.
Analisis MEMA mengungkap berapa 

banyak biaya yang dikeluarkan dan man-
faat yang diperoleh terkait dengan ke-
giatan konservasi. Sebagai dampak yang 
lebih baik, PG Tjoekir dapat memper-
oleh pendapatan yang lebih tinggi dengan 
mempertimbangkan manfaat limbah dan 
melakukan efisiensi biaya listrik.

PG Tjoekir belum membuat laporan 
biaya lingkungan. Pelaporan biaya ini san-
gat penting karena akan memberikan in-
formasi yang lebih luas kepada manajemen 
dalam membuat keputusan terkait per-
lindungan lingkungan. PG Tjoekir dapat 
menunjukkan komitmen mereka terhadap 
inovasi dan perubahan dengan membuat 
pengungkapan lingkungan (pelaporan bi-
aya lingkungan). 
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of IFRS 
application in economic welfare. Based on macroeconomics data 
from World Bank, the regression analysis was used to observe the 
relationship between IFRS and FDI. The IFRS fail to entice FDI 
flow in Indonesia. Unfortunately, the financial reporting quality 
has not increased yet by IFRS application. Furthermore, IFRS fail 
to lessen the risk of doing business in Indonesia. FDI investments 
are not intended for transferring technology and knowledge.  To 
sum up, FDI potentially become a burden for the economic welfare.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran 
aplikasi	 IFRS	 dalam	 kesejahteraan	 ekonomi.	 Berdasarkan	 data	
makroekonomi	 dari	 Bank	 Dunia,	 analisis	 regresi	 digunakan	
untuk	 mengamati	 hubungan	 antara	 IFRS	 dan	 FDI.	 IFRS	
gagal	 untuk	 memikat	 aliran	 FDI	 di	 Indonesia.	 Sayangnya,	
kualitas	 pelaporan	 keuangan	 belum	 meningkat	 dengan	
aplikasi	 IFRS.	 Selanjutnya,	 IFRS	 gagal	 mengurangi	 risiko	
berbisnis	 di	 Indonesia.	 Investasi	 FDI	 tidak	 dimaksudkan	
untuk	 mentransfer	 teknologi	 dan	 pengetahuan.	 Singkatnya,	
FDI	 berpotensi	 menjadi	 beban	 bagi	 kesejahteraan	 ekonomi.

1. PENDAHULUAN
	 Seorang	 investor	 membutuhkan	
informasi	 sebelum	 membuat	 keputusan	 bisnis.		
Salah	 satu	 informasi	 yang	 dibutuhkan	 para	
investor	ada	dalam	laporan	keuangan.	Pelaporan	
keuangan	 akan	 mengidentifikasi,	 mencatat,	
meringkas	 dan	 melaporkan	 berbagai	 transaksi	

ekonomi	yang	terjadi	dalam	perusahaan.		Dengan	
membaca	 laporan	 keuangan,	 para	 pengguna	
akan	 melihat	 bagaimana	 fenomena	 keuangan	
terjadi	 dalam	 perusahaan.	 Informasi	 keuangan	
pada	 laporan	 bersifat	 umum.	 Artinya,	 laporan	
keuangan	 tidak	 dibuat	 khusus	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	 sekelompok	 pengguna	 tertentu.					

http://jraam.polinema.ac.id/index.php/jraam1/article/view/102
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	 Laporan	keuangan	yang	baik	seharusnya	
bisa	dibandingkan	dengan	lainnya.	Pembandingan	
laporan	keuangan	memiliki	berbagai	kemanfaatan	
mulai dari memperendah kos, mendapatkan 
informasi,	 peningkatan	 	 kuantitas	 dan	 kualitas		
informasi	relevan		yang	dibutuhkan		para	pembuat	
keputusan bisnis (De	Franco,	Kothari,	&	Verdi,	
2011).	 Agar	 bisa	 diperbandingkan	 antara	 satu	
dengan	lainnya,	maka	laporan	harus	dibuat	dengan	
standar	 keuangan	 akuntansi.	 Standar	 akuntansi	
akan memberikan panduan pelaksanaan prinsip 
untuk	membuat		pelaporan	keuangan	perusahaan	
(Epstein	&	 Jermakowicz,	 2010).	 	 Setiap	 negara	
memiliki	 standar	 pelaporan	 keuangan	 sendiri.		
Perbedaan	 standar	 pelaporan	 antar	 negara	
membuat	 format	 dan	muatan	 laporan	 keuangan	
menjadi	berbeda	antar	negara.	Perbedaan	tersebut	
melemahkan daya komparabilitas laporan 
keuangan	 (Subramanyam, 2014).	 Sedangkan,	
harmonisasasi	 standar	 akan	 menguatkan	 daya	
komparabilitas	 antar	 	 negara	 (Wang,	 2014)
	 Arus	 globalisasi	 	 menggerakkan	
pertumbuhan  ekonomi melalui  aliran dana dari 
satu	 negara	 ke	 negara	 lainnya	 (Dreher, 2006).	
Para	 calon	 investor	 menggunakan	 berbagai	
informasi sebelum melakukan keputusan 
bisnis.		Laporan	keuangan	merupakan	salah	satu	
gudang	 penyedia	 informasi	 keuangan.	 Namun,	
perbedaan	 standar	 akuntansi	 	 antar	 negara		
membuat para investor membutuhkan biaya 
lebih	 banyak	 karena	 harus	 mengubah	 sesuai	
dengan	 format	 dan	 bahasa	 sesuai	 dengan	 yang	
biasa mereka pakai  (Ball,	2006).	Proses	konversi	
laporan	 keuangan	 sesuai	 dengan	 standar	 asal	
calon	 investor	 membutuhkan	 waktu,	 sehingga	
dipandang	 menyulitkan.	 Untuk	 itu,	 pemerintah	
harus	 turun	 tangan	 untuk	 menetapkan	 berbagai	
kebijakan	 dalam	 rangka	 harmonisasi	 standar	
internasional (Arnold, 2012).	 Campur	 tangan	
pemerintah	sangat	diperlukan	untuk	memperbaiki	
daya	 komparabilitas	 laporan	 keuangan	 entitas.	
Pengadopsian	 IFRS	 secara	 penuh	 diharapkan	
juga	bisa	memperbaiki	hubungan	bilateral	 antar	
negara	 yang	 berpotensi	 mendorong	 penanaman	
modal	asing	di	dalam	negeri	(Arnold, 2012).	Bagi	
negara	 berkembang,	 keberadaan	 aliran	 masuk	
modal	 asing	 sangat	 diperlukan	 dalam	 rangka	
meningkatkan	kapabilitas	entitas	domestik	negeri.	
Untuk	 itu,	 penerapan	 IFRS	 sebagai	 langkah	
harmonisasi	 standar	 	 berpeluang	 meningkatkan	
Foreign Direct Investment (FDI) (Gordon, Loeb, 
&	Zhu,	2012).	Di	Indonesia,	otoritas	berwenang	
menetapkan	standar	adalah	Dewan	Standar	Ikatan	

Akuntan	 Indonesia	 (DSAK).	 DSAK	 berperan	
menyusun	 standar	 akuntansi	 keuangan	 untuk	
entitas	privat	di	Indonesia.	Di	Indonesia,	DSAK	
bertugas	melakukan	perumusan,	pengembangan,	
dan	 pengesahan	 Standar	 Akuntansi	 Keuangan	
(SAK)	dan	menjawab	pertanyaan	terkait	standar	
dari	 pemerintah,	 asosiasi,	 dan	 lembaga	 luar	
negeri	 (IAI	 Global).	 Untuk	 menghadapi	 era	
globalisasi	 yang	 telah	 digambarkan	 di	 atas,	
pemerintah	 Indonesia	 melalui	 DSAK	 menuntut	
adanya	harmonisasi	 standar	 akuntansi,	 sehingga	
laporan	 keuangan	 yang	 dihasilkan	 adalah	
laporan	 keuangan	 yang	 dapat	 digunakan	 oleh	
stakeholder	 atau	 pengguna	 laporan	 keuangan.	
Jika	 tidak	 ada	 harmonisasi	 standar	 akuntansi,	
investor	 di	 berbagai	 negara	 akan	 mengalami	
kesulitan	 mendapatkan	 informasi	 yang	 dapat	
diandalkan.	 Misalnya	 investor	 Inggris	 yang	
mengadopsi	 IFRS	 sulit	 membaca	 laporan	
keuangan	 perusahaan	 di	 Indonesia	 yang	
masih	 mengadopsi	 GAAP.	 Implementasi	 dari	
harmonisasi ini adalah pemerintah melalui 
DSAK	 menyetujui	 adaptasi	 SAK	 mengikuti	
SAK	 yang	 telah	 ditetapkan	 oleh	 IASB	
(International Accounting Standard Board)	yang		
disebut	 	 dengan	 IFRS	 	 (International Financial 
Reporting Standard)	 yang	 sebenarnya	 diadopsi	
dari IAS (International Accounting Standard).	
	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	
menginvestigasi	 peran	 aplikasi	 IFRS	 dalam	
kesejahteraan	ekonomi	melalui	FDI.		IFRS	adalah	
standar	 yang	 mengatur	 pelaporan	 keuangan	
untuk	 perusahaan	 privat.	 IFRS	 diharapkan	
mampu	 meningkatkan	 kualitas	 laporan	
keuangan.	 	 Harapannya,	 peningkatan	 kualitas	
pelaporan akan direspon baik oleh para investor 
asing	 dalam	 bentuk	 FDI.	 	 Peningkatan	 FDI	
diharapkan	 akan	 meningkatkan	 kesejahteraan	
masyarakat	 Indonesia.	 Untuk	 itu,	 penelitian	 ini	
memberikan	 cakrawala	 baru	 tentang	 bagaimana	
kemampuan ekonomi mikro [penerapan 
IFRS]	 dalam	 mempengaruhi	 ekonomi	 makro	
[kemakmuran]	di	Indonesia,	sehingga	penelitian	
ini	menutup	 celah	 yang	memisahkan	 keduanya.

2. KAJIAN TEORI
	 Kehadiran	 IFRS	 merupakan	 suatu	
kelanjutan	 dari	 IAS	 yang	 disusun	 oleh	
International	 Accounting	 Standard	 Comitte	
(IASC)	pada	tahun	1973.	IASC	sendiri	sebenarnya	
merupakan	suatu	organisasi	yang	beranggotakan	
badan	 ataupun	 organisasi	 profesi	 dari	 berbagai	
negara,	 antara	 lain	Australia,	Kanada,	 Perancis,	
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Jerman,	 Jepang,	 Meksiko,	 dan	 Belanda	 (	 IAI,	
2009).	 	 Adanya	 kemunculan	 dari	 IFRS	 dirasa	
merupakan	 suatu	 kebutuhan	 bagi	 Indonesia	
untuk memberikan kemudahan berinvestasi 
di	 Indonesia	 bagi	 para	 pemain	 asing.	 	Adanya	
percepatan	 penerapan	 standar	 akuntansi	 global	
oleh International Acccounting Standard Boards 
(IASB)	sebenarnya	ditujukan	untuk	mengurangi	
bahkan	 menghilangkan	 adanya	 agency cost  
yang	 mungkin	 dikeluarkan	 oleh	 para	 pemain	
asing	 untuk	 bermain	 di	 negara	 lain.	 Perjalanan	
standar di Indonesia sebenarnya merupakan suatu 
rangkaian	 panjang.	 Bermula	 dari	 keberadaan	
standar	gaya	Belanda	yang	disebut	Sound Business 
Practice	yang	berlangsung	sampai	dengan	tahun	
1995	 (IAI,	 2009).	 Selanjutnya,	 adanya	 Prinsip	
akuntansi	yang	menggantikan	standar	ala	Belanda	
pada	 tahun	1974.	Standar	 ini	mengikuti	 standar	
akuntansi	 Amerika	 yang	 biasa	 dikenal	 dengan	
GAAP.	 Lebih	 lanjut,	 Indonesia	 tampak	 mulai	
berpaling	dari	GAAP	dengan	mulai	mengacu	pada	
International Accounting Standards Comitee 
(IASC).	 Bahkan,	 pada	 tahun	 1994,	 Indonesia	
mulai	 mengikuti	 IASC	 (IFRS)	 (IAI,	 2009).	
 International Financial Reporting 
Standard (IFRS) mulai diadopsi penuh di 
Indonesia pada tahun 2012 sesuai imbauan 
Ikatan	Akuntan	Indonesia	(IAI).	Penerapan	IFRS	
ini	diberlakukan	bagi	perusahaan-perusahaan	go 
public.	Standar	ini	dikeluarkan	oleh	International	
Accounting	 Standard	 Board	 (IASB)	 yang	
sebelumnya	 bernama	 IASC.	 Penerbitan	 IFRS	
dilakukan	 sebagai	 upaya	 untuk	 memperkuat	
arsitektur	 keuangan	 global	 dan	 mencari	 solusi	
jangka	panjang	terhadap	kurang	transparansinya	
laporan	 keuangan	 	 (Wiyani, 2012).	 Dari	 uraian	
ini	 terkesan	bahwa	standar	keuangan	yang	telah	
dibuat	 dan	 dilaksanakan	 oleh	 berbagai	 negara	
kurang	 menjamin	 adanya	 transparansi	 atas	
laporan	keuangan	yang	disajikan,	dan	arsitektur	
keuangan	 global	 saat	 ini	 masih	 dirasa	 kurang	
kokoh,	 sehingga	 IFRS	 ini	 diperlukan	 oleh	
banyak	negara	di	dunia.	Tetapi	apakah	memang	
demikian kenyataannya? IFRS disinyalir bisa 
meningkatkan	 kualitas	 pelaporan	 keuangan.	
Penerapan	 IFRS	 akan	 meningkatkan	 kualitas	
pelaporan	 keuangan	 berupa	 transparansi	 	 dan	
ketepatan	 waktu	 	 pengungkapan	 pengakuan	
kerugian	sehingga	berpotensi	menurunkan	agency 
cost	 serta	 meningkatkan	 tata	 kelola	 perusahaan	
(Ball,	 2006).	 Di	 samping	 itu,	 penerapan	 IFRS	
akan	 mengurangi	 risiko	 informasi	 (information 
risk)	 antar	 negara	 (Márquez-Ramos,	 2011).	

	 IFRS	juga	berpotensi	meningkatkan	image	
baik	para	investor	pada	negara	yang	menerapkan	
IFRS	 secara	 penuh	 dibandingkan	 parsial	
(Kim	 &	 Shi,	 2012).	 Lebih	 dari	 itu,	 penurunan	
asimetri informasi akibat penerapan IFRS  telah 
meingkatkan	aliran	dana	asing	[FDI]	di	beberapa	
negara	Eropa	(Márquez-Ramos,	2011).		Namun,	
beberapa fakta empiris menunjukkan penerapan 
IFRS hanyalah merupakan keputusan politik 
semata.	 Sebagian	 besar	 direktur	 perusahaan	 	 di	
Romania menyatakan hanya sedikit kemanfaatan 
yang	mereka	dapatkan	dari	penerapan	IFRS(Ionas 
dkk.,	2007).	Bahkan,	penerapan	IFRS	tidak	bisa	
dimanfaatkan	untuk	menggenjot	aliran	dana	asing	
[FDI]	masuk	pada	negara-negara	Afrika	 (Nnadi	
&	 Soobaroyen,	 2015).	 Sementara	 di	 Indonesia,		
penerapan	 IFRS	 ditujukan	 agar	 akuntan	 lokal	
dapat	sejajar	dengan	lain	di	dunia	dan	keanggotaan	
[bagian	 negara	 G-20]	 tidak	 tergeser	 (Hamidah,	
2014).	 Kecenderungannya,	 pengaplikasian	
IFRS	 di	 berbagai	 negara	 berkembang	 ditujukan	
untuk	 mendapatkan	 kucuran	 dana	 Bank	 Dunia	
(Gordon	 dkk.,	 2012).	 Bahkan,	 Hopper	 dkk.	
(2017)	 meyakinkan	 bahwa	 	 IFRS	 merupakan	
perwujudan	 pendirian	 	 merupakan	 salah	 satu	
bentuk upaya  mendirikan kerajaan neo-liberalime   
di	 beberapa	 negara	 	 lemah	 secara	 ekonomi.

3. METODE PENELITIAN
	 Penelitian	 ini	 adalah	 penelitian	 dengan	
paradigma	 positif.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	
mendeskripsikan	 pengaruh	 IFRS	 dalam	
meningkatkan	 perekonomian	 bangsa	 melalui	
peningkatan	 FDI.	 Data	 yang	 digunakan	 dalam	
penelitian	 ini	 adalah	 data	 sekunder	 dari	 Bank	
Dunia	 sepanjang	 tahun	 1981-2017.	 Data	 untuk	
IFRS	 akan	 dikelompokkan	 	 dengan	 mengacu	
pada  Maradona	 and	 Chand	 (2018).	 Penerapan	
IFRS akan dikelompokkan menjadi empat 
kelompok besar berdasarkan fase penerapan: 
(1) IFRS belum diterapkan pada tahun sebelum 
1991, (2) fase adopsi antara 1991-2007, (3) fase 
kedua tahun 2008-2012, (4) fase adopsi penuh 
tahun	2013-2018.	Selain	menganalisis	pengaruh	
IFRS	 terhadap	 FDI,	 peneliti	 juga	 mempelajari	
kemampuan	 FDI	 dalam	 meningkatkan	
kemampuan	 kemakmuran	 bangsa.	 Peneliti	
menggunakan	 beberapa	 variabel	 control	 antara	
lain:	pengendalian	korupsi,	stabilitas	politik,	upah	
minimum	 rata-rata	 nasional,	 populasi,	 angkatan	
kerja	 untuk	 lebih	 memahami	 fenomena	 FDI.	
Peningkatan	 kemakmuran	 ditinjau	 dari	 Gross 
Domistik Product (GDP),	 transfer	 teknologi,	
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penurunan	 pengangguran,	 tingkat	 kemiskinan,	
indeks	 pembangunan	 manusia.	 Pada	 beberapa	
bagian	 pembahasan,	 peneliti	menggunakan	data	
makro	Thailand	dan	Vietnam	sebagai	negara	yang	
tidak	mewajibkan	penerapan	standar	internasional	
bagi	 perusahaan	 yang	 listing	 di	 Bursa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
	 Gaung	 IAS	 (International Accounting 
Standards)	 sebagai	 cikal	 bakal	 IFRS	 sudah	
mulai diterapkan pada tahun 1994 di Indonesia 
(Aprilicia,	2014).	IFRS	menawarkan	angin	surga	
bagi	para	penggunanya	atas	semua	kemanfaatan	
yang	 ditawarkan	 olehnya.	 Untuk	 itu,	 tidak	
khayal,	 bila	 menteri	 keuangan	 Sri	 Mulyani	
saat	 awal	 pengadopsian	 berargumen	 bahwa	
pengadopsian	IFRS	merupakan	suatu	kebutuhan	
bagi	 Indonesia	 agar	 mendapat	 pengakuan	
maksimal	dari	komunitas	international	penganut	
IFRS	 (Kompas,	 2010).	 Sebagai	 regulator,	
menteri	 keuangan	 serta	 para	 legislator	 tersihir	
dengan	 	 IFRS	 seperti	 yang	 dikemukan	 oleh	
Hamidah	 (2013).	 Menilik	 pernyataan	 menteri	
keuangan	 saat	 itu,	 maka	 terkesan	 janggal	 bagi	
kita	 untuk	 tidak	mempertanyakan	mengapa	kita	
harus	melakukan	 itu.	 	Dimana,	 kita	 tanpa	 sadar	
tersihir	oleh	kemolekan	dan	kecanggihan	 IFRS.
	 IFRS	 menawarkan	 upaya	 perbaikan	
pertumbuhan	ekonomi	bagi	para	pengadopsinya	
yang	 diskemakan	 pada	 Bagan	 1.	 Bagan	
1	 menunjukkan	 	 	 cara	 kerja	 IFRS	 dalam	
meningkatkan	 pertumbuhan	 ekonomis	 suatu	
negara.	 Pada	 bagan	 1	 nampak	 bahwa	 IFRS	
akan	memperbaiki	 kualitas	 pengungkapan	 serta	
transparansi	pelaporan	perusahaan.	Pengungkapan	
yang	 baik	 akan	 menampilkan	 berbagai	 macam	
informasi	 yang	 dibutuhkan	 oleh	 berbagai	 pihak	
berkepentingan	dengan	perusahaan	bersangkutan.	
	 Grafik	 2	 menunjukkan	 bahwa	
pengungkapan	 informasi	 untuk	 pemegang	
saham minoritas tidak berubah pada masa-
masa	 penerapan	 IFRS.	 	 Luas	 pengungkapan	
yang	 dilakukan	 perusahaan	 yang	 tercatat	 dalam	
bursa masih tetap sama sebelum dan setelah 
pengungkapan.	Pada	bagan	juga	memperlihatkan	
luas	 pengungkapan	 negara	 Vietnam	 dan	
negara	 Thailand.	 	 Kedua	 negara	 tersebut	 tidak	
mengharuskan	 perusahaan	 yang	 listing	 di	 bursa	
untuk	 menerapkan	 IFRS.	 Luas	 pengungkapan	
Indonesia	memang	jauh	lebih	baik	dibandingkan	
Vietnam,	 tetapi	 sama	 dengan	 Thailand.	
 IFRS sebenarnya lebih ditujukan untuk 
menarik	dana	maupun	bantuan	asing	ke	Indonesia.	

IFRS Adoption

Perbaikan Pengungkapan Kenaikan Transparansi

Komparabilitas Agency Cost Risiko EStimasi

Kredibilitas Asimetri Inf Ketidakpastian

Likuiditas Pasar Investor Cost of Capital

Pasar Modal lebih efisien

Pertumbuhan Ekonomi

Bagan 1. Dampak Adopsi IFRS

Berbagai	 bentuk	 aliran	 dana	 dan	 bantuan	 asing	
masih	sangat	dibutuhkan	oleh	negara	berkembang	
untuk menumbuhkan perekonomian mereka 
(Nwaogu	&	Ryan,	2015).	Untuk	itu,	pemerintah	
mengupayakan	 penerapan	 IFRS	 dalam	 paket	
kebijakan	untuk	mendorong	dana	maupun	bantuan	
asing	di	Indonesia.	Sebagaimana,	paket	kebijakan	
ternyata	merupakan	 resep	 ampuh	meningkatkan	
FDI	pada	beberapa	negara	berkembang	(Sauvant 
&	Mallampally,	2015).		 	 	
	 Tabel	 1	 menunjukkan	 bagaimana	
peranan	 IFRS	 dalam	 meningkatkan	 FDI	
di	 Indonesia	 dari	 tahun	 1996-2016.	 	 Tabel	
1 menunjukkan probabilitas IFRS sebesar 
0,8067,	 artinya	 tidak	 cukup	 kuat	 untuk	
mempengaruhi	 FDI.	 Hasilnya,	 stabilitas	
politik	 (PS)	 merupakan	 satu-satunya	 variabel	
yang	 mampu	 meningkatkan	 FDI	 di	 Indonesia.		
Padahal,	 IFRS	merupakan	 cara	 yang	 digadang-
gadang	mampu	meningkatkan	FDI	di	Indonesia.

Variable Coefficient Std.	Error t-Statistic Prob.		
C -1.46E+11 1.10E+11 -1.327456 0.2091
IFRS -1.10E+09 4.39E+09 -0.250174 0.8067
CC 7829625 2.09E+08 0.037474 0.9707
IMP 1.46E+08 2.25E+08 0.647735 0.5294
LF -1.77E+03 1.49E+03 -1.191178 0.2566
POP 1479.852 1203.945 1.229169 0.2426
UMR -6674.973 13953.92 -0.478358 6.41E-01
PS 6.16E+08 2.94E+08 2.091167 5.85E-02

Tabel 1: Peranan IFRS dalam Peningkatan FDI

	 IFRS	 memang	 secara	 langsung	 tidak	
mampu	mempengaruhi	FDI	di	Indonesia.	Namun,	
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IFRS	setidaknya	mampu	memengaaruhi	persepsi			
investor	 asing	 dalam	 mempertimbangkan	
segala	 upaya	 pemerintah	 dalam	 mendukung	
perkembangan	sektor	privat	tampak	pada	Grafik	
1.	 Dari	 grafik,	 persepsi	 atas	 kualitas	 dukungan	
pemerintah	 atas	 sektor	 swasta	 melalui	 regulasi	
nampak	meningkat.	Angka	tersebut	memberikan	
bukti	 empiris	 bahwa	 dukungan	 pemerintah	
atas	 penerapan	 IFRS	 ditanggapi	 positif	 oleh	
investor	 asing	 sepanjang	 tahun	 1981-2018.	
Grafik	 menunjukkan	 kenaikan	 persepsi	 dunia	
bisnis atas upaya pemerintah mulai tahun 
2003.	 Persepsi	 dunia	 usaha	 atas	 pemerintah	
Indonesia	 masih	 di	 atas	 Vietnam,	 namun	
masih	 jauh	 lebih	 rendah	 daripada	 Thailand.

Grafik 1: Kualitas Regulator

Grafik 2: Perlindungan Investor Minoritas: Luas 
Pengungkapan [ Index]

	 IFRS	 diharapkan	mampu	meningkatkan	
transparansi	laporan	keuangan	para	emiten	yang	
terdaftar	 di	 Bursa.	 Pelaporan	 dapat	 dikatakan	
transparan apabila mampu menampilkan 
berbagai	 informasi	 ekonomis	 dalam	 laporan	
keuangan	 (Barth	 &	 Schipper,	 2008).	 Bagan	
3 menampilkan transparansi atas pelaporan 
keuangan	pada	perusahaan	yang	 listing di bursa 
dengan	 memberikan	 informasi	 lebih	 banyak	
kepada	pemegang	saham	minoritas.	Walau	bagan	
3 menunjukkan derajat transparansi Indonesia 

lebih	baik	daripada	Vietnam.	Namun,	penggunaan	
IFRS	terlihat	tidak	mampu	meningkatkan	derajat	
transparansi	 pelaporan	 keuangan.	 Bahkan,	
derajat	 transparansi	 Thailand	 cenderung	 naik,	
walaupun	 tidak	 mewajibkan	 penerapan	 IFRS.	
Pengadopsian	 tersebut	 bukan	 merupakan	
jaminan	 akan	 perbaikan	 tingkat	 relevansi	
laporan	keuangan,	malah	mungkin	memperburuk	
relevansi	 kandungan	 informasi,	 seperti	
pengalaman	 di	 Spanyol	 (Callao	 dkk.,	 2007).		

Grafik 3: Transparansi Informasi pada Perusa-
haan yang Terdaftar Bursa 

	 IFRS	mengupayakan	untuk	memperbaiki	
akuntansi	 keuangan	 berbagai	 negara	 dengan	
melakukan	 harmonisasi	 standar.	 	 Melalui	
pengukuran	 dan	 pengungkapan	 kos	 yang	 diatur	
dalam	 IFRS	 	 diyakini	 akan	 meningkatkan	
akuntabilitas	 keuangan	 (Barth,	 2015).	 Bagan	 4	
mengilustrasikan	 derajat	 akuntabilitas	 keuangan	
sebelum	 dan	 setelah	 penerapan	 IFRS.	 Pada	
awal	tahun	2007,	derajat	akuntabilitas	Indonesia	
mengalami	penurunan	 tajam.	Sejak	 tahun	2012,	
derajat	 akuntabilitas	mulai	mengalami	kenaikan	
perlahan.	 	 Dari	 bagan,	 derajat	 akuntabilitas	
Indonesia	cenderung	lebih	tinggi	daripada	Thailand	
dan	 Vietnam.	 Bila	 dikaitkan	 dengan	 penerapan	
IFRS	 yang	 mulai	 diadopsi	 penuh	 sejak	 2012,	
maka	 kenaikan	 derajat	 akuntabilitas	 mungkin	
terjadi	 karena	 pengadopsian	 standar	 tersebut.	

Grafik  4: Indeks Akuntabilitas
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 IFRS mempunyai kemampuan untuk 
menurunkan	 berbagai	 macam	 	 ketidakpastian	
di antaranya country risk (Bradbury,	 2010).		
Kepatuhan	 atas	 penerapan	 standar	 internasional		
merupakan	salah	satu	nilai	yang	dipertimbangkan	
dalam	 penilaian	 risiko	 negara	 (Ramady, 2013, 
p.	 33).	 	Country risk	 berpeluang	 memengaruhi	
minat para investor untuk berinvestasi pada 
suatu	 negara	 tujuan.	 Bagan	 5	 menunjukkan	
bagaimana	 kecenderungan	 country risk di 
Indonesia,	 Thailand	 dan	 Vietnam.	 Country 
risk	 Indonesia	 tidak	 bergeser	 walaupun	 telah	
diterapkannya	 IFRS.	 Grafik	 3	 menunjukkan	
kemampuan	 Vietnam	 dalam	 mempertahankan	
peringkat	 country risk	 yang	 rendah,	 walau	
negara	 tersebut	 tidak	 mewajibkan	 penerapan	
IFRS	bagi	 para	 emiten	 di	 bursa	 saham	mereka.		

Grafik 5: Country Credit Rating, Value

 Internasionalisasi standar pelaporan 
keuangan	 ternyata	 tidak	 mendapatkan	 ruang	
untuk menurunkan country risk	 di	 Indonesia.	
Hal	 ini	 mengindikasikan	 bahwa	 upaya	
harmonisasi	 standar	 internasional	 tidak	 cukup	
kuat	 memengaruhi	 pandangan	 calon	 investor	
dunia	 atas	 lingkungan	bisnis	 di	 Indonesia.	 Jadi,	
kemungkinan	 ada	 motif	 lain	 dibalik	 adanya	
pengadopsian	 standar	 internasional.	 Salah	 satu	
alasan	 pengadopsian	 adalah	 keinginan	 untuk	
mendapatkan	 dana	 dari	 Bank	 Dunia	 (Gordon,	
2012).	Untuk	itu,	tidak	ada	pilihan	yang	mungkin	
bisa	 dipilih	 oleh	 pemerintah	 selain	 mengikuti	
kehendak	 si	 empunya	 uang	 yaitu	 para	 investor	
dan	berbagai	lembaga	donor	internasional	seperti	
Bank	 Dunia	 dan	 International Monetary Fund 
(IMF),	 dengan	 harapan	 akan	 mengalirnya	 dana	
mereka	ke	negara	tertekan.	Terlebih,	keikutsertaan	
pada	 berbagai	 perjanjian	 perdagangan	 seperti	
GATT/WTO	semakin	menekan	untukmelakukan	
berbagai	hal	agar	menarik	FDI	guna	menaikkan	
pertumbuhan	 ekonomi	 ekonomi	 (Bűthe	 dan	
Milner,	2008).	Di	Indonesia,	penerimaan	regulator	
terhadap IFRS adalah sebuah bentuk kompromi 

(Efferin	 &	 Rudiawarni,	 2014).	 Negosiasi	
penggunaan	 standar	 internasional	 dilakukan	
untuk	 mengakomodasi	 kepentingan	 regulator	
dan	 terlaksananya	 agenda	 penerapan	 IFRS.

Grafik 6:  Foreign Direct Investment, Net Inflows 
(BoP, Current US$)

	 Pada	 awal	 perkembangannya,	 IFRS	
memang	 diskenariokan	 untuk	 meningkatkan	
aliran	dana	luar	untuk	masuk	di	Indonesia.	Grafik	
6	menampakkan	perkembangan	FDI	tari	tahun	ke	
tahun.	FDI	dari	tahun	awal	data	terlihat	semakin	
lama	 semakin	 naik.	 Puncak	 kenaikan	 pertama	
terjadi	 di	 tahun	 1996.	 Selanjutnya,	 dana	 asing	
yang	 masuk	 ke	 Indonesia	 lebih	 kecil	 daripada	
dana	 yang	 masuk	 sejak	 tahun	 1998	 sampai	
dengan	2001.	Kondisi	tersebut	terjadi	saat	terjadi	
krisis	 moneter	 berkepanjangan	 di	 Indonesia,	
sehingga	menurunkan	minat	para	 investor	asing	
berinvestasi	di	Indonesia.	Tahun	2002	merupakan	
tahun	awal	peningkatan	FDI	bersih	di	Indonesia.	
Aliran	FDI	bersih	semakin	kencang	di	Indonesia	
sepanjang	 2006-2017.	 Kemampuan	 Indonesia	
dalam	menarik	 FDI	 lebih	 unggul	 dibandingkan	
Thailand	 dan	 Vietnam	 yang	 tidak	 mewajibkan	
penerapan	 IFRS.	 Namun,	 peningkatan	 FDI	
di	 Indonesia	 juga	 membawa	 konsekuensi	
yang	 tidak	 dibayar	 murah	 oleh	 penerimanya.

Bagan 2. Ilicit Capital Flight
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	 Angan-angan	 yang	 ditawarkan	 dengan	
pengadopsian	 IFRS	 hanya	 tinggal	 bilamana	
pengadopsian	 IFRS	 tidak	 menunjukkan	
peningkatan	 dana	 investasi	 ke	 dalam	 negeri	
bagi	 negara	 berkembang,	 sebaliknya	 malah	
menurunkan aliran masuk Foreign Direct 
Investment (FDI), serta nilai ekspor dan 
impor	 (Lasmin,	 2011).	 Bagan	 2	 menunjukkan	
bagaimana	negara	sedang	berkembang	menerima	
konsekuensi	penerimaan	aliran	dana	asing.	Bagan	
tersebut menunjukkan komposisi aliran masuk 
dan	keluar	yang	diterima	dan	dikeluarkan	negara-
negara	 berkembang.	 Dari	 bagan,	 negara-negara	
berkembang	 harus	 mengeluarkan	 lebih	 banyak	
dana	 untuk	 membayar	 layanan	 utang	 daripada	
yang	 diterima	 dari	 para	 penanam	 modal	 asing.

Grafik 7: Utang dan Bantuan dari Lembaga Asing

	 Kepatuhan	 Indonesia	 atas	 penerapan	
IFRS	 tidak	 terlepas	 dari	 campur	 tangan	 Bank	
Dunia,	seperti	halnya	yang	dialami	oleh	negara-
negara	 Afrika	 (Fröberg	 dan	 Waris,	 2011).	
Kepatuhan	tersebut	sebenarnya	tidak	terlepas	dari	
keinginan	 untuk	 mendapatkan	 arisan	 berbunga	
dari	 pihak	 donor	 kepada	 kita.	Arisan	 berbunga	
tersebut	 diharapkan	 mampu	 meningkatkan	
pertumbuhan	ekonomi	bangsa	kita.		Di	beberapa	
negara,	keberadaan	pendanaan	langsung	(Foreign 
Direct Investment/	 FDI)	 memang	 menjadi	
pendorong	 adanya	 pertumbuhan	 ekonomi.	
Namun,	 ada	 hal	 yang	 harus	 diingat	 yaitu	 FDI	
tidak	 bisa	 secara	 otomatis	 bisa	 meningkatkan	
kinerja	 ekonomi	 negara	 penerima	 dana	 segar	
tersebut	 (Li	 dan	 Liu,	 2005).	 Kenaikan	 utang	
memberikan	 beban	 berat	 bagi	 negara	 kita	 ini.	
Grafik	7	menunjukkan	peningkatan	utang	IBRD	
dan	 IDA,	 serta	 ODA	 yang	 cukup	 signifikan	
sejak	 tahun	 2009.	 ODA	 sebenarnya	 ditujukan	
untuk	 mengentaskan	 negara	 	 berstatus	 LDSCs	
(Biswas,	 2018).	Peningkatan	ODA	menandakan	
ketergantungan	 Indonesia	 masih	 sangat	 tinggi	
pada	bantuan	lembaga	internasional.	Sementara,	

utang	 yang	 didanai	 oleh	 IMF	 cenderung	
mengalami	 penurunan.	 Peningkatan	 FDI	
meningkatkan	kebutuhan	dana	untuk	membayar	
bunga	 bagi	 pemilik	 modal.	 Bilamana	 apa	 yang	
kita	dapatkan	lebih	kecil	daripada	yang	diterima,	
maka	 negara	 penerima	 sebenarnya	 membayar	
ilicit capital flight	 lebih	 banyak	 (Fröberg	 dan	
Waris,	 2011).	 	 Penerapan	 IFRS	 dilakukan	
melalui	 berbagai	 fase	 pertumbuhan	 untuk	
menjadi	penerapan	penuh.	 	 	Kualitas	penerapan	
IFRS	 di	 Indonesia	 diharapkan	 akan	 meningkat	
setiap	 tahun	 dengan	 peningkatan	 akuntabilitas	
pelaporan	 keuangan.	 Peningkatan	 akuntabilitas	
ternyata	 ditanggapi	 positif	 oleh	 pemberi	
bantuan	 ataupun	 pinjaman	 dari	 lembaga	 asing.	
	 Ada	 beberapa	 argument	 yang	
menjadikan	 FDI	 dianggap	 bisa	 meningkatkan	
kesejahteraan	 negara	 dengan	 cara	 memosisikan	
diri	 sebagai	 dana	 talangan	 untuk	 perluasan	
ekonomi (Mencinger,	 2003).	 Disamping	 itu,	
FDI	berpotensi	meningkatkan	transfer	 teknologi		
negara	maju	kepada	negara	penerima	(Alfaro	&	
Johnson,	 2012).	 Transfer	 teknologi	 dan	 inovasi	
local	 menjadikan	 China	 dan	 India	 berhasil		
mengembangkan	 teknologi	 hijau	 (Lema	 &	
Lema, 2012).	 	Di	Indonesia,	Suyanto and Salim 
(2013) menemukan tidak adanya kemanfaatan 
teknologi	 pada	 industry	 farmasi.	 Perusahaan	
farmasi	 asing	 tetap	 lebih	 efisien	 dibandingkan	
lokal,	 sehingga	 berkemampuan	merusak	 pangsa	
pasar	 kita.	 Grafik	 8	 menunjukkan	 hubungan	
antara	 FDI	 dan	 transfer	 teknologi	 di	 Indonesia,	
Thailand	dan	Vietnam.	Pada	awal	perkembangan,	
kesediaan	investor	asing	untuk	transfer	teknologi	
lebih	besar	daripada	kedua	negara.	Namun	pada	
perkembangannya,	 kesediaan	 transfer	 teknologi	
semakin	 menurun.	 	 	 Bagan	 ini	 menunjukkan	
bahwa	 FDI	 tidak	 otomatis	 menyediakan	
transfer	 teknologi	 pada	 negara	 tujuan.	

Grafik 8: FDI dan Transfer Teknologi

	 Aliran	dana	dari	FDI	juga	diharapkan	bisa	
mengurangi	angka	pengangguran	di	negara	tujuan.	
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Kehadiran	 FDI	 diharapkan	 bisa	 menciptakan		
lapangan	 kerja	 baru,	 serta	 	 meningkatkan	
kapabilitas sumber daya manusia termasuk buruh 
(Nguyen,	2017).	Namun,	kemampuan	FDI	dalam	
menurunkan	 tingkat	 pengangguran	 tidak	 sama	
antar	 negara.	 FDI	 tidak	 mampu	 menurunkan	
tingkat	pengangguran	di	Turki	(Aktar	&	Ozturk,	
2009).	 Sedangkan,	 FDI	 mengurangi	 	 angka	
pengangguran	 secara	 signifikan	 di	 Malaysia	
(Irpan	dkk.,	2016)	serta	Vietnam	(Nguyen,	2017).	
Berdasarkan	Grafik	9,	pengangguran	di	Indonesia	
mencapai	 puncak	 kenaikan	 pada	 tahun	 2005,	
selanjutnya	 tingkat	 pengangguran	 menurun.			
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Grafik 9: Pengangguran di Desa dan Kota

	 Pengangguran	 memang	 cenderung	
menurun	dari	 tahun	ke	tahun.	Apakah	sekiranya	
FDI	 mampu	 menurunkan	 angka	 pengngguran	
di	 Indonesia.	 	 Berdasarkan	 tabel	 2,	 FDI	 tidak	
cukup	kuat	menurunkan	angka	pengangguran	di	
Indonesia.	Bahkan,	bila	dilihat	arah	koefisiennya.	
Kenaikan	 FDI	 cenderung	 akan	 menaikkan	
angka	 pengangguran	 walaupun	 tidak	 signifikan	
secara	 statistik.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	
FDI	 tidak	 dimanfaatkan	 untuk	 industri	 yang	
padat	 tenaga	 kerja,	 sehingga	 tidak	memberikan	
kontribusi	pada	penurunan	angka	pengangguran.	

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 5.584689 0.362158 15.42057 0
FDINET 7.60E-11 4.49E-11 1.694416 0.1026

Tabel 2: Hubungan antara FDI dan Pengangguran

	 Kemakmuran	 suatu	 negara	 juga	
didasarkan	 pada	 kualitas	 manusia	 yang	 diukur	
oleh	 indeks	pembangunan	manusia	atau	Human 
Development Index.	 Bagi	 negara	 berkembang,	
kehadiran FDI diharapkan mampu berperan 
sebagai	 motor	 penggerak	 peningkatan	 HDI	
(Colen,	 Maertens,	 &	 Swinnen,	 2009)	 dengan	
menyediakan	dana	untuk	pengembangan	industri.	

Grafik	 10	 menunjukkan	 tidak	 meningkatnya	
HDI	 di	 Indonesia	 dalam	 tahun	 observasi.	
Nilai	 FDI	 cenderung	 naik	 dari	 tahun	 ke	 tahun.	
Namun,	peringkat	HDI	tidak	banyak	mengalami	
perubahan	 signifikan.	 Hal	 ini	 mengindikasikan	
bahwa	 negara	 pendana	 tidak	 berminat	 untuk	
menurunkan	 ketergantungan	 Indonesia.	 	 Di	
negara	 berkembang,	 FDI	 	 	 akan	 berhasil			
bilamana	 negara	 	 	 tidak	 membiarkan	 investor	
asing	 memasuki	 semua	 sektor	 industri	 untuk	
melindungi	 kepentingan	domestik	 serta	 	 tingkat	
korupsi	yang	rendah	(Reiter	&	Steensma,	2010).	
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Grafik 10: FDI dan HDI

 FDI sebenarnya hanya merupakan 
pendorong.	 Sebagai	 pendorong,	 IFRS	
memerlukan	 kondisi	 kondusif	 agar	 berjalan	
optimal, yaitu adanya human capital	 yang	 kuat	
pada	 suatu	 negara	 penerima	 dana	 tersebut	 serta	
kesenjangan	teknologi	yang	tidak	seberapa	besar,	
apabila kondisi tersebut tidak tersedia, maka 
kemungkinan	 yang	 terjadi	 malah	 sebaliknya	
(Borenszteina	 dkk.,	 1998;	 Li	 dan	 Liu,	 2005).	
Selanjutnya,	 bagi	 negara-negara	 sedang	
berkembang,	 FDI	 hanya	 mampu	 meningkatkan	
pertumbuhan	 ekonomi	 negara	 penerima	 dengan	
syarat	ada	ketetapan	pemerintah	yang	membatasi	
investor	 asing	 untuk	 memasuki	 sektor-sektor	
tertentu	 (Reiter	 dan	 Steensma.	 2010),	 bila	
tidak ada pembatasan, maka kehadiran FDI 
akan	 berpotensi	 menggerus	 produk-produk	
lokal	 (Alfaro	 dkk.,	 2010).	 	 Lain	 dengan	 negara	
maju,	 FDI	 cukup	 kuat	 dalam	 meningkatkan	
pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan 
kedua	 faktor	 tersebut	 (Alfaro	 dkk.,	 2010).		
	 Lebih	 lanjut,	 tingkat	 korupsi	 juga	 tidak	
bisa	 dipandang	 sebelah	mata	 untuk	 berjalannya	
FDI.	 	 Sebagaimana	 Reiter	 dan	 Steensma	
(2010)	 membuktikan	 bahwa	 FDI	 berhubungan	
positif	 dengan	 tingkat	 korupsi	 suatu	 negara.		
Lantas,	 bagaimana	 dengan	 Indonesia?	 Tingkat	
persepsi	 korupsi	 suatu	 negara	 umumnya	 dinilai	
dengan	 Corruption Perception Index	 (CPI)	
yang	 mengukur	 tingkat	 persepsi	 korupsi	 pada	



105Wijaya, Dukungan IFRS pada FDI dalam Peningkatan Kemakmuran Negara

birokrasi pemerintahan serta politisi suatu 
negara.	Menurut	transparency international	org.,	
tingkat	 persepsi	 korupsi	 Indonesia	 mengalami	
perbaikan	walaupun	tidak	drastis,	dari	32	(2012),	
32	 (2013),	 menjadi	 34	 (2014).	 Skor	 semakin	
tinggi	 menunjukkan	 semakin	 bersihnya	 suatu	
negara	 atas	 tindak	 korupsi,	 menurut	 skala	
tersebut	 ada	 10	 tingkatan	 dari	 mulai	 terkorup	
(0-0)	 sampai	 dengan	 sangat	 bersih	 dari	 tindak	
korupsi	 (90-100).	 Walaupun	 masih	 jauh	 untuk	
menuju	bersih,	namun	setidaknya	ada	perbaikan.
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Grafik 11: GDP Indonesia

	 FDI	bisa	dikatakan	memakmurkan	bangsa	
penerima	bilamana	mampu	meningkatkan	Gross 
Domestic Product (GDP)	 negara	 tujuan.	 Grafik	
11	 menunjukkan	 peningkatan	 GDP	 Indonesia	
dari	 tahun	 ke	 tahun.	 Bagi	 negara	 berkembang,	
FDI	 merupakan	 salah	 satu	 motor	 penggerak	
pertumbuhan	ekonomi	penggerak	perekonomian	
(Sengupta	&	Puri,	2018).	Berdasarkan	olah	data	
sepanjang	tahun	1981-2017	yang	nampak	di	tabel	
3,	 FDI	 berpengaruh	 signifikan	 negatifterhadap	
GDP	 ρ	 value	 sebesar	 0,000.	 Pada	 negara	
berkembang,	 FDI	 umumnya	 berkemampuan	
meningkatkan	GDP	dalam	jangka	panjang	melalui	
transfer	 pengetahuan	 dan	 aplikasi	 teknologi	
baru (Hansen	&	Rand,	 2006).	Namun,	 bahasan	
sebelumnya menunjukkan FDI tidak berdampak 
pada	 transfer	 teknologi	 dan	 pembangunan	
manusia.	 Dengan	 demikian,	 peningkatan	 FDI	
lebih	 menjadi	 beban	 bagi	 kemakmuran	 rakyat	
Indonesia.	FDI	bukan	merupakan	senjata	ampuh	
untuk	 meningkatkan	 kemaakmuran	 masyarat.		

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 1.56E+11 2.56E+10 6.084002 0
FDINET -49.5833 3.713813 -13.35105 0

Tabel 3: Hubungan FDI dengan GDP

5. KESIMPULAN
	 Konvergensi	 	 	 standar	 internasional	
dirasa	 menjadi	 kewajiban	 yang	 harus	
dijalankan,	khususnya	bagi	negara	berkembang.	
Internasionalisasi	diharapkan	bisa	meningkatkan	
kualitas	pelaporan	bagi	perusahaan	di	Indonesia.	
Peningkatan	 kualitas	 pelaporan	 keuangan	 bisa	
diukur	 dengan	 perbaikan	 pengungkapan	 serta	
kenaikan	 transparansi.	 	 Penerapan	 IFRS	 telah	
meningkatkan	persepsi	dukungan	pemerintah	atas	
yang	mendukung	dunia	bisnis.	Namun,	penerapan	
IFRS	tidak	banyak	memengaruhi	pengungkapan	
minoritas	yang	menggunakan	pelaporan	keuangan	
untuk	 kepentingan	 bisnis	 mereka.	 Kualitas	
pelaporan	 keuangan	 dalam	 bentuk	 transparansi	
juga	 tidak	 bergeser	 dari	 posisinya.	 Walaupun	
transparansi	 dan	 kualitas	 pengungkapan	 tidak	
bergeser.	 Pemain	 asing	 masih	 melihat	 adanya	
peningkatan	 akuntabilitas	 dari	 tahun	 ke	 tahun.	
 Internasionalisasi standar di Indonesia 
bukanlah penentu masuknya aliran FDI dan 
ODA	 di	 Indonesia.	 Stabilitas	 politik	 suatu	
negara	 merupakan	 kunci	 dari	 investasi	 asing.		
Pelaksanaan	 FDI	 ternyata	 juga	 tidak	 diringi	
dengan	 transfer	 teknologi	 dan	 pengetahuan.	
Tidak	 meningkatnya	 Indeks	 pembangunan	
manusia memberikan indikasi tidak adanya minat 
dari	 pemilik	 modal	 asing	 untuk	 membangun	
sumber	 daya	 manusia	 di	 negara	 penerima.	
Sementara,	 tingkat	 pengangguran	 juga	 belum	
berhasil	 diturunkan	 dengan	 bantuan	 FDI.			
Penurunan	 pengangguran	 juga	 tidak	 berubah	
dengan	 naiknya	 aliran	 FDI.	 Berdasar	 data,	
keberadaan	 FDI	 malah	 menjadi	 beban	 bagi	
kemakmuran	 masyarakat.	 	Akhirnya,	 penelitian	
ini	memberikan	 bukti	 empiris	 bahwa	 FDI	 yang	
selama	 ini	 menjadi	 alasan	 konvergensi	 standar	
akuntansi	keuangan	di	 Indonesia	 terbukti	malah	
menjadi	 beban	 bagi	 kesejahteraan	 masyarakat.
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Abstract

This study aims to explore the deep meaning of profits seen from 
rural transport drivers’ point of view in Kamal, Bangkalan-Madura. 
This study uses qualitative research with transcendental phenom-
enology methods. The results indicate that profits as material are 
used to support the family needs and the cost of public transpor-
tation itself. Meanwhile, For the profits that are interpreted as a 
non-material form, namely inner satisfaction profits where they can 
help people who need transportation and spiritual profits by apply-
ing “flexible” cost. In spite of feeling anxiousness about their, they 
believe that will get more than what he gives to others.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggali kesadaran dua informan 
secara mendalam mengenai makna keuntungan yang dilihat dari sudut 
pandang sopir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal, Bangkalan-
Madura. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 
metode fenomenologi transcendental. Hasil penelitian menunjukkan 
keuntungan dimaknai sebagai bentuk materi digunakan untuk 
menghidupi keluarganya serta biaya angkutan pedesaan itu sendiri. 
Keuntungan dimaknai sebagai bentuk non materi yaitu keuntungan 
kepuasan batin dengan merasa bahagia membantu para masyarakat 
yang membutuhkan transportasi dan keuntungan spiritual dengan 
menerapkan tarif “fleksibel” dan tidak pernah merasa rugi membantu 
setiap penumpangnya, beliau akan mendapatkan rezeki yang lebih 
dari apa yang diberikannya kepada orang lain.

1. Pendahuluan
 Dalam perkembangan transportasi yang 
begitu cepat dan mudah saat ini, masih terdapat 
transportasi zaman dahulu yang masih bertahan 
hingga pada saat ini, transportasi itu adalah 
“Angkutan Pedesaan” yang disebut juga Angdes 
atau Angkudes. 

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangka-
lan, Madura merupakan salah satu kecamatan 
yang memiliki angkutan desa yang biasa mas-
yarakat sekitar menyebutnya “Pedesaan”. Pada 
tahun 1985 “Pedesaan” beroperasi 24 angkutan 
yang berawal dari program Organda pemerintah 
dan kemudian menjadi milik pribadi. Trayek 24
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angkutan pedesaan dari dulu hingga saat ini 
masih sama karena hal tersebut sudah ditetap-
kan oleh pemerintah. “Pedesaan” melayani 
rute Pelabuhan Kamal ke Perumnas Kamal.

Dengan adanya pelabuhan penyeberangan 
tersebut, angkutan pedesaan merupakan salah 
satu transportasi yang terjangkau oleh penump-
ang atau masyarakat Kecamatan Kamal yang 
membutuhkan transportasi, sehingga dapat 
memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebu-
tuhannya. 

Setelah sebelumnya terdapat pelabuhan 
penyeberangan Kamal, pada pertengahan tahun 
2009 dibangunlah Infrastruktur transportasi beru-
pa jembatan yang sangat berpengaruh yaitu Jem-
batan Suramadu yang merupakan gerbang utama 
kedua bagi Pulau Madura, hal ini sebenarnya 
telah menjadi wacana sejak tahun 1970an yang 
digagas oleh mantan gubernur Jawa Timur yaitu 
bapak Mohammad Noer (www.tempo.co). Na-
mun, realisasinya baru dilaksanakan tahun 2003 
dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 
2009 tepatnya pada bulan Juli.      

Keberadaan jembatan Suramadu menye-
babkan penyeberangan kapal ferry di pelabuhan 
Kamal mengalami penurunan jumlah penump-
ang hingga (ASDP) mengalami kerugian hingga 
Rp 150 juta setiap bulan. Walaupun merugi, PT 
ASDP tetap melayani masyarakat yang hendak 
menggunakan jasa transportasi laut. Meski diakui 
PT. ASDP biaya operasional kini disokong oleh 
ASDP Pusat (www.jawapos.com).  

Operasi kapal yang sebelumnya empat buah 
dermaga Pelabuhan Kamal yang sebelumnya ak-
tif, kini dua diantaranya dinonaktifkan (Akbar-
wati dan Ariastita,2013). Sehingga, pelabuhan 
Kamal yang dulunya aktif 24 jam sekarang hanya 
beroperasi dari pukul 06.00 sampai 21.00 Malam. 
Akibat hal itu, para penumpang mengalami keter-
lambatan sekitar dua jam untuk tiba di Surabaya 
yang hanya berjarak sekitar lima kilometer dari 
Pelabuhan Kamal. Puluhan kendaraan yang akan 
menuju ke Pelabuhan Ujung, Surabaya, menum-
puk di Pelabuhan Kamal (www.republika.co.id). 

Dengan banyaknya pengaruh seperti yang 
sudah dijelaskan di atas, pengaruh tersebut juga 
dirasakan oleh para angkutan umum salah satun-
ya yaitu angkutan desa “Pedesaan” yang berada 

di Kecamatan Kamal ini yang biasanya berada 
di sekitar Pelabuhan Kamal. Dampak tersebut 
dapat dilihat dari berkurangnya penumpang ser-
ta pendapatan atau keuntungan yang didapatkan 
oleh para Sopir angkutan pedesaan. Oleh karena 
itu, penelitian ini dilakukan untuk menelusuri 
makna dari keuntungan di balik bertahannya ang-
kutan umum pedesaan.

2. Kajian Teori

Profesi sopir merupakan pekerjaan yang 
menghasilkan jasa dimana dari hasil pekerjaan-
ya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. 
Pekerjaan ini akan selalu bersentuhan dengan 
masyarakat. Selama masih terdapat masyarakat 
yang membutuhkan transportasi untuk me-
mindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau 
mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke 
tempat lain. Maka profesi sopir angkutan pedes-
aan ini akan selalu ada.

Salah satu hal yang ingin diperoleh dari akti-
vitas usaha yaitu berupa keuntungan. Keuntungan 
seringkali dianggap sama dengan laba. Pendefini-
sian laba sebagai pendapatan (revenue) yang di-
kurangi beban (expense) merupakan pengertian 
laba secara akrual (Suwardjono,2014) atau lebih 
mudahnya pendapatan yang tersisa setelah diku-
rangi semua biaya selama jangka waktu tertentu 
(Darmini,2011). Dalam perspektif masyarakat, 
laba yang dimaksud keuntungan biasanya dilihat 
dari kenaikan kemakmuran. Perubahan profil, 
kepemilikan dan kemewahan dianggap sebagai 
sebuah keuntungan. Konsep dari laba akuntansi 
sebenarnya berawal dari konsep laba ekonomi 
yang dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik 
(Sari,2014). Pada abad 20, Fisher, Lindahl, dan 
Hicks memberikan pandangan baru mengenai 
konsep laba ekonomi dengan tiga sifat, yaitu laba 
kepuasan batin (physical income), laba sebenarn-
ya (real income), dan laba uang (money income) 
(Subiantoro dan Triyuwono, 2004).

Laba memiliki arti dalam banyak bahasa. 
Dalam PSAK no. 23 penghasilan diartikan 
sebagai (income) dan pendapatan adalah 
(revenue). Pendapatan (revenue) merupakan 
penghasilan (income) dari aktivitas perusahaan 
yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda 

http://www.tempo.co
http://www.jawapos.com
http://www.republika.co.id
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seperti penjualan, bunga, penghasilan jasa (fees), 
royalti, dividen dan sewa. Oleh karena itu, income 
merupakan perolehan hasil kegiatan operasional 
suatu organisasi, sedangkan revenue merupakan 
pendapatan yang diperoleh suatu organisasi dari 
kegiatan operasionalnya. Adapun istilah asing 
yang memiliki arti yang sama dengan laba yaitu 
profit dan earnings. 

Earnings menurut Suwardjono (2014), lebih 
bermakna sebagai laba yang diakumulasi selama 
beberapa periode sehingga earnings lebih menun-
juk laaba periode, Profit lebih mengarah pada pen-
gertian awal laba, yaitu keuntungan. Berdasarkan 
pembahasan akan keuntungan terhadap laba lebih 
tampak dalam bentuk profit. Hal ini menunjuk-
kan bahwa dalam dunia  akuntansi, “Laba” ber-
makna pula sebagai sebuah “keuntungan”. Dari 
hubungan tersebut maka dapat diartikan bahwa 
salah satu arti laba merupakan keuntungan. Na-
mun, berbeda dari sudut pandang profesi sopir, 
belum tentu keuntungan sebagai laba.

Di Indonesia terdapat penelitian mengenai 
makna keuntungan, khususnya dari profesi, sep-
erti penelitian Ubaidillah et., al (2013) meneliti 
makna keuntungan pedagang kaki lima di Bangs-
ri Jepara yang menemukan tiga makna “keuntun-
gan” yaitu “Keuntungan materi”, “Keuntungan 
spiritual” dan “Keuntungan kepuasan batin”. 
Senada dengan penelitian tersebut Asiyah et., 
al (2017) meneliti makna keuntungan pedagang 
kaki lima di sepanjang jalan ahmad yani singara-
ja yang menemukan dua makna keuntungan yaitu 
keuntungan materi dalam bentuk simpanan dan 
keuntungan spritual yang terlihat dari kemauan 
pedagang kaki lima untuk tetap melaksanakan 
perintah Allah SWT dalam bentuk sumbangan.

Penelitian selanjutnya terkait dengan profesi 
dokter yang dilakukan oleh Sari (2014) menemu-
kan empat makna. Pertama, keuntungan dalam 
bentuk tabungan yang berkaitan dengan pemenu-
han kebutuhan materi. Kedua, keuntungan dalam 
bentuk spiritual dalam tolong-menolong orang 
lain maupun mengembalikan kepada Tuhan yang 
Maha Esa. Ketiga, keuntungan merupakan marta-
bat yang disegani oleh masyarakat. Keempat, 
keuntungan adalah kepuasan batin apabila pasien 
yang dirawatnya dapat sembuh.

Selain itu terdapat penelitian yang memak-

nai laba suatu institusi yang dilakukan di Rumah 
Sakit Aisyiyah Malang yang memberikan pemak-
naan tentang laba, yaitu penelitian Mursy dan Ro-
sidi (2013) yang menghasilkan tiga pemaknaan, 
pertama laba dimaknai dari bentuknya secara ab-
strak yaitu rasa. Kedua, wujud laba sebagai rasa 
syukur dan rasa bahagia. Ketiga, laba berfungsi 
sebagai penebar rasa bahagia. 

Selanjutnya penelitian yang mencoba me-
ngungkap makna laba dalam perspektif islam 
yaitu Ekasari (2014) menemukan bahwa seha-
rusnya bisnis dibangun di atas prinsip-prinsip 
yang terdapat dalam  Al-Quran. keuntungan yang 
diperoleh perusahaan seyogyanya tidak hanya 
memperkaya perusahaan saja, namun juga ha-
rus memakmurkan sesama manusia, alam dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, Farhan (2016) 
meneliti Mengenai Laba Dalam Muqaddimah 
Ibnu Khaldun dengan hasil pertama tambahan 
nilai yang disebabkan karena adanya tambahan 
nilai produksi, kedua, laba dipengaruhi oleh re-
spon permintaan karena ada perubahan harga dan 
kebutuhan masyarakat, ketiga, laba harus tercipta 
dari kerja nyata yang dapat menambah nilai ba-
rang atau jasa, dan keempat, keuntungan yang 
diperoleh secara tidak sengaja merupakan rezeki 
dari Allah SWT.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang tel-
ah dipaparkan di atas, peneliti masih belum dapat 
menemukan penelitian yang menyoroti profesi 
sopir atau jasa angkutan dalam memaknai keun-
tungan mereka. Maka dari itu, peneliti mencoba 
meneliti mengenai makna keuntungan dari sudut 
pandang profesi sopir angkutan pedesaan yang 
berada di Kecamatan Kamal. Hal ini dirasa unik, 
karena selama peneliti tahu angkutan pedesaan 
yang merupakan transportasi zaman dahulu ini 
masih bertahan dengan berbagai pengaruh yang 
dirasakannya hingga era modern saat ini. Sehing-
ga peneliti ingin mengetahui bagaimana makna 
keuntungan yang dilihat dari sudut pandang sopir 
angkutan umum “pedesaan” di Kecamatan Ka-
mal, Bangkalan-Madura? 

3. Metode Penelitian
3.1 Pendekatan Penelitian

Upaya untuk menelusuri makna kuntungan 
dari sudut pandang profesi sopir angkutan 
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pedesaan yang sudah bertahan lama dan dengan 
kemajuan zaman seperti sekarang angkutan 
pedesaan ini masih bertahan. Gaya penelitian 
kualitatif dianggap paling cocok untuk digunakan 
dalam penelitian ini karena bertujuan untuk 
memahami secara mendalam mengenai makna 
keuntungan yang dilihat dari sudut pandang 
profesi sopir angkutan desa “pedesaan” yang 
merupakan salah satu tarnsportasi zaman dahulu 
yang masih bertahan dengan banyaknya pengaruh 
yang dihadapi, sehingga memiliki keunikan 
dalam makna keuntungan yang dirasakan oleh 
para sopir angkutan tersebut jika dibandingkan 
transportasi online yang sedang berkembang 
pada saat ini. Penelitian kualitatif adalah sebuah 
metode penelitian yang memberikan kesempatan 
kepada para peneliti untuk mengungkap semua 
rasa keingintahuan dalam bentuk kata-kata yang 
bermakna. Kata-kata yang bermakna ini adalah 
sebuah kata yang menjadikan pembacanya 
merasakan ikut berada dalam dunia penelitian 
tersebut. Penelitian kualitatif menjadi sarana 
untuk para peneliti untuk mengeksplorasi rasa 
penasarannya dengan bertanya langsung kepada 
para aktor yang memiliki pengalaman atau 
menjalani dalam kehidupan sehari-harinya. 
Sejalan dengan pengertian tersebut, Moleong 
(2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara 
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah.

3.2 Fenomenologi Sebagai Tiang Analisis
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Menurut Edmund Huserl 
sebagaimana dikutip oleh Kamayanti (2016), 
fenomenologi berfokus pada suatu studi 
kesadaran. Fenomenologi bertugas untuk 
mengupas secara mendalam permasalahan yang 
akan diteliti, dan mengajukan pertanyaan hingga 
tidak ada pertanyaan lagi yang dapat diungkapkan. 
Menurut Kamayanti (2016) fenomenologi adalah 
mencari jawaban secara mendalam melalui 
informan/ “Aku”.

3.3 Situs Penelitian
Situs penelitian dalam penelitian ini adalah 

sopir angkutan pedesaan yang berlokasi di Ke-
camatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura 
yang menjadi pertimbangan lain peneliti men-
gambil situs penelitian ini dikarenakan masih 
bertahannya angkutan pedesaan tersebut yang 
masih aktif beroperasi hingga zaman modern saat 
ini.

3.4 Informan Penelitian
Pemilihan informan tidak dibidikkan ke-

pada semua sopir angkutan pedesaan di Keca-
matan Kamal, namun ada beberapa kriteria yang 
dipertimbangkan. Dalam menentukan informan 
dalam penelitian ini, peneliti mengambil beber-
apa kriteria, kriteria dalam pemilihan informan 
dalam penelitian ini yang pertama yaitu peneliti 
memilih informan yang sudah beroperasi lebih 
dari 20 tahun, dimana dengan lamanya mengge-
luti pekerjaan tersebut, peneliti dapat mengetahui 
lebih banyak pengalaman dalam menjalani pro-
fesinya sebagai sopir angkutan pedesaan di Ke-
camatan Kamal. Kedua, peneliti memilih sopir 
yang memiliki angkutan pedesaannya sendiri, hal 
ini dirasa penting, karena dengan memiliki kend-
araan sendiri dapat menjadikan potret yang lebih 
utuh bertahan dengan kepemilikan kendaraan. 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi men-
jadi beberapa kriteria yaitu informan utama dan 
informan pendukung. Informan utama dalam 
penelitian ini yaitu Bapak Muin dan Bapak Yan-
to yang merupakan sopir angkutan pedesaan di 
Kecamatan Kamal. pencarian dari kesadaran in-
forman tidak dapat hanya mempercayai informan 
yang bersangkutan, sehingga dalam penelitian ini 
terdapat informan pendukung. Terdapat lima in-
forman pendukung dalam penelitian ini yaitu Ba-
pak Bunari dan Bapak Edi yang merupakan ses-
ama sopir angkutan pedesaan, selain itu istri dari 
kedua informan utama yaitu Ibu Suhaima dan Ibu 
Yuni. Terakhir yaitu Ibu Srie yang meruapakan 
pengguna jasa angkutan pedesaan yang telah se-
tia menggunakannya selama 30 tahun.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Sebuah penelitian dikatakan dapat dimu-

lai, ketika peneliti berhasil mengumpulkan data 
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sehingga dapat diolah menjadi sebuah hasil yang 
berguna. Dalam penelitian ini, peneliti menggu-
nakan teknik pengumpulan data yaitu observasi 
(pengamatan) dilakukan di tempat pangkalan an-
gkutan pedesaan yaitu di daerah pelabuhan Ka-
mal dan depan SMP 1 Kamal. Selain itu peneliti 
juga mengikuti langsung beroperasinya angku-
tan pedesaan ini sehingga peneliti akan merasa 
langsung berada dalam peristiwa atau keseharian 
sopir angkutan pedesaan ini.  Wawancara dilaku-
kan di rumah informan dan pangkalan sopir an-
gkutan pedesaan, dimana wawancara tersebut 
dilakukan dengan menggunakan pedoman garis 
besar yang akan diteliti, wawancara dilakukan 
dengan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu do-
kumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
dengan cara menulis wawancara tersebut dalam 
sebuah transkip wawancara. Selain itu, peneliti 
juga akan mendokumentasikan ketika berada di-
lapangan.

3.6 Uji Keabsahan Data
Sebuah penelitian tidak lepas dari keper-

cayaan orang akan proses dan hasil penelitian. 
Peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi 
karena teknik ini merupakan cara yang memu-
dahkan peneliti menghilangkan perbedaan-per-
bedaan kejadian di lapangan. Triangulasi sumber 
diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda 
yaitu dari sopir angkutan pedesaan lainnya, istri 
sopir dan penumpang angkutan pedesaan di si-
tus penelitian. Triangulasi teknik yaitu data yang 
diperoleh dari wawancara dengan informan, ob-
servasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu bi-
asanya juga mempengaruhi kredibilitas data, se-
hingga peneliti melakukan teknik pengumpulan 
data kepada narasumber dalam waktu dan situasi 
yang berbeda. 

3.7 Teknik Analisis Data
Ketika data penelitian sudah terkumpul, 

maka peneliti selanjutnya akan menganalisis data 
tersebut. Teknik analisis data fenomenolgi tran-
scendental menurut Kamayanti (2016) yaitu ada 
beberapa kunci yang harus dipahami oleh seo-
rang fenomenolog yaitu: 1) Noema, 2) Noesis, 3) 
Epoche (Bracketing), 4) Intentional Analysis, 5) 
Eidetic Reduction.

Potret Beroperasinya Angkutan Pedesaan Di 
Kamal

Munculnya Angkutan Umum “Pedesaan” 
ini berawal dari adanya pengadaan Organda. 
Organda adalah organisasi angkutan darat yang 
merupakan gabungan dari pengusaha-pengusa-
ha angkutan darat. Pengadaan tersebut berawal 
mulai tahun 1985-an, dimana pada awalnya an-
gkutan pedesaan ini hanya berjumlah 9-10 saja. 
Setelah tahun 1990-an jumlah angkutan pedesaan 
bertambah hingga berjumlah 24 angkutan pedes-
aan, jumlah itu merupakan jumlah terakhir. Jum-
lah angkutan pedesaan telah diatur oleh Dishub 
Bangkalan.

Angkutan pedesaan merupakan salah satu 
penggerak aktivitas bagi masyarakat dalam suatu 
daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam 
trayek kota yang berada pada wilayah ibukota 
kabupaten dengan mempergunakan mobil bus 
umum atau mobil penumpang umum yang terikat 
dalam trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan 
umum untuk pelayanan jasa angkutan orang den-
gan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan 
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun ti-
dak berjadwal. (PP  No. 41 Tahun 1993).

Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan, 
Madura ini merupakan salah satu kecamatan 
yang memiliki angkutan umum yaitu angkutan 
pedesaan yang hanya beroperasi di Kecamatan 
Kamal dengan trayek yaitu Kamal-Perumnas. 
Selain melayani penumpang dalam trayek, ang-
kutan pedesaan hingga saat inipu masih dapat di 
carter untuk berbagai macam kegiatan. Walaupun 
masyarakat telah memiliki kendaraan pribadi. 
Tetapi, tidak semuanya yang memiliki kendaraan 
mobil yang dapat mencukupi banyak orang. Se-
lain itu harga carter yang murah juga merupakan 
salah satu alasan masyarakat memilih mencarter 
angkutan pedesaan ini.

Setiap tarif yang digunakan oleh para sopir 
angkutan pedesaan di Kamal ini sama antara satu 
angkutan pedesaan dengan yang lain, karena an-
gkutan pedesaan di Kamal memiliki paguyuban 
sehingga tarif yang digunakan itu sudah ditetap-
kan bersama.

Selama ini, angkutan pedesaan merupakan 
salah satu transportasi umum yang dapat digu-
nakan oleh masyarakat Kamal, terutama mas-
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yarakat Perumnas. Karena pada awal Perumnas 
berdiri angkutan pedesaan ini juga mulai ber-
munculan. Dulu, masyarakat tidak banyak yang 
memiliki kendaraan pribadi, sehingga angkutan 
pedesaan ini merupakan salah satu transportasi 
yang dapat digunakan masyarakat Kamal ter-
utama Perumnas. Selain itu, trayek yang tetap 
dari dulu hingga sekarang menjadikan para sopir 
pedesaan memiliki ikatan kekeluargan sendiri 
yang timbul karena seringnya masyarakat Perum-
nas ini menjadi penumpang dengan rute angkutan 
pedesaan sendiri yang hanya Kamal-Perumnas. 

Jadi, dapat dikatakan masyarakat Perum-
nas itu sudah menyatu dengan pedesaan, Karena 
dari awal adanya Perumnas, angkutan pedesaan 
ini merupakan salah satu akses transportasi yang 
dapat digunakan oleh masyarakat perumnas. 
Trayek yang tetap dari dulu hingga sekarang juga 
menjadikan masyarakat Perumnas sudah terbiasa 
dan mengenal para sopir angkutan perdesan se-
hingga terjalin hubungan kekeluargaan. Sampai 
saat ini pun masyarakat Perumnas masih banyak 
yang menikmati jasa transportasi ini baik untuk 
sekolah atau masyarakat yang pergi ke pasar, wa-
laupun tidak seramai dulu.

Fenomena Berkurangnya Eksistensi Angku-
tan Pedesaan Di Kecamatan Kamal

Angkutan pedesaan merupakan salah satu 
transportasi jaman dahulu yang masih bertah-
an di kecamatan Kamal, transportasi ini pernah 
Berjaya pada zamannya, yaitu pada tahun 1990-
2000. Pada tahun tersebut transportasi ini be-
nar-benar pada puncak kejayaannya, karena pada 
saat dahulu masyarakat Kamal tidak ada akses. 
Saat ini, angkutan ini mulai berkurang eksisten-
sinya seperti yang terlihat dari pengguna jasa an-
gkutan pedesaan dahulu, pengguna jasa angkutan 
pedesaan ini beragam-ragam baik dari kalangan 
atas hingga kalangan menengah kebawah. Ang-
kutan pedesaan ini dulunya merupakan satu-sa-
tunya akses yang dapat digunakan dan dijumpai 
dengan mudah oleh masyarakat kamal.

Semakin berkembangnya zaman, transporta-
si angkutan pedesaan yang berada di Kecamatan 
Kamal ini sudah mulai berkurang eksistensinya. 
Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor 
yang ada, pada penelitian ini peneliti mencoba 

menggali faktor yang mempengaruhi dari berku-
rangnya eksistensi angkutan pedesaan ini salah 
satunya yaitu dari adanya Jembatan Suramadu 
pada tahun 2009, Jembatan Suramadu merupa-
kan jembatan yang melintang di selat Madura 
yang menghubungkan pulau Madura dengan kota 
Surabaya dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Dangan terdapatnya infrastruktur Jembatan 
Suramadu tersebut, kebanyakan dari masyarakat 
lebih memilih jalur darat daripada laut. Hal ini 
disebabkan karena waktu tempuh yang lebih 
efisien dibandingkan dengan melewati jalur laut 
yang bisa menghabiskan waktu tempuh sekitar 
satu jam. Selain itu, secara ekonomi juga lebih 
terjangkau sehingga masyarakat beralih untuk 
menggunakan akses yaitu Jembatan Suramadu. 

Hal itu justru menganggu eksistensi trans-
portasi zaman dahulu yaitu angkutan pedesaan 
yang memiliki trayek Kamal-Perumnas. Seperti 
yang diungkapkan Bapak Muin:

“Yaa {berpengaruh juga}, kalau diukur 
dengan pemasukan pengeluaran sekarang 
berpengaruh, besar pengaruhnya, soalnya 
sekarang yaa anggaplah bensinnya besar, 
kalau bensin anggap 50 setoran 50 hasil 
juga harus 50 juga”.

Bapak Muin menjelaskan bahwa terdapatnya 
Jembatan Suramadu berpengaruh sangat besar 
terhadap pemasukan dan pengeluaran dari pro-
fesinya. Seperti biaya bensin besar dan tanggu-
ngan setoran kepada pemilik. Semenjak beridi-
rinya Jembatan Suramadu sampai saat ini biaya 
yang dikeluarkan tetap sama. Namun,  penghasi-
lan yang didapatkan berbeda.

Tidak sejalan dengan pendapat yang ditu-
turkan oleh Bapak Muin sebelumnya mengenai 
fenomena yang mempengaruhi eksistensi dari 
angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini, 
Menurut Bapak Yanto Jembatan Suramadu bu-
kanlah hal yang mempengaruhi berkurangnya 
eksistensi dari angkutan pedesaan ini, namun 
terdapatnya dealer sepeda motor yang berada di 
Kecamatan Kamal. Sehingga, masyarakat Kamal 
dapat memiliki kendaraan pribadi dengan mudah 
ditambah saat ini kredit kendaraan bermotor yang 
cukup murah.  Seperti yang Beliau katakan:

“Ya itu {masuknya dealer sepeda motor} 
di Kamal ini yang berpengaruh, karna apa 
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mbak dulunya orang-orang itu kan jarang 
ada yang punya motor, semenjak ada itu 
kan jadi banyak yang beli dan punya mo-
tor, kebanyakan kan sekarang ini hampir 
setiap keluarga kan pasti ada kendaraan”.

Bapak Yanto merasa bahwa Jembatan Suramadu 
tidak berpengaruh terhadap berkurangnya ek-
sistensi angkutan pedesaan di Kamal. Pendapat 
Bapak Yanto sebagai bentuk kesadaran ekplisit 
(noema) ini, disebabkan Beliau merasa fenome-
na yang mempengaruhi berkurangnya angkutan 
pedesaan yaitu terdapatnya dealer kendaraan 
bermotor di Kecamatan Kamal, yang pada akh-
irnya membentuk kesadaran yang lebih dalam 
(noesis) bahwa harga kredit kendaraan bermotor 
yang cukup murah. Pada titik ini, pemahaman 
atas “Aku” oleh Bapak Yanto adalah “aku merasa 
terdapatnya dealer kendaraan bermotor di Keca-
matan Kamal yang mempengaruhi berkurangn-
ya eksistensi angkutan pedesaan, selain itu uang 
muka yang murah menjadikan masyarakat dapat 
memiliki kendaraan bermotor sendiri”.

Dengan berbagai fenomena yang mempen-
garuhi berkurangnya eksistensi angkutan pedes-
aan ini, pengguna jasa transportasi yang dulu 
selalu ada berjejer menunggu transportasi biru 
ini mulai dari kalangan atas hingga kalangan 
menengah ke bawah kini sudah mulai berkurang 
satu persatu dikarenakan faktor-faktor yang ada, 
sehingga hal tersebut dapat mengurangi eksisten-
si angkutan pedesaan yang dulu dapat dikatakan 
berjaya, saat ini mulai sirna. Angkutan pedesaan 
saat ini sudah tidak seperti dahulu lagi, kare-
na yang beroperasi pada hanya 6-10 angkutan 
pedesaan saja. 

4. Hasil Penelitian
4. 1. Perolehan Keuntungan Dalam Usaha 

Angkutan Pedesaan
4.1.1 Bapak Muin

Pendapatan Bapak Muin dari usaha yang 
sudah 21 tahun Beliau geluti ini diperoleh dari 
pendapatan operasional yang berasal dari berop-
erasinya angkutan pedesaan dan pendapatan non 
operasional yaitu dari sewa/carter dan pekerjaan 
sampingan.

Bapak Muin beroperasi sebagai sopir ang-
kutan pedesaan dengan trayek Kamal-Perumnas 

ini setiap hari, selama Beliau masih sehat. Jam 
beroperasi Bapak Muin tidak menentu, karena 
pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang terikat 
waktu. Jadi, jika terdapat penumpang yang men-
ghubungi Beliau, Beliau siap dalam 24 jam untuk 
mengantarkan penumpangnya.

Dalam operasi di pagi hari Beliau hanya 
jalan 3-4 kali dengan sekali perjalanan jika diam-
bil rata-rata sekali perjalanan 5 penumpang pada 
pagi hari, tapi itu tidak menentu. Pada siang hari 
Beliau mengangkut pelajar dengan 2 kali jalan 
dalam trayek dengan pelajar kurang lebih 10 
yang diantarkan Beliau sekali jalan. Selanjutnya, 
Pada sore hari, Beliau berhenti di pelabuhan un-
tuk menunggu penumpang yang sekali Beliau an-
tarkan 4 sampai 5 penumpang. Biasanya, Beliau 
pada sore hari 2 kali jalan.Bapak Muin menceri-
takan mengenai penghasilan yang didapatkannya 
saat ini dalam menjalankan profesinya, berikut 
ceritanya:

“Kalau penghasilan kotornya anggap aja 
kalau {diambil rata-rata 150.000} perhari 
tapi {kadang lebih}{ kadang gak sampai 
segitu}”. 

Bapak Muin menceritakan bahwa penghasilan 
kotor yang didapatkan Beliau perharinya tidak 
menentu. Namun, jika diambil rata-rata yaitu Rp 
150.000. Karena, penghasilan tersebut belum di-
kurangi dengan biaya-biaya yang ada. 

Setiap usaha tidak terkecuali usaha peroran-
gan jasa transportasi atau sopir angkutan pedes-
aan pasti terbentur dengan biaya-biaya yang 
harus dikeluarkan. Sebelum menjalankan peker-
jaannya, para sopir pedesaan harus mengetahui 
biaya apa saja yang ditanggung untuk beroperasi. 
Pada gambar di bawah ini merupakan rincian bi-
aya yang dikeluarkan Bapak Muin:

Gambar 5.4 Rincian Biaya Bapak Muin
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Untuk mengetahui pendapatan bersih Bapak 
Muin perhari, dapat dilihat dengan hanya mengu-
rangi pendapatan kotor dengan biaya tetap yang 
pasti dikeluarkan saat beroperasi setiap harinya. 
Karena jika pendapatan tersebut dikurangi biaya 
yang sifatnya dibayarkan tahunan dan biaya tak 
terduga ikut dikurangi, pendapatan bersih Bapak 
Muin akan mengalami minus dengan penghasilan 
bersihnya sebesar Rp 98.500/hari. 

Selain mendapatkan penghasilan dari 
beroperasinya angkutan pedesaan, Bapak Muin 
juga mendapatkan pendapatan dari sewa/carter 
kendaraannya atau pendapatan non operasion-
al. Pendapatan Non Operasional merupakan 
pendapatan yang diperoleh dari kegiatan samp-
ingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan 
(di luar usaha pokok) yang bersifat insidentil 
(Kusnadi,2000). Dari dulu hingga saat inipun an-
gkutan pedesaan masih banyak yang menyewa 
pedesaan ini untuk berbagai kegiatan, walaupun 
banyak juga yang sudah memiliki kendaraan 
pribadi. Tapi, tidak semuanya yang memiliki 
kendaraan mobil, karena mobil bisa mencukupi 
untuk banyak orang. Selain itu harga carter yang 
murah juga merupakan salah satu alasan mas-
yarakat memilih mencarter pedesaan ini. 

Angkutan pedesaan dari dulu sudah ada 
yang mencarter karena pada saat dulu masih sepi 
kendaraan. Namun, saat inipun angkutan pedes-
aan juga masih ada yang mencarter untuk berb-
agai kegiatan dan seperti yang sudah dijelaskan 
Bapak Muin, penumpangnya bisa langsung me-
nelponnya untuk mencarter pedesaan tersebut.

Dalam menghidupi keluarganya, Bapak 
Muin tidak hanya bekerja sebagai sopir angku-
tan pedesaan di Kamal saja, Beliau juga memiliki 
pekerjaan sampingan, walaupun pekerjaan samp-
ingan tersebut tidak selama Beliau menggeluti 
pekerjaan sopir angkutan pedesaan. Begini pen-
gakuan Beliau:

“Iya sopir pedesaan ini {pekerjaan utama} 
dik, kalau masa-masa sekarang ini saya 
{banyak kerja sampingannya}, yaa nyervis 
yaa itu aja nyervis udah itu aja gak usah 
banyak-banyak nanti kalau banyak-ban-
yak dikira banyak uang saya, tapi kadang-
kadang kalau ada besi tua saya tampung”.

Penjelasan Bapak Muin menunjukkan bahwa 

profesi sopir angkutan pedesaan merupakan 
pekerjaan utama Beliau dan saat ini Beliau memi-
liki pekerjaan sampingan yaitu menyervis dan 
menampung besi tua.

4.1.2 Bapak Yanto
Bapak Yanto merupakan salah satu sopir an-

gkutan pedesaan yang berada di kecamatan Ka-
mal, Beliau sudah 30 tahun menjalani pekerjaan 
sebagai sopir pedesaan ini. Dalam menjalankan 
profesinya sebagai sopir ini Bapak Yanto bekerja 
setiap hari selama Beliau sehat dan kendaraan an-
gkutan pedesaannya tidak rusak. Jam operasi Ba-
pak Yanto saat ini sudah tidak seperti dulu, saat 
ini Beliau hanya beroperasi sampai para pelajar 
pulang sekolah atau pada siang hari.

Dalam beroperasi, pada pagi hari Bapak 
Yanto mengantar penumpang ke pasar dengan 
hanya jalan 5 kali dalam trayek dengan sekali 
perjalanan jika diambil rata-rata sekali perjala-
nan membawa 5 penumpang pada pagi hari. Pada 
siang hari Beliau mengangkut pelajar dengan 3 
kali jalan dalam trayek dengan pelajar kurang 
lebih 10 yang diantarkan Beliau sekali jalan dan 
setelah mengantar anak pelajar Beliau memilih 
untuk pulang. Selanjutnya Beliau menceritakan 
mengenai penghasilan yang didapatkannya saat 
ini dalam menjalankan profesinya, berikut ceri-
tanya:

“kalau penghasilan kotor ini rata-rata 
100.000-150.000 itu belum yang lain-lain”. 

Bapak Yanto menceritakan bahwa penghasilan 
kotor yang didapatkan Beliau perharinya tidak 
menentu. Namun, jika diambil rata-rata yaitu Rp 
100.000 hingga Rp 150.000. Karena, penghasi-
lan tersebut belum dikurangi dengan biaya-biaya 
yang ada. Pada gambar di bawah ini merupakan 
rincian biaya tetap dan biaya tak terduga yang 
dikeluarkan oleh Bapak Yanto: 

Gambar 5.10 Rincian Biaya Bapak Yanto
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 Untuk mengetahui pendapatan bersih 
Bapak Yanto perhari, dapat dilihat dengan han-
ya mengurangi pendapatan kotor dengan biaya 
tetap yang pasti dikeluarkan saat beroperasi se-
tiap harinya. Karena jika pendapatan tersebut di-
kurangi biaya yang sifatnya dibayarkan tahunan 
dan biaya tak terduga ikut dikurangi, pendapatan 
bersih Bapak Muin akan mengalami minus den-
gan penghasilan bersihnya sebesar Rp 98.500/
hari. 

Selain mendapatkan penghasilan dari berop-
erasinya angkutan pedesaan, Bapak Yanto juga 
mendapatkan penghasilan dari pekerjaan samp-
ingannya yaitu memiliki toko dan sewa/carter 
kendaraannya. Dari dulu hingga saat inipun an-
gkutan pedesaan masih banyak yang menyewa 
pedesaan ini untuk berbagai kegiatan, walaupun 
banyak juga yang sudah memiliki kendaraan 
pribadi. Tapi, tidak semuanya yang memiliki 
kendaraan mobil, karena mobil bisa mencukupi 
untuk banyak orang. Selain itu harga carter yang 
murah juga merupakan salah satu alasan mas-
yarakat memilih mencarter pedesaan ini. berikut 
penjelasan Bapak Yanto:

“Yaa kadang-kadang, kalau buat apa itu ya 
bermacam-macam kadang ada buat orang 
ke manten gitu, atau orang kebun dari pela-
buhan carter kesana, atau ke telang”.

Bapak Yanto menjelaskan bahwa kendaraan yang 
selama ini Beliau gunakan untuk mengantar pen-
umpang dalam trayek itu juga dapat digunakan 
keluar trayek angkutan pedesaan ini karena un-
tuk dicarter oleh penumpang, mengenai acara 
menurut yang dijelaskan Beliau, acara tersebut 
bermacam-macam.

4.2 Keuntungan Dalam Pandangan Sopir 
Angkutan Pedesaan

4.2.1 Bapak Muin: Bertahan karena Rasa 
Mencintai

Penggalian kesadaran kali ini didapat dari 
salah satu informan yang memiliki kepribadian 
yang ramah, sabar, pembawaanya yang baik dan 
tampak sederhana, semua itu terlihat dari gaya 
bicaranya yang memiliki selera humor yang ting-
gi. Bapak Muin memiliki kepribadian yang men-
gagumkan yang ditunjukkan dengan sikap tulus 
dan perhatian pada para penumpang dan para 

sopir lainnya di lapangan. Momen-momen itu 
didapati saat proses penelitian berlangsung dan 
berbagai interaksi yang terjadi di lapangan.

Bapak Muin merupakan salah satu sopir 
angkutan pedesaan yang berada di Kecamatan 
Kamal, Beliau sudah 21 tahun menjalani peker-
jaannya ini sebagai sopir angkutan pedesaan. 
Sebelum berprofesi sebagai sopir angkutan 
pedesaan di Kecamatan Kamal, Beliau sudah 
menggeluti beberapa pekerjaan lain yaitu menja-
di pedagang tempe dan berprofesi sebagai sopir 
truk yang sebelumnya Beliau merupakan seo-
rang pengangguran. Pada akhirnya Beliau beralih 
menjadi sopir angkutan pedesaan dengan bekerja 
kepada orang lain.
 Beliau hanya lulusan SMP karena Beli-
au tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pen-
didikannya. Menurut Beliau hal yang terpenting 
itu bukan pendidikan yang tinggi, namun, harus 
memiliki keterampilan dan keinginan yang ter-
penting pekerjaan yang tidak melawan hukum. 
Bapak Muin memiliki alasan memilih profesi se-
bagai sopir angkutan pedesaan yaitu dikarenakan 
pada saat dahulu, sopir angkutan pedesaan memi-
liki penghasilan yang cukup besar, karena pada 
saat itu transportasi masih jarang sekali ada.

Semakin berkembangnya zaman, angkutan 
pedesaan ini sudah mulai berkurang eksistensin-
ya. Hal ini disebabkan oleh berdirinya Jembatan 
Suramadu yaitu pada tahun 2009. Namun, hal ini 
tidak menjadikan Bapak Muin untuk meninggal-
kan profesinya, Beliau beralasan bahwa:

“Tidak ada, alasannya yaa {keenakan} itu. 
Alasannya ya sudah {rutinitas pekerjaan} 
buat keluarga. Walaupun penghasilan gak 
tetap, kadang-kadang pedesaan ini melebi-
hi dari penghasilan biasanya. Yaa misalnya 
ya cuma cerita ini udah di bawak ibu-ibu 
ke Bangkalan udah 150.000 yaa umpaman-
ya ya itu kan sudah mencukupi segalanya, 
pas kerja disini dapat 100.000 ya kalau 
menurut saya kan itu sudah cukup banyak, 
jadi saling mengisi, jadi kadang disuatu 
hari sedikit, suatu harinya banyak. Karena 
{rezeki tuh gini sudah ada yang ngatur}”. 

Bapak Muin beralasan bahwa Beliau tidak 
beralih profesi dikarenakan Beliau nyaman 
dengan profesi yang sudah lama digelutinya. 
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Selain itu Beliau beralasan bahwa sudah rutinitas 
pekerjaan. Walaupun, penghasilan yang Beliau 
dapatkan tidak tetap, Beliau tetap mensyukurinya 
karena menurut Beliau rezeki itu sudah ada yang 
mengatur. Bertahun-tahun berprofesi sebagai 
sopir angkutan pedesaan, Bapak Muin hanya 
bekerja kepada orang lain, Beliau tidak memiliki 
angkutan pedesaan sendiri. Akhirnya pada tahun 
2017 Beliau memiliki angkutan pedesaan itu 
sendiri, berikut ceritanya: 

“Ya aneh memang haha padahal kan kalau 
dipikir-pikir ya gitu, sekarang pedesaan itu 
sudah gak begitu ramai semenjak adanya 
suramadu itu, tapi kenapa saya baru beli? 
Yaa itu rezeki orang gak ada yang tau, 
padahal dulu itu yaa ramai-ramainya pen-
umpang penghasilan juga pasti lumayan, 
tapi kenapa saya baru punya sekarang? 
Hehe kalau dipikir ya gitu. Saya beli juga 
karena sudah kerjaan tiap hari dan sudah 
{nyaman ini jadi sopir pedesaan}”. 

 Bapak Muin menceritakan bahwa Beliau 
baru memiliki angkutan pedesaannya baru-baru 
ini, padahal menurut Beliau, jika dihitung dari 
awal Beliau bekerja, seharusnya Beliau dapat 
membeli kendaraan tersebut dari dulu. Namun, 
Beliau baru membelinya saat ini. Hal itu Beliau 
anggap bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. 
Selanjutnya peneliti mencoba menggali 
kesadaran dari Bapak Muin mengenai alasan 
Beliau tidak menjual angkutan pedesaannya itu, 
berikut jelasnnya:

“Yaa karena udah kerjaan sehari-hari kalau 
dijual mau kemana lagi haha sudah {ter-
lanjur sayang}”. 

 Bapak Muin merasa bahwa tidak alasan 
untuk beralih profesi. Pendapat Bapak Muin 
sebagai bentuk kesadaran ekplisit (noema) ini, 
disebabkan Beliau baru dapat membeli angkutan 
pedesaan sendiri. Yang pada akhirnya membentuk 
kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa tidak 
akan menjual angkutan pedesaannya adalah 
karena Beliau sudah mencintai profesinya. Pada 
titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Muin 
adalah “aku tidak memiliki alasan untuk beralih 
profesi, aku dapat membeli angkutan pedesaan 
sendiri dan tidak akan menjualnya karena aku 
mencintai profesiku”.

Keuntungan Kepuasan Batin “Mengantar 
Penumpang dengan Rasa Bahagia”

Pada dasarnya, setiap usaha yang dijalankan 
tentu akan selalu identik dengan tujuan mendapa-
tkan keuntungan yang besar. Berapapun jumlahn-
ya, keuntungan tetap menjadi tujuan, sebab tidak 
ada seorangpun yang menginginkan kerugian. 
Namun, dalam penelitian ini tidak semata-mata 
untuk mencari keuntungan saja. Terdapat nilai 
kepuasan batin tersendiri yang diungkapkan oleh 
Bapak Muin dalam menjalankan profesinya ini. 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 
pengguna jasa angkutan pedesaan di Kecamatan 
Kamal ini mulai berkurang yang dikarenakan 
terdapatnya pengaruh-pengaruh yang mempen-
garuhi eksistensi angkutan pedesaan ini. Pen-
umpang angkutan pedesaan sudah tidak seperti 
dulu lagi, namun kalangan masih sama. Saat ini, 
penumpang angkutan pedesaan terbanyak dari 
anak sekolah dan orang ke pasar. Bapak Muin 
menjelaskan mengenai perasaan Beliau selama 
mengantar para penumpangnya yang sudah tidak 
seramai dulu, berikut ungkapannya:

“Ya bahagialah… seperti yang saya bilang 
ke sampeyan waktu itu, kan gak semuanya 
yang punyak motor, kadang kan ibu-ibu ke 
pasar sama anak kesekolah kan gak bisa 
bawa motor, bisa dibilang membantu ses-
ama”.

Bapak Muin merasa bahwa penumpangnya pada 
saat ini tidak seperti dahulu lagi. Pendapat Ba-
pak Muin sebagai bentuk kesadaran ekplisit (no-
ema) ini, disebabkan pengalamannya yang masih 
beroperasi hingga saat ini, yang pada akhirnya 
membentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) 
bahwa Beliau merasa bahagia dengan membantu 
masyarakat. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” 
oleh Bapak Muin adalah “aku merasa penump-
angku sudah tidak seperti dulu, tetapi aku tetap 
merasa bahagia dengan membantu masyarakat”.  

Keuntungan Spiritual “Rezeki Sudah Ada 
yang Mengatur”

Berbeda dengan tarif angkutan pedesaan 
pada umumnya, selama beroperasi, Bapak Muin 
tidak pernah menerapkan tarif angkutan pedesaan 
seperti tarif angkutan pedesaan yang lain kepada 
para penumpangnya dengan tujuan kemanusiaan. 
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Angkutan pedesaan yang dijalankan oleh Bapak 
Muin ini memungkinkan penumpangnya memba-
yar dengan tarif “fleksibel”. Namun, justru Bapak 
Muin masih dapat bertahan dengan profesinya ini 
dengan tidak pernah merasa rugi, tarif angkutan 
pedesaan pada umumnya sama. Namun, terdapat 
para penumpang yang membayar tidak sesuai 
dengan tarif yang ada dan menurut Beliau setiap 
kalangan dan kemampuan penumpang berbeda. 
Bapak Muin tidak pernah merasa rugi dengan hal 
tersebut.

“Kalau {ruginya gak},  buktinya {masih 
jalan} hahaha. Sebenarnya gini dik, rezeki 
tuh gini bukan kita yang ngatur karena su-
dah ada yang ngatur, kalau masalah rezeki 
ya kan dik, ada kadang-kadang kita rezeki 
50.000 di dalam beras sudah punya ikan 
sudah punya kan kita gak kalong, kadang 
ada teman datang bawak apa, kadang ada 
teman itu datang memperbaiki segala tetek 
bengek mesin kadang-kadang dikasih uang 
akhirnya, ya Alhamdulillah kalau bagi saya 
ya cukup-cukup saja kalau bagi yang lain 
saya kurang tau, iyaa kalau masalah rezeki 
looh, itu kan khusus rezeki. Tapi aneh reze-
ki itu memang, meskipun dengan jalan kita 
kekurangan itu, dulu saya itu kan mulai ta-
hun 1997 yaa? Yaa kalau di hitung-hitung 
kan ya rezeki itu saya tahun 2000 harusnya 
sudah punya pedesaan sendiri kan yaa?kok 
gak punya pedesaan itu? Baru sekarang itu 
rezeki itu, aneh rezeki itu, aneh yaa? Aneh 
hehe.. Kalau rezeki bukan 1+1 bukan, itu 
ada yang ngatur, disyukuri aja”.

Bapak Muin merasa bahwa tarif angkutan pedes-
aan yang diberikan fleksibel. Pendapat Bapak 
Muin sebagai bentuk kesadaran ekplisit (noema) 
ini, disebabkan pengalamannya yang tidak per-
nah memaksa penumpangnya untuk membayar 
sesuai tarif yang ada, karena kemampuan setiap 
keluarga berbeda yang pada akhirnya membentuk 
kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa Be-
liau tidak pernah merasa rugi dengan membantu 
setiap penumpangnya, Beliau akan mendapatkan 
rezeki yang lebih dari apa yang Beliau berikan 
kepada orang lain, karena rezeki itu sudah ada 
yang mengatur. Pada titik ini, pemahaman atas 
“Aku” oleh Bapak Muin adalah “aku tidak per-

nah memaksa penumpang untuk membayar ses-
uai tarif angkutan pedesaan, karena kemampuan 
setiap keluarga berbeda dan aku tidak merasa 
rugi dengan membantu penumpang karena rezeki 
sudah ada yang mengatur”. 

Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga,-
Simpanan dan Utang”

Selain tidak pernah menargetkan tarif pen-
umpang yang semestinya, Bapak Muin selama ini 
juga tidak pernah mencatat biaya yang dikeluar-
kan serta laba yang diperoleh dari hasil beroperasi 
perhari. Beliau tidak pernah mencatatat pendapa-
tan dan pengeluaran hasil beroperasi Beliau. Be-
liau hanya menghitung biaya yang dikeluarkan 
pada hari itu untuk mengetahui pendapatan yang 
Beliau dapatkan. Setelah mengetahui keuntungan 
yang Beliau dapatkan, Beliau menyisihkan hasil 
dari beroperasinya Beliau perhari untuk biaya-bi-
aya angkutan pedesaan. Selain itu, Beliau juga 
menggunakan penghasilannya untuk menghidu-
pi keluarganya dan menyicil kendaraannya ke 
Bank. Selanjutnya, mengenai penghasilan yang 
Beliau dapatkan dari profesi ini, Beliau mengaku 
bahwa penghasilan yang Beliau dapatkan tercuk-
upi. Seperti yang Bapak Muin katakan:

“Alhamdulillah {tercukupi}, diterima 
aja, malah lebih kok, iyaa lebih kalau 
gak lebih gak bisa nyicil ini ke Bank 
hehehe”.

 Bapak Muin merasa bahwa tidak pernah 
mencatatat pendapatannya untuk mengetahui 
keuntungan yang didapatkannya. Pendapat Ba-
pak Muin sebagai bentuk kesadaran ekplisit (no-
ema) ini, disebabkan Beliau hanya menghitung 
pendapatan yang Beliau dapatkan dari beroperasi 
yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang 
lebih dalam (noesis) bahwa Beliau merasa ter-
cukupi dengan pendapatan yang didapatkannya, 
karena dapat menghidupi keluarganya, meny-
impan uang untuk biaya kendaraan dan mem-
bayar utang ke Bank, pemahaman atas “Aku” 
oleh Bapak Muin adalah “aku tidak pernah men-
catat pendapatan yang aku dapatkan, aku hanya 
menghitungnya. Aku merasa tercukupi dengan 
pendapatan yang aku dapatkan karena dapat 
menghidupi keluargaku dan membayar utangku 
ke Bank”.
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4.2.2 Bapak Yanto: Bertahan karena Tidak 
Memiliki Keahlian

Penggalian kesadaran selanjutnya didapat 
dari informan kedua yaitu Bapak Yanto yang 
memiliki kepribadian yang cukup tegas, hal ini 
dikarenakan Beliau merupakan seorang ayah dari 
empat anak perempuannya yang dua diantaran-
ya sudah duduk di bangku sekolah. Bapak Yanto 
memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 
baik, hal ini dikarenakan Beliau merupakan sar-
jana dari salah satu Universitas Swasta di Sura-
baya.  

Bapak Yanto mengawali profesi sebagai so-
pir angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal ini 
sejak 30 tahun yang lalu. Pada awal berprofesi 
sebagai sopir angkutan pedesaan Beliau sudah 
memiliki angkutan pedesaan sendiri. Sehingga 
jam operasi Beliau tidak menentu. Alasannya 
memilih profesi sebagai sopir angkutan pedesaan 
pada awal Beliau bekerja dikarenakan penghasi-
lan dari profesi sopir angkutan pedesaan di keca-
matan Kamal pada saat itu cukup besar dan akses 
transportasi di kecamatan Kamal jarang sekali.

Angkutan pedesaan di Kecamatan Kamal 
ini semakin lama eksistensinya mulai berkurang, 
hal ini disebabkan terdapatnya dealer sepeda mo-
tor di Kecamatan Kamal, dengan terdapatnya 
dealer tersebut masyarakat Kamal banyak yang 
memiliki kendaraan pribadi. Bapak Yanto merasa 
pendapatan yang Beliau dapatkan itu tidak cukup 
dan menurut Beliau hanya terdapat pekerjaan ini, 
walaupun penghasilan sedikit Beliau masih dapat 
membiayai keluarganya. Bapak Yanto memiliki 
keinginannya untuk beralih dari profesi yang su-
dah digelutinya selama 30 tahun ini, seperti yang 
Beliau katakan kepada peneliti:

“Sebetulnya {keinginan ada}, tapi {kenda-
la modal sama skill} mbak”.

Bapak Yanto merasa bahwa terdapatnya deal-
er kendaraan bermotor di Kecamatan Kamal 
mempengaruhi berkurangnya eksistensi angku-
tan pedesaan. Pendapatan Bapak Yanto sebagai 
bentuk kesadaran ekplisit (noema) ini, disebab-
kan penghasilannya yang tidak cukup, yang pada 
akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam 
(noesis) bahwa Bapak Yanto memiliki keinginan 
untuk beralih profesi. Namun terkendala modal 
dan tidak memiliki keahlian lain. Pada titik ini, 

pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Yanto ada-
lah “aku merasa dealer kendaraan bermotor di 
Kecamatan Kamal mempengaruhi pendapatanku 
sehingga aku memiliki keinginan untuk bera-
lih profesi, tetapi aku tidak memiliki modal dan 
keahlian lain”. 

Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga 
dan Simpanan”

Selama beroperasi, Bapak Yanto tidak per-
nah mencatat pendapatan yang diperoleh dari pro-
fesinya sebagai sopir angkutan pedesaan, karena 
menurut Beliau, usaha Beliau bukan merupakan 
usaha yang besar. Berikut keuntungan menurut 
Bapak Yanto:

“Penghasilan di potong pengeluaran yaa 
sudah sisanya itu, misalnya kayak per-
harinya dapet 200.000 ya bensin 70.000, 
yaa labanya kan segitu. Penghasilan ko-
tor dipotong bensin dipotong biaya sama 
dengan penghasilan bersih, pokoknya ha-
bis beli bensin itu sudah labanya, cuma 
nek gini ya yang di anggap bersih itu bu-
kan pas perharinya habis beli bensin pas 
dikira bersih, itu sebenarnya sek nyimpen 
dulu, untuk tadi itu pengeluaran yang tak 
terduga sama terduga untuk pajak sama 
sparepart baru itu bersih, yang jelas ya un-
tuk keluarga”.

Beliau melanjutkan:
“Kalau dari penghasilan itu yaa anggap 
saya dapet 120.000 bersihnya, saya kasi-
hkan istri saya untuk belanja 60.000 ter-
us buat anak-anak saya 30.000 kan sisa 
30.000 itu saya simpan 20.000 buat tabun-
gan takut ada biaya yang harus dikeluarkan 
suatu saat”.

Bapak Yanto merasa bahwa tidak pernah men-
catat pendapatannya untuk mengetahui keuntun-
gan yang didapatkannya. Pendapat Bapak Yanto 
sebagai bentuk kesadaran ekplisit (noema) ini, 
disebabkan hanya menghitung penghasilannya 
dengan cara mengurangi dengan biaaya-biaya 
yang telah dikeluarkan yang pada akhirnya mem-
bentuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bah-
wa Bapak Yanto membagi penghasilannya untuk 
istri, anak dan menyimpan untuk biaya-biaya 
kendaraan. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” 
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oleh Bapak Yanto adalah “aku tidak pernah men-
catat pendapatanku untuk mengetahui keuntun-
gan yang aku dapatkan, aku hanya menghitung 
dan menguranginya dengan biaya-biaya. Aku 
menggunakan keuntungan itu untuk istri, anak 
dan menyimpan uang untuk biaya-biaya kenda-
raan”.

Keuntungan Kepuasan Batin “Bahagia 
Membantu Masyarakat”

Pengguna jasa angkutan pedesaan di Keca-
matan Kamal ini mulai berkurang, hal ini dikare-
nakan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang 
mempengaruhi eksistensi angkutan pedesaan ini. 
saat ini pengguna jasa angkutannya terbanyak 
dari kalangan anak sekolah dan orang ke pasar. 
memiliki kedekatan dengan anak-anak sekolah 
dan orang yang pergi ke pasar. Hal ini disebabkan 
karena Beliau setiap hari mengantarkan para pen-
umpangnya yang umumnya dari kalangan anak 
sekolah dan orang ke pasar. Selanjutnya peneliti 
mencoba menggali lagi tentang perasaannya keti-
ka mengantar para penumpangnya tersebut, beri-
kut alasannya:

“Oh iya mbak, bahagia bisa membantu 
masyarakat yang membutuhkan kend-
araan. Kayak anak sekolah iku kan gak 
semuanya bisa bawak motor”.

Bapak Yanto merasa bahwa penumpangnya saat 
ini terbanyak dari anak sekolah dan orang ke 
pasar. Pendapat Bapak Yanto sebagai bentuk kes-
adaran ekplisit (noema) ini, disebabkan pengala-
mannya yang setiap hari selalu mengantar para 
penumpangnya, yang pada akhirnya memben-
tuk kesadaran yang lebih dalam (noesis) bahwa 
Bapak Yanto merasa bahagia dengan memban-
tu masyarakat yang membutuhkan transportasi. 
Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Ba-
pak Yanto adalah “aku merasa penumpang ter-
banyakku dari anak pelajar dan orang ke pasar, 
hal ini disebabkan karena aku setiap hari dapat 
mengantarkan para penumpangku dengan merasa 
bahagia”.

5. Simpulan
Keuntungan dalam khazanah keilmuan 

akuntansi hanya dinilai sebagai selisih antara 
pendapatan dan beban. Penilaian tersebut hanya 

terbentur pada satu makna, yaitu materi. Peneli-
tian ini berusaha menemukan makna yang ber-
beda, dari profesi yang menghasilkan jasa yang 
di mana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati 
dan dirasakan oleh orang lain. Profesi tersebut 
yaitu sopir angkutan pedesaan, dalam penelitian 
ini mengambil angkutan pedesaan yang berada di 
Kecamatan Kamal, Bangkalan-Madura. 

Melalui pendekatan fenomenologi ini, pe-
neliti berhasil mencapai suatu kesimpulan ten-
tang bagaimana pemaknaan keuntungan yang 
dilihat dari sudut pandang dua sopir angkutan 
pedesaan. Makna keuntungan yang terdapat da-
lam setiap kehidupan informan yang berprofesi 
sebagai sopir ini digali dan ditafsirkan, sehingga 
menemukan titik terang yaitu terdapat beberapa 
kesadaran mengenai implikasi laba terhadap pro-
fesi mereka.

Keuntungan yang digali dari kesadaran 
Bapak Muin muncul dalam tiga makna, yang 
pertama yaitu Keuntungan Kepuasan Batin 
“Mengantar Penumpang dengan Rasa Bahagia”, 
Keuntungan Spiritual “Rezeki Sudah Ada yang 
Mengatur” dan Keuntungan Materi “Menghidupi 
Keluarga, Simpanan dan Utang”. 

Keuntungan yang digali dari kesadaran 
Bapak Yanto muncul dalam dua makna, yaitu 
Keuntungan Materi “Menghidupi Keluarga dan 
Simpanan” dan Keuntungan Kepuasan Batin 
“Bahagia Membantu Masyarakat”.

5.1 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan yang dialami oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian di lapangan yaitu 
kurangnya keterbukaan informan kedua yang 
kurang memberi informasi mengenai pengala-
mannya dalam menjalankan profesinya. Sehing-
ga peneliti kesulitan untuk menggali informasi 
yang lebih dalam lagi mengenai transaksinya 
dalam melakukan pekerjaannya yang dilakukan 
oleh informan tersebut.

5.2 Saran Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu sumbangsih, terutama untuk peneli-
ti selanjutnya yang ingin mengetahui keunikan 
lain yang terdapat dalam makna keuntungan dari 
profesi yang menghasilkan jasa lainnya. Peneli-
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tian ini memang hanya difokuskan untuk melihat 
sudut pandang “keuntungan” dari profesi sopir. 
Penelitian ini bersifat subyektif dan tidak dapat 
digeneralisasikan. Oleh sebab itu, penelitian ini 
masih bisa dikembangkan dari berbagai aspek. 
Pendekatan melalui profesi yang berbeda namun 
dekat dengan masyarakat yang masih melekatkan 
nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Pendekat-
an dengan metode penelitian yang berbeda juga 
dapat dikembangkan. Dengan pengembangan 
yang ada, diharapkan topik ini dapat semakin 
berkembang. Penelitian selanjutnya juga dapat 
melanjutkan keunikan profesi ini maupun profesi 
lainnya ditinjau dari segi hal perbandingan antara 
pendapatan dan kerugian.
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Abstract
This study aims to determine the influence ofthe quality of the audit, com-
pany size and leverage against corporate earnings management sub sec-
tors of the pharmacy listed on the Indonesia stock exchange period2011 
to 2016. The population of this reseach is the entire pharmaceutical sec-
tor sub companies. Theresults of this research points out that the size 
of the public accounting office doesn’t have an effect on earning  man-
agement, while the size of the company and leverageeffect on earnings 
management.Keywords:

Quality Audit, Leverage, Earning 
Management

Kata Kunci :
Kualias Audit, Leverage, Manaje-
men Laba

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP , uku-
ran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba di perusahaan 
sektor manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 
– 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahan sub sek-
tor farmasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran KAP tidak ber-
pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan dan 
leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.

1. Pendahuluan
Manajemen laba adalah sebuah fenom-

ena yang terjadi di sektor akuntansi yang 
masih amat perlu untuk dikaji pada saat ini, 
meskipun memang telah begitu banyak pe-
neliti yang melakukan penelitian tentang 
manajemen laba.Dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Leuz et al(2003) dapat disi-
mpulkan jika ternjadinya praktek manaje-
men laba di Indonesia masih tinggi karena 

lemahnya perlindungan investor. Sehingga 
peneliti masih tertarik melakukan penelitian 
tentang manajemen laba.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi  ka-
sus praktek manajemen laba, misalnya kasus 
yang terjadi pada PT. Kimia Farma dan PT. 
Kereta Api Indonesia (KAI). PT. Kimia Far-
ma melakukan penggelembungan (overstat-
ed) laba perusahaan pada laporan keuangan 
2001 (Rani & Syafruddin, 2011).
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Dengan adanya kasus ini juga maka au-
ditor PT. Kimia Farma dijatuhi sanksi kare-
na tidak dalam berhasil mendeteksi adanya 
penggelembungan laba tersebut, padahalsu-
dah melakukan prosedur audit sesuai SPAP 
(Rani & Syafruddin, 2011). 

Pengujian laporan keuangan merupa-
kan salah satu langkah yang bisa dilaku-
kan guna meminimalkan adanya tindakan 
kecurngan yang mungkin dilakukan oleh 
manajemen. Dan auditor adalah pihak in-
dependen yang dapat melakukan pengu-
jian laporan keuangan tersebut. Spesifi-
kasi auditor yang dipilih juga harus yang 
berkualitas, sehingga hasilnya akan lebih 
meyakinkan dan bisa dijadikan dasar untuk 
pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 
terkait.

Sampai saat ini kualitas audit sering di-
kaitkan dengan KAP yang ditugaskan mela-
kukaan audit. KAP sendiri terbagi menjadi 
dua yaitu KAP yang terdaftar dalam  KAP-
big four dan non big four. Masyarakat pada 
umumnya beranggapanjika KAP big four 
hasil kualitas auditnya lebih bagus daripa-
da KAPnon big four.Menurut (Luhgiatno, 
2010) ukuran KAP memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap manajemen laba, 
dalam penelitiannya (Eksandy, 2013) men-
yatakan bahwa ukuran KAP tidak berpen-
garuh terhadap manajemen laba, begitupun 
menurut (Cristiani & Nugrahanti, 2014) 
dalam penelitiannya jika ukuran KAP juga 
tidak memberikan pengaruh terhadap ma-
najemen laba.Sehingga inilah yang menjadi 
GAP research penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas pe-
neliti mencoba mengemukakan apakah 
terdapat pengaruh kualitias audit proksi 
ukuran KAP, ukuran perusahaan dan lever-
ageterhadap manajemen laba perusahaan 
manufaktur sub sektor farmasi yang ter-
daftar di BEI periode 2011-2016.

2. Kajian Teori
Sulistyanto (2008) menjelaskan bahwa 

manajemen laba merupakan upaya manajer 
perusahaan untuk memengaruhi informasi 

dalam laporan keuangan dengan tujuan 
untuk mengelabui stakeholder yang ingin 
mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 
Manajemen laba merupakan salah satu 
faktor yang dapat mengurangi kredibilitas 
laporan keuangan dan menambah bias dalam 
laporan keuangan, serta dapat mengganggu 
para pemakai laporan keuangan dalam 
mempercayai angka-angka dalam laporan 
keuangan tersebut (Setiawati & Na’im, 
2001).

Ada tiga faktor yang bisa dikaitkan 
dengan munculnya praktek manajemen 
laba. Pertama manajemen akrual, faktor ini 
biasanya berkaitan dengan segala aktivitas 
yang dapat mempengaruhi aliran kas dan 
juga keuntungan yang secara pribadi mer-
upakan wewenang dari para manajer (man-
ager discretion). Faktor kedua ialah pener-
apan suatu kebijaksanaan akuntansi yang 
wajib. Faktor ini berkaitan dengan keputu-
san manajer untuk menerapkan suatu kebi-
jaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan 
oleh perusahaan yaitu antara menerapkan-
nya lebih awal dari waktu yang ditetapkan 
atau menundanya sampai saat berlakunya 
kebijaksanaan tersebut. Yang ketiga peru-
bahan aktiva secara sukarela, faktor ini bi-
asanya berkaitan dengan upaya manajer un-
tuk mengganti atau merubah suatu metode 
akuntansi tertentu diantara sekian banyak 
metode yang dapat dipilih yang tersedia 
dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

Meutia (2004) mendefinisikan audit se-
bagai suatu proses untuk mengurangi keti-
dakselarasan informasi yang terdapat antara 
manajer dan para pemegang saham dengan 
menggunakan pihak luar untuk memberikan 
pengesahan terhadap laporan keuangan. De 
Angelo (1981) mendefinisikan kualitas au-
dit sebagai probabilitas gabungan untuk 
mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang 
material dalam laporan keuangan. Kualitas 
audit dipandang sebagai kemampuan untuk 
mempertinggi kualitas pelaporan keuangan 
perusahaan. Dengan kualitas audit yang 
tinggi diharapkan mampu meningkatkan 
kepercayaan investor.
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Indikator Kualitas Audit, Menurut Woo-
ten (2003), indikator yang digunakan untuk 
mengukur kualitas audit adalah yang per-
tama deteksi salah saji. Dalam mendeteksi 
salah saji, auditor harus memiliki sikap skep-
tisme profesional, yaitu sikap yang mencak-
up pikiran yang selaku mempertanyakan dan 
melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. 
Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan 
atau kecurangan. Apabila laporan keuangan 
mengandung salah saji yang dampaknya se-
cara individual atau keseluruhan cukup sig-
nifikan sehingga dapat mengakibatkan lapo-
ran keuangan tidak disajikan secara wajar 
dalam semua hal yang sesuai standar akun-
tansi keuangan. Indikator yang kedua yaitu 
kesesuaian dengan standar umum yang ber-
laku. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 
adalah acuan yang ditetapkan menjadi uku-
ran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan 
publik dalam pemberian jasanya (UU No 5 
Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab un-
tuk mematuhi standar auditing yang ditetap-
kan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan Etika 
Kompartemen Akuntan Publik mengharus-
kan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang 
berpraktik sebagai auditor mematuhi standar 
auditing jika berkaitan dengan audit laporan 
keuangan. Dan indikator yang terakhir yaitu 
kepatuhan terhadap SOP. Standar operasional 
perusahaan adalah penetapan tertulis menge-
nai apa yang harus dilakukan, kapan, dima-
na, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, 
apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang 
semuanya itu merupakan prosedur kerja yang 
harus ditaati dan dilakukan. Dalam pelaksa-
naan audit atas laporan keuangan, auditor ha-
rus memperoleh pengetahuan tentang bisnis 
yang cukup untuk mengidentifikasi dan me-
mahami peristiwa, transaksi, dan praktik 
yang menurut pertimbangan auditor kemu-
ngkinan berdampak signifikan atas laporan 
keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau 
laporan audit. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pemerik-
saan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 
Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit di-

ukur berdasarkan hal – hal sebagai berikut 
(Efendy, 2010). Kualitas proses (keakuratan 
temuan audit, sikap skeptisme), besarnya 
manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pe-
meriksaan tidak terletak pada temuan pe-
meriksaan yang dilaporkan atau direkomen-
dasikan yang dibuat, tetapi terletak pada 
efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh 
entitas yang diperiksa. Selain itu audit harus 
dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, 
sambal terus mempertahankan sikap skep-
tisme. Kualitas Hasil (Nilai rekomendasi, ke-
jelasan laporan, manfaat audit), manajemen 
entitas yang diperiksa bertanggung jawab 
untuk menindaklanjuti rekomendasi serta 
menciptakan dan memelihara suatu proses 
dan sistem informasi untuk memantau status 
tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

Kualitas tindak lanjut hasil audit, pe-
meriksa wajib merekomendasikan agar ma-
najemen memantau status tindak lanjut atas 
rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara 
terus menerus terhadap temuan pemerik-
saan yang material beserta rekomendasinya 
dapat membantu pemeriksa untuk menja-
min terwujudnya manfaat pemeriksaan yang 
dilakukan.

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti kompetensi, tekanan 
waktu, pengalaman kerja, etika, dan indepen-
densi. Audit harus dilaksanakan oleh seorang 
atau lebih yang memiliki keahlian dan pela-
tihan teknis yang cukup sebagai auditor, se-
dangkan standar umum ketiga, menyebutkan 
bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusu-
nan laporannya, auditor wajib menggunakan 
kemahiran profesionalitasnya dengan cermat 
dan seksama.

Dan dalam setiap melakukan kegiatan au-
dit, auditor akan menemukan adanya kendala 
dalam menentukan waktu untuk mengeluar-
kan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang 
dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh 
terhadap menurunnya kualitas audit karena 
auditor dituntut untuk menghasilkan hasil 
audit yang baik dengan waktu yang telah di-
janjikan dengan klien. Dalam pelaksanaan 
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audit untuk sampai pada suatu pernyataan 
pendapat, auditor harus senantiasa bertin-
dak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan 
bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut 
dimulai dengan pendidikan formalnya, yang 
diperluas melalui pengalaman – pengalaman 
selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman 
kerja auditor adalah pengalaman yang dimi-
liki auditor dalam melakukan audit yang dili-
hat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor 
dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah 
dilakukan.

Selain memiliki pengalaman kerja, au-
ditor juga harus beretika. Etika adalah suatu 
prinsip moral dan perbuatan yang menjadi 
landasan bertindaknya seseorang sehing-
ga apa yang dilakukannya dipandang oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji 
dan meningkatkan martabat dan kehormatan 
seseorang. Dan independensi berarti sikap 
mental yang bebas dari pengaruh, tidak 
dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergan-
tung pada orang lain. Sebagai auditor juga 
harus memiliki independensi yang juga be-
rarti adanya kejujuran dalam diri auditor 
dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 
pertimbagan yang objektif tidak memihak 
dalam diri auditor dalam merumuskan dan 
menyatakan pendapatnya.

Menurut Poerwadarminta (1983) ukuran 
perusahaan diartikan sebagai berikut: (1) alat-
alat untuk mengukur (seperti menjengkal dan 
sebagainya), (2) sesuatu yang dipakai untuk 
menentukan (menilai dan sebagainya), (3) 
pendapatan mengukur panjangnya (lebar, lu-
asnya, besarnya) sesuatu. Berdasarkan uraian 
tentang ukuran perusahaan, maka dapat di-
simpulkan ukuran perusahaan merupakan 
suatu indikator yang dapat menunjukan suatu 
kondisi atau karakteristik suatu organisasi 
atau perusahaan dimana terdapat beberapa 
parameter yang dapat digunakan untuk me-
nentukan ukuran suatu perusahaan.

Rasio leverage adalah rasio yang digu-
nakan untuk mengukur seberapa besar aktiva 
yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang 
atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat 
diketahui posisi perusahaan dan kewajiban-

nya yang bersifat tetap kepada pihak lain 
serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan 
modal yang ada. Rasio leverage terdiri dari 
Debt to Equity Ratio dan Debt Ratio. Debt to 
Equity Ratio yaitu perbandingan antara total 
hutang dengan modal. Semakin besar rasio, 
semakin rendah pendanaan perusahaan yang 
disediakan oleh pemegang saham. Dari sisi 
kemampuan membayar kewajiban jangka 
panjang, semakin rendah rasio akan semakin 
baik kemampuan perusahaan dalam mem-
bayar kewajiban jangka panjangnya (Ang, 
1997).

Tingginya DER mempunyai dampak bu-
ruk terhadap kinerja perusahaan karena ting-
kat hutang yang semakin tinggi berarti beban 
bunga akan semakin besar yang akan men-
gurangi keuntungan bagi perusahaan, sebali-
knya tingkat DER yang rendah menunjukan 
kinerja yang semakin baik karena menye-
babkan tingkat pengembalian yang semakin 
tinggi, dan investor cenderung memilih DER 
yang rendah.  Sedangkan debt ratio atau ra-
sio hutang adalah rasio yang digunakan un-
tuk mengukur seberapa besar perusahaan 
mengandalkan hutang untuk membiayai 
asetnya. Debt ratio atau rasio hutang ini 
dihitung dengan membagikan total hutang 
dengan total aset yang dimiliki. Debt ratio 
ini sering juga disebut dengan rasio hutang 
terhadap total aset.

3. Metode Penelitian
Populasi untuk penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan manufaktur 
sub sektor farmasi terdaftar di BEI periode 
2011-2016 yang sudah di audit dengan spe-
sifikasi (1) Perusahaan manufaktur sub sek-
tor farmasi yang terdaftar di BEI periode 
2011-2016. (2) Perusahaan manufaktur sub 
sektor farmasi yang menyampaikan laporan 
keuangan berturut-turut periode 2011- 2016.
Jenis penelitian ini berdasarkan data dan 
analisisnya merupakan penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif bertujuan untuk men-
gembangkan dan menggunakan model-mo-
del matematis, teori-teori serta hipotesis yang 
ada kaitannya dengan fenomena alam (Su-



116 Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, September 2018, hlm 112-121

giyono, 2012). Sumber data dari penelitian 
ini adalah data sekuder. Di ambil dengan  
menggunakan laporan keuangan perusa-
haan manufaktur sub sektor farmasi periode 
2011 – 2016.

Variabel Dependen dalam penelitian ini 
yaitu Manajemen Laba. Perhitungan pada 
variabel dependen ini meliputi:
Total accruals diperoleh dengan rumus 
(Teoh, Welch, & Wong, 1998).  
TACt = (NIt - CFFOt) 
dengan :
TACt     : Total accruals dalam periode tahun t
NIt       : Net income dalam periode tahun t
CFFOt:Cash flow from operation dalam 
periode tahun t
Perhitungan nondiscretionary accruals 
Diasumsikan oleh De Angelo (1986) jika total 
accruals yang nondiscretionary mengikuti 
pola random walk. Maka, total accruals yang 
nondiscretionary (tingkat akrual yang wajar 
atau normal) pada periode t diasumsikan sama 
dengan total accruals yang nondiscretionary 
pada periode t-1.

NDAt = TACt-1

dengan  keterangan:
NDAt  : Nondiscretionary accruals pada 
periode t
TACt-1 : Total accrual dibagi total aktiva 1 
tahun sebelum tahun t
Sesudah menghitung NDAt, sehingga bisa 
dihitung besarnya DAt, dengan rumus:  
DAt = (TACt - NDAt) / TAt

Dengan keterangan:
DAt = Discretionary Accruals pada periode t
TACt = Total accruals pada perioda tahun t 
NDAt = Nondiscretionary Accruals pada 
periode t 
TAt = Total asset pada perioda t
Variabel independen yang dipergunakan pada 
penelitian ini yaitu kualitas audit yang diukur 
dengan ukuran KAP (KAP The big four dan 
KAP nonThe big-4):

Pengukuran variabel ukuran KAP meng-
gunakan variabel dummy, apabila perusa-

haan menggunakan jasa auditor KAP big four 
maka nilai 1 dan jika selainnya maka nilai  0 
(Gerayli, Ma’atofa, & Yane, 2011).

Ukuran perusahaan dapat menentukan 
manajer untuk melakukan  praktik menaje-
men. Perusahaan yang besar lebih cenderung 
hati-hati bertindak dalam mengelola perusa-
haan dan akan cenderung mengelola laba se-
cara efisien. Menurut  Zhou dan Elder (2004) 
perusahaan yang besar juga akan cenderung 
mengurangi praktek manajemen laba agar 
terhindr dari pengawasan yang ketat dari 
analisis keuangan dan para penanam modal.  
Variabel ukuran perusahaan diukur dengan-
menggunakan logaritma natural dari total 
aset perusahaan (Gerayli, Ma’atofa, & Yane, 
2011). Berikut rumus ukuran perusahaan :
Size = Ln TA
 Leverage merupakan perbandingan 
antara total hutang dan total aset yang 
menunjukkan beberapa bagian aset yang 
digunakan untuk menjamin hutang. 
Perusahaan yang memiliki peluang lebih 
tinggi dalam melanggar perjanjian hutang 
maka perusahaan juga cenderung melakukan 
praktek manajeman laba untuk menaikkan 
laba perusahaan (Healy& Palepu, 2001).
Leverage untuk penelitian ini menggunakan 
proksi debt ratio.
Uji asumsi klasik ini dimaksudkan untuk men-
getahui ketepatan model.Uji asumsi klasik 
dalam penelitian ini meliputi Uji normalitas 
(metode Kolmogorov-Smirnov), Uji  multi-
kolinieritas(VIF), Uji autokorelasi (Run test) 
(Ghozali, 2001)

Penelitian ini mempergunakan analisis Uji 
Regresi Linier Berganda dengan model empi-
ris sebagai berikut:
Y = β0 +β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan :
Y  = Manajemen Laba Perusah-
haan
X1  = Ukuran KAP
X2  = Ukuran Perusahaan
X3  = Leverage
e  = error term
β0  = Konstanta
β1,β2, β3 = Koefisien regresi
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4. Hasil dan Pembahasan
Teknik yang digunakan dalam pemili-

han sampel pada penelitian ini adalah teknik 
purposive sampling dengan spesifiksi ter-
tentu.  Berdasarkan spesifikasi yang telah 
ditetapkan dalam bab sebelumnya, sehingga 
diperoleh jumlah sampel8 perusahaan yang 
memenuhi spesifikasitertentu. Maka dari itu 
jumlah sampel untuk penelitian ini selama 
periode 2011 sampai 2016 terdapat 48.

Statistik deskriptif mempunyai tujuan 
guna memberi gambaran atau deskripsi dari 
suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, 
nilai minimum, nilai maksimum dan nilai ra-
ta-rata (mean) dari setiap variabel yaitu uku-
ran perusahaan, ukuran KAP, leverage, oper-
ating cash flow dan manajemen laba.  
Tabel 1. Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas diatas menunjukan 
nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,08, 
artinya signifikansi yang dihasilkan >0,05 
sehingga bisa disimpulkan jika penelitian ini 
berdistribusi normal.
Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2 menunjukan jika nilai tolerance uku-
ran KAP (0,899), ukuran perusahaan (0,843) 
dan debt ratio (0,907) lebih besar dari 0,1 
dan nilai VIF yang dihasilkan ukuran KAP 
(1,113), ukuran perusahaan (1,186) dan debt 
ratio (1,103) lebih kecil dari10, hal ini berar-
timultikolinearitas tidak terjadi pada peneli-
tian ini.

Hasil penelitian Tabel 3 P-Value ukuran 
KAP sebesar 0,323 lebih besar dari 0,05, 
P-Value ukuran perusahaanlebih besar dari 
0,905 dan P-Value debt ratio sebesar 0,667 

lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpul-
kan bahwa penelitian ini bebas heteroskes-
dastisitas.
Tabel 3. Uji Heteroskesdastisitas

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Hasil penelitian Tabel 4 menunjukan bahwa 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,058 leb-
ih besar dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan 
bahwa tidak terjadi autokorelasi pada peneli-
tian ini.
Tabel 5. Uji Regresi Linear

Hasil dari analisis Tabel 5, dapat dijelas-
kan :
a. Nilai konstantan adalah 0,490 artinya 

jika kualitas audit dengan proksi ukuran 
KAP, ukuran perusahaan dan leverage 
dengan proksi debt ratio, maka manaje-
men laba bernilai positif 0,490.

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas 
audit dengan proksi ukuran KAP (X1) 
bernilai negatif yaitu -0,011; artinya se-
tiap kualitas audit dengan proksi ukuran 
KAP dengan kenaikan sebesar 1% maka 
akan disertai dengan penurunan manaje-
men laba sebesar 0,011, dengan angga-
pan nilai koefisien variabel independen 
lainnya dianggap tetap atau sama dengan 
nol.

c. Variabel ukuran perusahaan (X2) memi-
liki nilai koefisian regresi yang bernilai 
positif yaitu 0,028; artinya setiap ukuran 
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perusahaan dengan kenaikan sebesar 1% 
akan diiukuti kenaikan manajemen laba 
sebesar 0,028 dengan anggapan nilai 
koefisien variabel independen lainnya di-
anggap tetap atau sama dengan nol.

d. Variabel leverage dengan proksi debt ra-
tio (X3) memiliki nilai koefisien regresi 
bernilai negatif yaitu -0,031; artinya se-
tiap leverage dengan proksi debt ratio 
dengan kenikan sebesar 1% akan diser-
tasi dengan penurunanmanajemen laba 
sebesar 0,031dengan anggapan nilai koe-
fisien variabel independen lainnya diang-
gap tetap atau sama dengan nol.

Tabel 6. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji kelayakan pada Tabel 6 menghasil-
kan nilai F hitung (3,373) > F tabel (2,82). 
Dengan demikian secara simultan variabel 
ukuran KAP, ukuran perusahaan dan debt ra-
tio berpengaruh terhadap manajemen laba 
perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2016. 
Sehingga model layak digunakan.

Tabel 7. Uji t

Hasil uji t di atas menunjukan bahwa nilai 
t hitung (-0,131) < t tabel (2,01537), dapat 
disimpulkan jika ukuran KAP tidak berpen-
garuh terhadap manajemen laba perusahaan 
sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI  peri-
ode 2011 – 2016. Saat ini kebanyakan mas-
yarakat berfikir jika KAP yang lebih besar 
maka akan menjamin kualitas audit yang leb-
ih baik, tapi kenyataanya KAP big four mau-
pun non big four tidak mampu mencegah pr-
katek manajemen laba.Penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian dariParamita (2014),  
Eksandy (2013) , Luhgiatno (2010) dan Cris-
tiani & Nugrahanti (2014) yang menyatakan 
jika ukuran KAP tidak memberikan pengaruh 

terhadappraktek manajemen laba.Penelitian 
ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari 
Dinuka dan Zulaikha (2014)yang menyebut-
kan jika ukuran KAP berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba, ini menunjukkan 
jika  KAP yang mengaudit laporan keuangan 
perusahaan  yang semakin besar, yang mana 
terdapat auditor yang berpengalaman dan 
berkeahliantinggi, maka praktek manajemen 
laba pada perusahaan tersebut akan kecil.

Hasil penelitian di atas menunjukan nilai 
t hitung (2,818) > dari nilai t tabel (2,01537), 
maka ukuran perusahaan berpengaruh ter-
hadap manajemen perusahaan sub sektor 
farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011 
– 2016. Ini berarti jika semakin besar se-
buah perusahaan, maka semakin besar juga 
keinginan untuk melakukan praktik manaje-
men laba yang bertujuan untuk menarik para 
investor dan konsumen. Hal ini juga berarti 
pengelolaan laba perusahaan diduga dipen-
garuhi oleh ukuran perusahaan, dimana jika 
ukuran perusahaan semakin besar maka pen-
gelolaan labanya pun semakin tinggi.  Pene-
litian ini sejalan dengan hasil penelitian dari 
Medyawati dan Dayanti (2016) yang meny-
atakan jika manajemen laba dipengaruhi oleh 
ukuran perusahaan. Penelitian ini tidak se-
laras dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Putri et al (2014) yang menyatakan jika man-
ajemen laba tidak dipengaruhi oleh ukuran 
perusahaan.

Hasil penelitian diatas menunjukan nilai 
t hitung (-0,192) < t tabel (2,01537), hal ni 
menunjukkan debt ratio tidak memberikan 
pengaruh terhadap (dvdlaris.com)manaje-
men laba perusahaan sub sektor farmasi yang 
terdaftar di BEI periode 2011 – 2016. Hal ini 
menunjukan bahwa tinggi rendahnya hutang 
perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan 
untuk melakukan praktik manajemen laba, 
dikarenakan sudah adanya perjanjian dari 
para shareholder,sehingga adanya penga-
wasan yang ketat menyebabkan manajemen 
perusahaan bertindak sesuai dengan kepent-
ingan shareholder. Jadi untuk mengamankan 
perjanjian hutang tidak perlu bergantung 
pada manajemen laba. Penelitian ini sejalan 

http://dvdlaris.com/analisis-pengaruh-struktur-aset-ukuran-perusahaan-likuiditas-dan-profitabilitas-terhadap-struktur-modal-pada-perusahaan-makanan-dan-minuman-yang-terdaftar-di-bei.html
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian 
Agustia (2013).

5. Kesimpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk men-
getahui pengaruh kualitas audit dengan proksi 
ukuran KAP, ukuran perusahaan dan levera-
ge dengan proksi debt ratio terhadap manaje-
men laba perusahaan sub sektor farmasi yang 
terdaftar di BEI periode 2011 – 2016.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran 
KAP tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba perusahaan tidak ditunjang dengan buk-
ti empiris. Hasil penelitian ini sama dengan 
hasil penelitian Luhgiatno (2010), Paramita 
(2014) dan Eksandy (2013), sedangkan pene-
litian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukanoleh Dinuka dan Zulaikha(2014) 
yang menyatakan jika manajemen laba di-
pengaruhi oleh ukuran KAP. Pengujian hi-
potesis ke2 menyatakan jika ukuran perusa-
haan berpengaruh terhadap manajemen laba 
perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar 
di BEI  periode 2011 – 2016 didukung oleh 
bukti empiris. Hasil ini sama dengan hasil pe-
nelitian yang dilakukan oleh Medyawati dan 
Dayanti (2016) dan tidak sejalan dengan pe-
nelitianPutri et al (2014). Hipotesis ke3 me-
nyatakan bahwa leverage berpengaruh terha-
dap manajemen labaperusahaan sub sektor 
farmasiyang terdaftar di BEI periode 2011 
– 2016 tidak didukung dengan bukti empiris. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil pe-
nelitian  dari Agustia (2013).

Penelitian ini juga mencoba untuk me-
negaskan beberapa variabel yang ada pada 
penelitian sebelumnya berpengaruh terha-
dap manajemen laba perusahaan diantaranya 
ukuran KAP,ukuran perusahaan dan debt ra-
tio. Penelitian ini menunjukan hanya ukuran 
perusahaan yang memberikan berpengaruh 
terhadap manajemen laba perusahaan sub 
sektor farmasi yang terdaftar di BEI perio-
de2011 – 2016.

Keterbatasan dari penelitian ini diantara-
nyaadalah  perusahaan untuk penelitian ini 
hanya terbatas pada periode 2011 –2016, ni-
lai koefisien determinasi pada penelitian ini  

masih sangat rendah yaitu 13,2% , sedangkan 
sisanya 86,8% dipengaruhi oleh variabel lain.
Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan 
menambahkan periode penelitian dan me-
nambahkan variabel lainnya yang dapat me-
ningkatkan nilai koefisien determinasi seperti 
spesialisasi industri auditor,debt to equity ra-
tio dan lain – lain.
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Abstract

The purpose of this research is to explore whether The Lecturer 
Accountant’s Rules of Conducts has been in line with the perspectives 
of Maqashid Shariah and to explain the implementation of The Lecturer 
Accountan’s Rules of Conducts in Accounting Department, State 
Polytechnic of Malang. This research uses primary data obtained from 
interviews and questionnaires conducted in the Accounting Departement, 
State Polytechnic of Malang. By using simple random sampling 
technique, there are two hundred and ninty three respondents who fill the 
questionnaires. The interview was conducted to three people consisting 
of two lecturers in the Accounting Department and one from Maqashid 
Syariah expert, State Islamic University of Malang. The result of this 
research indicate that the Lecture Accountan’s Rules of Conducts have 
fulfilled the concepts of Maqashid Syariah and in the implementation of 
the Rules of Conduct, the educator accountant, in general, have done the 
concepts in accordance with the concept of Maqashid Shariah. 

Keywords:
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Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana 
kode etik akuntan pendidik yang sesuai dengan pandangan maqashid 
syariah dan untuk menjelaskan implementasi dari kode etik akuntan 
pendidik di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang. Penelitian ini 
menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner 
yang dilakukan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Dengan 
menggunakan teknik simple random sampling, terdapat 293 responden 
yang mengisi kuesioner. Wawancara dilakukan kepada 3 orang yang 
terdiri dari 2 orang pengajar di Jurusan Akuntansi dan 1 orang ahli 
maqashid syariah Universitas Negeri Islam Malang. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa kode etik akuntan pendidik telah memenuhi 
konsep dari maqashid syariah dan dalam implementasi kode etik, akuntan 
pendidik, secara umum, telah melakukan konsep-konsep yang sesuai 
dengan konsep maqashid syariah.

1. Pendahuluan
Etika merupakan unsur utama profesi 

dan sebagai landasan untuk menjalankan 
kegiatan dalam setiap profesinya. Kode 
etik akuntan merupakan kajian yang sangat 
penting bagi akuntan. Etika sangat diperlukan 
bagi seorang akuntan dalam menjalankan 

kegiatan profesional. Akuntan harus memiliki 
tanggung jawab dalam segala hal mulai dari 
proses pecatatan hingga pelaporan. Akuntan 
dituntut untuk selalu mematuhi segala kode 
etik akuntan. Profesi akuntan meliputi 
beberapa bidang yaitu akuntan publik, 
akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.
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Akuntan pendidik merupakan suatu 
bagian dari profesi akuntan. Akuntan 
yang bertugas dalam bidang pendidikan 
akuntansi, membuat penelitian baru dan 
mengembangkan akuntansi, mengajar 
dan menyusun kurikulum pendidikan. 
Profesi akuntan pendidik memberikan jasa 
pendidikan kepada seluruh masyarakat agar 
bisa menciptakan akuntan-akuntan baru yang 
lebih profesional. Profesi akuntan pendidik 
sangat dibutuhkan agar seluruh ilmu akuntan 
dapat berkembang dengan sempurna. 
Semua generasi akuntan yang profesional 
dan handal berada ditangan para akuntan 
pendidik. Dalam melakukan tugasnya 
akuntan pendidik harus senantiasa bertindak 
sesuai kode etik yang ada. Akuntan pendidik 
harus menerapkan tanggung jawabnya serta 
senantiasa memegang moral dan profesional 
dalam segala kegiatan yang dilakukannya.

Kode etik akuntan pendidik diperlukan 
agar profesionalitas pendidik dapat 
dipertanggung jawabkan. Akuntan pendidik 
yang menerapkan kode etik dengan baik akan 
menghasilkan generasi baru akuntan yang 
lebih profesional dan beretika. Kurikulum 
yang akan disampaikan juga harus sesuai 
dengan seluruh kode etik akuntan pendidik. 
Pengembangan ilmu akuntansi juga harus 
mengedepankan kode etik akuntan agar 
kedepannya ilmu akuntansi tetap berada 
dalam koridor etika akuntan. Kode etik 
akuntan meliputi tanggung jawab profesi, 
kepentingan publik, integritas, objektivitas, 
kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, 
perilaku profesional, dan standar teknis.

Agama Islam telah mengatur segala 
sesuatu yang ada di dalam berbagai 
unsur kehidupan yang ada di muka bumi. 
Karenanya Allah menjadikan agama ini 
sebagai anugerah bagi bagi seluruh umat. 
Allah berfirman dalam surat Al-Ma’idah ayat 
3 yang artinya :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan 
untukmu agamamu, dan telah Aku 
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah Aku Ridhai Islam sabagai agama 
bagimu...” 

Agama telah mengajak seluruh umatnya 
untuk berbuat sesuai dengan apa yang telah 
ada di Al-Quran. Allah berfirman dalam surat 
Al-An’Am ayat 155 yang artinya :

“Dan ini adalah Kitab (Al-Quran) yang 
Kami turunkan dengan penuh berkah. 
Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu 
mendapat rahmat.”

Syariat Islam ditegakkan berdasarkan 
hukum Allah yang disampaikan kepada 
Rasulullah melalui wahyu. Allah telah 
menitipkan seluruh perintah dan seluruh ilmu 
melalui perantara Rasulullah. Pemikiran 
manusia hanya sebatas mengkaji dan 
mengembangkan dari tafsir apa yang ada 
dalam Wahyu Allah tersebut. Sehingga 
manusia hanya mengedepankan imannya 
dalam mematuhi syariah tersebut (Jauhar, 
2017:XIV).

Kemaslahan umat adalah hal penting 
karena Allah ingin manusia hidup dalam 
kebahagiaan dan kejayaan umat. Maqashid 
Syariah adalah tujuan sebuah syariah. 
Maqashid bisa diartikan dalam bahasa yang 
artinya kesenjangan atau tujuan (Jauhar, 
2017:XIV). Terdapat lima tujuan syariah ini 
yaitu untuk menjaga agama (hifdz Ad-Din), 
menjaga jiwa (hifdz An-Nafs), menjaga akal 
(hifdz Al-Aql), menjaga harta (hifdz Al-Mal), 
menjaga keturunan (hifdz An-Nazl).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat 
dilihat bahwa kode etik akuntan pendidik 
dapat dibandingkan dengan maqashid 
syariah yang telah ada. Sehingga dalam 
implementasinya akuntan pendidik tidak 
hanya berpedoman dalam kode etik akuntan 
yang ada melainkan akuntan pendidik juga 
bisa menerapkan kode etik tersebut sesuai 
dengan Maqashid syariah yang telah ada. 
Sehingga dalam proses pendidikannya akan 
lahir akuntan-akuntan muda yang profesional 
baik dalam profesinya dan sesuai dengan 
Syariat Islam. 

Seorang akuntan pendidik tidak 
hanya bertanggung jawab akan dirinya 
dan profesinya, namun seorang akuntan 
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pendidik juga harus memikirkan bagaimana 
maqashid syariah bisa tercapai dengan 
sempurna. Akuntan pendidik adalah sumber 
awal lahirnya akuntan masa depan. Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bagaimana kode etik 
akuntan pendidik dalam pandangan maqashid 
syariah dan mengeksplorasi impelementasi 
konsep kode etik akuntan pendidik dalam 
pandangan maqashid syariah di Jurusan 
Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

2. Kajian Pustaka
Definisi etika yang telah disampaikan 

beberapa ahli memiliki beberapa kesamaan. 
Beberapa pendapat para ahli semua 
menyatakan bahwa etika itu merupakan 
pembeda dalam melihat mana yang baik dan 
mana yang buruk (Robertson dan Louwers, 
2002:462); (Boyton et al, 2001:97); (Arens 
et al, 2008:98). Prinsip Kode etik akuntan 
Indonesia yang telah ditetapkan oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia IAI diputuskan dalam 
kongres VIII tahun 1998. Kode etik akuntan 
Indonesia bertujuan agar akuntan mampu 
bertanggung jawab kepada publik, pemakai 
jasa akuntan dan rekan. Kode etik ini 
mengatur agar anggota selalu bertanggung 
jawab dan beretika dalam bekerja. Terdapat 
8 prinsip kode etik menurut Ikatan Akuntan 
Indonesia yaitu tanggung jawab profesi, 
kepentingan publik, integritas, obyektifitas, 
kompetensi dan kehati hatian, kerahasiaan, 
perilaku professional, dan standart teknis.

Islam menjaga seluruh apa yang 
ada dalam diri manusia, memperhatikan 
perlindungan untuk semua aspek hidup 
baik moral dan materi. Islam memberikan 
perlindungan melalui syariah yang telah 
ditetapkan. Allah menjelaskan apa saja yang 
perlu dan wajib kita lakukan untuk diri kita 
sendiri maupun sesama manusia. Maqashid 
syariah dalam bahasa terdiri dari dua suku 
kata, kata pertama yaitu maqashid adalah 
kata dari bentuk jamak yaitu maqashid yang 
berarti kesenjangan atau tujuan. Dan kata 
yang kedua yaitu syariah yang artinya jalan 
menuju air (Ibn dan Manzur, 1975:175).

Maqashid syariah adalah seluruh tujuan 
yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya 
dalam  menetapkan hukum-hukum Allah. 
Seluruh tujuan ini dapat dipelajari dalam Al-
Quran dan Hadist. Allah membuat seluruh 
hukum-hukumnya hanya untuk kepentingan 
umat dan mewujudkan kemaslahatan umat 
(M. Zein, 2005:233). Allah menciptakan 
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat-Nya. Kemaslahatan yang dituju tersebut 
yaitu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan 
akhirat. Hal ini disimpulakan dari kajian para 
ulama terhadap seluruh ayat Al-Quran dan 
Hadist (Al-Syatibi, 2003:195).

Birton (2016) dalam penelitiannya 
yang berjudul “Maqasid Syariah Sebagai 
Metode Membangun Tujuan Laporan 
Keuangan Entitas Syariah” bertujuan untuk 
memberikan beberapa penjelasan dari 
konsep maqasid syariah dan membandingkan 
dengan berbagai tujuan laporan keuangan. 
Penelitian ini melihat bagaimana pandangan 
maqashid syariah terhadap laporan 
keuangan entitas syariah. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa maqashid syariah 
berusaha mendorong berbagai macam bentuk 
kebaikan dan menghindari berbagai bentuk 
keburukan. Sedangkan Harkaneri (2013) 
dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi 
Etika Dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut 
Pandang Islam”, telah menyinggung urgensi 
etika dalam sudut pandang Islam. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
penting etika dalam akuntansi, jika dilihat 
berdasarkan sudut pandang Islam. Dalam 
penelitian ini dijelaskan bagaimana Islam 
melihat pentingnya sebuah etika dalam 
akuntansi. Jika etika Islam tersebut dilakukan, 
maka beberapa kasus kecurangan bisnis dan 
kasus pelanggaran etika tidak akan terjadi. 
Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa banyaknya kasus pelanggaran kode 
etik akuntansi bila dilihat dalam sudut 
pandang Islam. Agama Islam merupakan 
agama universal, di mana jika seluruh kode 
etik digabungkan dengan seluruh sudut 
pandang Islam, maka dalam pelaksanaanya 
kecurangan akan menjadi sangat minim.



125 Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, September 2018, hlm 122-130

3. Metode Penelitian
Objek penelitian merupakan sesuatu 

hal yang menjadi perhatian penting dalam 
suatu penelitian. Objek penelitian merupakan 
sasaran dalam penelitian agar memperoleh 
jawaban dari permasalahan yang akan 
diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitian 
yang dipilih adalah Jurusan Akuntansi 
Politeknik Negeri Malang. Jenis penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif,  dalam 
bentuk studi kasus. Metode ini menekankan 
penelitian yang objeknya tidak dapat diukur 
dengan angka ataupun ukuran lainnya. 
Penelitian kualitatif ada karena kasus tertentu 
yang ada pada situasi sosial tertentu. 

Sumber data yang akan digunakan 
dalam penelitian ini yaitu data primer. Data 
primer adalah data yang diperoleh dengan 
cara langsung dari sumbernya untuk bisa 
diamati dan dicatat. Data ini merupakan 
sumber bahan utama penelitian. (Surahmat, 
1994: 134). Dalam hal ini adalah informasi 
atau persepsi dari informan. Sumber 
dari data primer  tersebut diperoleh dari 
penuturan maupun catatan pelaku (Faisal, 
1982: 390-393). Dalam penelitian ini data 
primer yaitu seluruh dokumen atau catatan 
yang disiapkan dan telah ditulis dari semua 
hasil. Data pertama yaitu seluruh wawancara 
dengan ahli dalam bidang syariah dan 
akuntan pendidik mengenai kode etik 
akuntan pendidik dalam prespektif maqashid 
syariah. Data kedua merupakan hasil dari 
kuesioner yang dilakukan kepada mahasiswa 
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang 
mengenai penerapan kode etik akuntan 
pendidik. Penelitian ini membandingkan 
bagaimana kode etik akuntan yang sesuai  
dengan maqashid syariah. Sedangakan yang 
dijadikan narasumber dalam penelitian ini 
adalah pengajar akuntansi pada Jurusan 
Akuntansi Politeknik Negeri Malang serta 
ahli maqashid syariah yang juga sebagai 
pengajar pada Universitas Islam Negeri 
Malang.

Dalam proses pemilihan informan 
digunakan metode purposive sampling 
dengan berbagai kriteria antara lain tenaga 

pendidik atau pengajar yang beragama Islam, 
tenaga pendidik atau pengajar yang memiliki 
ketertarikan dalam bidang pengembangan 
syariah, tenaga pendidik atau pengajar yang 
memegang teguh kode etik akuntan pendidik, 
dan ulama yang memperdalam ilmu tentang 
maqashid syariah.

Sedangkan dalam penyebaran kuesioner 
populasi yang digunakan adalah seluruh 
mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik 
Negeri Malang yang berjumlah kurang 
lebih 1600 orang. Teknik yang digunakan 
dalam memilih responden dalam pengisian 
kuesioner menggunakan metode simple 
random sampling. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan mengacu pada tabel Issac 
dan Michael. Dalam hal ini menggunakan 
signifikansi 5% sehingga jumlah sampel yang 
terpilih minimal sebanyak 286 mahasiswa. 
Namun dalam penyebaran kuesioner 
keseluruhan responden yang telah ikut 
berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 
293 orang.

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam 
teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu 
menyusun daftar pertanyaan. Selanjutnya  
membuat kuesioner untuk lebih mengetahui 
bagaimana implementasi kode etik akuntan 
pendidik. Kuesioner ini dilakukan pada 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang Jurusan 
Akuntansi. Kuesioner ini berisi beberapa 
poin-poin kode etik akuntan pendidik 
yang telah ada. Informan yang dibutuhkan 
yaitu akuntan pendidik yang ada di jurusan 
akuntansi Politeknik Negeri Malang dan 
pengajar Universitas Islam Negeri Malang 
sebagai ahli dalam bidang maqashid syariah.
Responden dipilih berdasarkan metode 
simple random sampling. Dari sekitar 1600 
mahasiswa yang telah mengisi kuesioner 
sebanyak 293 orang, jumlah itu melebihi 
jumlah sampel minimal sebanyak 286 orang. 
Sampel tersebut terdiri dari berbagai program 
studi, baik D4 Akuntansi Manajemen, D3 
Akuntansi, dan D4 Keuangan. Dari hasil 
wawancara dan kuesioner yang telah ada, 
data tersebut digunakan untuk melakukan 
proses berikutnya. Hal kedua, data berbentuk 
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voice recorder diubah terlebih dahulu 
menjadi data dalam bentuk teks. Proses ini 
merupakan proses inti dalam penelitian ini.  
Selanjutnya penelitian ini dikembangkan 
menuju bagaimana seharusnya implementasi 
dari kode etik perspektif maqashid syariah. 
Analisis ini bertujuan agar penelitian ini 
dapat berguna bagi objek yang telah diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan
Dalam proses wawancara, peneliti telah 

menyusun daftar pertanyaan ringkas yang 
dapat dikembangkan dalam berjalannya 
proses wawancara. Hal ini bertujan agar 
narasumber yang ada menjawab pertanyaan 
yang diajukan dengan berpacuan pada kode 
etik akuntan pendidik dan dinilai apakah 
telah sesuai dengan nilai-nilai dari maqashid 
syariah. Terdapat delapan poin dalam kode 
etik akuntan pendidik berdasarkan IAI 
(Ikatan Akuntan Indonesia) yang ada dan 
dinilai berdasarkan lima nilai dalam maqashid 
syariah. 

Kode etik akuntan tersebut dinilai oleh 
narasumber apakah telah sesuai dengan nilai 
nilai maqashid syariah yang telah ada. Nilai-
nilai maqashid syariah tersebut antara lain: 
menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga 
akal, menjaga harta,dan menjaga keturunan. 
Wawancara yang dilakukan kepada tiga 
orang narasumber antara lain yaitu dua orang 
akuntan pendidik pada Jurusan Akuntansi 
Politeknik Negeri Malang dan satu orang 
merupakan ulama yang memperdalam ilmu 
tentang maqashid syariah yang juga pendidik 
di Universitas Islam Negeri Malang.

Tanggung jawab profesi merupakan 
kode etik akuntan pendidik yang pertama. 
Hal ini menyangkut profesionalitas dan 
pertimbangan moral dalam bekerja. Hal ini 
sangat penting mengingat akuntan pendidik 
harus sangat bertanggung jawab dalam proses 
belajar mengajar untuk menyampaikan ilmu 
dengan benar. Kita dapat menilai bagaimana 
kode etik tanggung jawab profesi mampu atau 
tidak dalam memenuhi maqashid syariah. 
Narasumber pertama berpendapat bahwa:

“...Dari kode etik yang pertama yaitu 

tanggung jawab profesi harus profesional 
itu menjaga akal. Pertimbangan moral 
dalam bekerja lebih kearah menjaga 
agama dan jiwa.”

Kode etik akuntan berikutnya yaitu 
kepentingan publik. Sebagai seorang akuntan 
sangat erat kaitannya dengan publik. Hampir 
seluruh akuntan selalu berhubungan dengan 
publik. Baik itu akuntan publik, akuntan 
perusahaan, dan akuntan pendidik itu sendiri.  
Akuntan dituntut untuk menjaga nama baik 
profesinya pada publik. Kepercayaan publik 
sangat erat kaitannya dengan jasa akuntan. 
Sehingga, komitmen dan profesionalisme 
juga dituntut dalam setiap pengambilan 
keputusan untuk tidak menerima segala 
bentuk kecurangan juga sebagai cara agar 
kepercayaan publik tetap terjaga. Sebagai 
akuntan pendidik hal-hal di atas ditananmkan 
pada seluruh anak didik. Dalam hal ini kita 
menilai bagaimana kepentingan publik 
apakah sudah sesuai dengan maqashid 
syariah. Ketiga narasumber berpendapat 
bahwa komitmen dan profesionalisme dapat 
dikategorikan menjaga harta dan menjaga 
akal yang diperkuat dengan kisah dari Nabi 
Yusuf As :

“Jadikan aku menteri yang aku menjaga 
kekayaan ini karena aku orang yang 
amanah dan alim atau mempunyai ilmu. 
Tidak menerima bentuk kecurangan 
menjaga agama.”

Sebagai  akuntan pendidik, integritas 
merupakan hal yang sangat penting. 
Mengajarkan kepada mahasiswa untuk 
bersikap jujur, tegas, dan lugas. Selain itu 
akuntan pendidik tidak bisa memberikan 
informasi yang menyesatkan mahasiswa. 
Narasumber kedua berpendapat bahwa 
semua hal yang menyangkut dengan 
integritas merupakan proses dalam menjaga 
agama. Hal ini diperkuat dengan pendapat 
dari narasumber ketiga yaitu “Jujur, tegas, 
dan lugas bisa artinya apa adanya ya. Jujur ini 
menjaga agama. Tegas disini bisa menjaga 



127 Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, September 2018, hlm 122-130

harta dan agama. Kalau tidak menyampaikan 
informasi yang menyesatkan ini , menjaga 
jiwa dan menjaga keturunan.”

Ketika menjalankan segala sesuatu 
dalam profesi dengan tegas, maka seluruh 
harta akan terjaga. Karena ketika terjadi 
peluang kecurangan, kita akan tegas untuk 
menjawab tidak. Selain itu, menyampaikan 
informasi yang tidak menyesatkan termasuk 
dalam menjaga keturunan, dalam hal ini 
bukan hanya keturuan biologis melainkan 
keturunan atau kelanjutan profesi. Selain 
itu menjaga jiwa, ketika tidak ada informasi 
yang menyesatkan maka jiwa orang yang 
telah dididik tidak terancam.

Dalam profesi akuntan pendidik, 
objektivitas berkaitan dengan tidak 
terpengaruh benturan kepentingan, baik 
kepentingan pribadi atau golongan. Selain 
hal itu adil dalam mengambil keputusan, 
keputusan tersebut bisa terkait dengan 
nilai ataupun dalam memperlakukan setiap 
individu mahasiswa. Narasumber pertama 
berpendapat sebagai berikut: “Objektivitas 
adalah kita tidak terpengaruh benturan 
kepentingan yang berarti menjaga harta. 
Dengan kata lain, adil dalam mengambil 
keputusan. Kalau kita perhatikan dalam segi 
akuntan di perusahaan yang berbentuk PT 
kita harus adil dalam membagi deviden dan 
mengambil keputusan.”

Mengacu pada pendapat di atas bahwa 
menjaga harta dalam pendapat tersebut 
adalah tidak mementingkan diri sendiri dan 
golongan. Sehingga ketika bekerja harus 
totalitas dan tidak gaji buta. Dalam sesi lain 
narasumber kedua memberikan pendapat 
bahwa objektifitas merupakan proses dalam 
diri kita untuk menjaga akal dan jiwa.

Sebagai seorang akuntan pendidik 
kompetensi sangat dibutuhkan untuk 
penyampaian materi. Karena dalam hal 
ini ilmu pengetahuan sangat cepat untuk 
berkembang. Sebagai pendidik seharusnya 
selalu mengembangkan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki. Selain itu pendidik dituntut 
untuk selalu bertindak tekun dan cermat.
Narasumber ketiga berpendapat bahwa: 

“Memelihara pengetauhan dan keahlian 
profesi ini adalah menjaga akal. Bertindak 
tekun dan cermat ini adalah menjaga harta. 
Berhati hati dalam mengambil keputusan ini 
adalah menjaga agama dan menjaga harta.”

Dalam hal ini unsur menjaga harta 
lebih banyak, karena akuntansi berhubungan 
dengan harta. Ketika terjadi kesalahan dan 
ketidak hati-hatian maka harta tidak akan 
terjaga lagi. Pendapat di atas diperkuat lagi 
dengan penjelasan yang lebih mendalam oleh 
narasumber “Jadi gini ilmu itu ada dua kan 
yang harus dimiliki, pertama ilmu yang terkait 
dengan kewajiban Allah SWT yang dalam  
menjalankan kewajiban itu ada ilmunya. 
Jadi kalau sebagai pendidik harus ada ilmu 
sebagai pendidik. Kedua ilmu yang terkait 
sebagai profesinya, saya sebagai akuntan 
berarti saya harus memiliki ilmu akuntansi.” 
Memelihara pengetahuan dan keahlian 
merupakan kewajiban dari setiap manusia. 
Tidak sedikit perintah untuk selalu belajar 
dan menuntut ilmu. Bahkan di dalam Al 
Quran terdapat ayat yang ada kaitannya 
dengan profesi dan ilmunya. Sehingga dapat 
diambil pelajaran bahwa semua tindakan 
harus didasari oleh ilmu pengetahuan dan 
selalu dikembangkan. Berhati-hati dalam 
mengambil keputusan juga merupakan hal 
penting dalam perilaku akuntan pendidik. 
Selain mengambil keputusan untuk dirinya 
sendiri, akuntan pendidik wajib menanamkan 
pada anak didiknya untuk selalu berhati-hati 
dalam mengambil keputusan. Hal tersebut 
diperkuat dengan hadist sebagai berikut: 

“Kehati-hatian itu datangnya dari Allah 
SWT, sedangkan ketergesa-gesaan itu 
datangnya dari setan.” (HR Baihaqi)

Kerahasiaan informasi merupakan 
hal yang perlu diperhatikan oleh seorang 
pendidik. Dalam hal ini sebagai contoh 
yaitu aib dari mahasiswa. Sebaiknya seorang 
pendidik tidak menyampaikan sesuatu aib 
mahasiswa di depan kelas. Pendidik bisa 
melakukan pendekatan melalaui pemanggilan 
siswa yang bersangkutan. Selain itu tidak 
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sedikit pendidik yang memiliki profesi 
akuntan lain. Dalam hal ini informasi 
klien diluar tidak bisa diceritakan kepada 
siapapaun termasuk dalam proses belajar 
mengajar. Narasumber pertama berpendapat 
bahwa “Menjaga kerahasiaan informasi dan 
tidak menggunakan informasi klien untuk 
kepemtingan pribadi itu menjaga agama, 
yang berarti kita amanah.” 

Sedangkan narasumber kedua memiliki 
pendapat bahwa tidak menggunakan 
informasi klien dan kerahasiaan termasuk 
dalam upaya kita menjaga harta dan agama. 
Hal ini karena agama sangat memegang teguh 
sikap amanah. Sebagai seorang akuntan 
tidak bisa semena-mena menggunakan data 
klien. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari 
narasumber ketiga yang ahli dalam kajian 
maqashid syariah yang menyatakan bahwa 
“Menjaga kerahasiaan informasi ini untuk 
menjaga agama dan akal. Tidak menggunakan 
informasi klien untuk kepentingan pribadi 
ini untuk menjaga agama dan menjaga jiwa. 
Informasi yang salah juga bisa merusak 
generasi. Selain itu informasi yang salah 
juga bisa menghilangkan harta, bahkan 
sampai bisa menghilangkan jiwa. Menjaga 
kerahasiaan informasi ini kaitannya dengan 
amanah.”

Dari pendapat di atas dapat kita 
perhatikan bahwa menjaga rahasia 
merupakan hal yang sangat penting. Tidak 
hanya menjaga agama, bahkan jiwa seseorang 
bisa terenggut ketika tidak bisa menjaga 
rahasia. Tidak menggunakan informasi klien 
untuk kepentingan pribadi juga merupakan 
proses dalam menjaga agama dan jiwa. 
Sebagai contoh pada dunia bisnis zaman 
sekarang ketika seorang akuntan tidak dapat 
menjaga rahasia seoran klien maka beresiko 
menghilangkan jiwa. Bahkan dalam dunia 
bisnis terkadang bisa menghalalkan segala 
cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. 
Ketika seseorang berbuat kesalahan maka 
sesorang tersebut akan berbuat kesalahan 
lagi untuk menutupi kesalahan yang telah 
diperbuatnya. Namun seperti yang kita 
ketahui sebagai seorang mukmin kita 

memiliki perintah untuk selalu menjaga harta 
dan jiwa orang lain. 

Dalam hal yang berkaitan dengan 
akuntan pendidik, akuntan pendidik harus 
taat dengan apa yang telah diatur oleh 
ketentuan hukum dan peraturan. Selain itu 
nama baik profesi harus selalu diperhatikan 
dan dijaga dalam setiap tindakan. Bertindak 
profesional dalam bekerja demi menjaga 
nama baik dan melahirkan akuntan baru 
yang lebih baik. Narasumber pertama yang 
merupakan akuntan pendidik berpendapat 
sebagai berikut “Mematuhi ketentuan hukum 
dan peraturan ini jelas menjaga agama dan 
menjaga keturunan. Selain itu, menjaga 
reputasi baik profesi juga menjaga agama dan 
menjaga keturunan. Karena ketika kita tidak 
menjalankan ketentuan hukum dan peraturan 
jelas anak keturunan kita ikut.”

Dari pendapat di atas dapat kita peroleh 
sebuah gambaran bahwa betapa pentingnya 
menjaga perilaku profesional. Narasumber 
kedua berpendapat bahwa perilaku profesional 
merupakan hal mutlak. Hal tersebut untuk 
menjaga agama dan harta, karena ketika 
akuntan pendidik bersikap profesional 
maka tidak akan mencari keuntungan untuk 
dirinya sendiri. Sedangkan, narasumber 
ketiga berpendapat sebagai berikut “Perilaku 
profesional mematuhi ketentuan hukum 
dan peraturan menjaga agama. Menjaga 
reputasi baik profesi ini untuk menjaga 
keturunan. Keturunan yang dimaksud disini 
bukan keturunan biologis saja, melainkan 
keturunan profesi juga jangan sampai karena 
satu akuntan ini nama akuntan ini jadi buruk. 
Ini juga gitu menanamkan mahasiswa untuk 
selalu komitemen terhadap aturan yang ada.” 
Dalam hal ini akuntan pendidik menanamkan 
nilai-niali serta komitmen terhadap aturan dan 
etika. Dalam proses pembelajaran mahasiswa 
diberikan pedoman berupa nilai-nilai kode 
etik akuntan. Sehingga setelah lulus, akuntan 
muda sudah paham dan dapat memenuhi 
apa yang tertuang dalam kode etik profesi 
akuntan. Standart teknis dibuat dan disusun 
oleh ahli dalam bidangnya yang tergabung 
dalam ikatan profesi. Hal ini semata-mata 
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karena menjaga akal untuk selalu memenuhi 
dan bertindak sesuai standart. Berbeda dengan 
pendapat narsumber pertama, narasumber 
kedua berpendapat bahwa itu semua dalam 
proses menjaga agama dan menjaga jiwa.

Selain itu mengambil keputusan 
sesuai standart merupakan prsoses menjaga 
akal dan agama. Karena di situlah kita 
menggabungkan agama dan akal. Ketika 
memenuhi standart teknis harus sesuai akal 
dan aturan yang bersifat logika. Namun, 
disisi lain ada pertanggung jawaban kepada 
Allah SWT. Sebagai contoh narasumber 
ketiga berpendapat bahwa “Ini tadi saya 
sampaikan ada pertanggung jawaban, jadi 
jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak 
punya ilmu tentangnya. Ibaratnya begini 
kalau kita melakukan sholat niatnya ikhlas 
dan tepat. Kalau perusahaaan melakukan 
peraturan jual beli, kalau yang dipraktekan 
tidak sesuai dengan aturan kan jadi masalah. 
Jadi bertindak ini bagian dari jangan bertindak 
jika tidak mempunyai ilmu karena semua 
akan dimintai pertanggung jawaban.”

Terkait dengan implementasi kode etik 
akuntan pendidik dalam perspektif maqashid 
syariah, penelitian dilakukan dengan 
membagikan kuesioner pada mahasiswa 
seluruh program studi di Jurusan Akuntansi 
Politeknik Negeri Malang.  Kuesioner 
tersebut mngukur implementasi kode etik 
akuntan pendidik yang diuraikan dalam 18 

pertanyaan. Penilaian ini dilakukan untuk 
menilai seberapa baik akuntan pendidik 
dalam menjalanakan kode etiknya sebagai 
akuntan pendidik. Selain itu beberapa 
pertanyaan digunakan untuk menilai seberapa 
jauh akuntan pendidik melakukan nilai-
nilai maqashid syariah. Berikut data hasil 
rangkuman kuesioner yang telah dibagikan.

5. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada Jurusan Akuntansi Politeknik 
Negeri Malang, dapat diperoleh hasil bahwa 
kode etik akuntan pendidik telah sesuai 
dengan nilai-nilai maqashid syariah. Pendidik 
menilai bahwa apa yang telah dilakukan 
dan dipatuhi telah sesuai dengan maqashid 
syariah. Semua poin yang telah tertulis dapat 
memenuhi konsep dasar maqashid syariah. 
Poin dalam kode etik akuntan pendidik 
memenuhi dalam proses menjaga agama, 
menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta 
serta menjaga ketuturan.

Dalam hal implementasi kode etik 
akuntan, responden menilai pendidik telah 
memenuhi dan mematuhi kode etik akuntan 
pendidik. Hanya sebagian kecil responden 
mengungkapkan bahwa, pendidik belum 
memenuhi hal-hal yang menyangkut kode 
etik dan maqashid syariah. Selain itu, tanpa 
disadari pendidik telah menamkan konsep 
dasar maqashid syariah kepada mahasiswa. 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Kuesioner
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Di sisi lain ahli maqashid syariah telah 
memberikan beberapa teori dan sikap 
yang menunjukan bahwa kode etik 
akuntan pendidik sudah memenuhi konsep 
maqashid syariah. Selain itu kode etik yang 
berlandaskan budaya dapat memenuhi dan 
mengarahkan pendidik menuju akhlak yang 
berlandaskan Al Quran dan Hadist. Kode etik 
yang ada bisa diterapkan untuk memenuhi 
kebutuhan umat yang sesuai dengan konsep 
maqashid syariah.

Narasumber berpendapat bahwa kode 
etik akuntan pendidik telah sesuai dengan 
maqashid syariah secara keseluruhan.  Dalam 
implementasinya maqashid syariah di Jurusan 
Akuntansi Politeknik Negeri Malang telah 
memuat secara detail aspek-aspek menjaga 
agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 
harta, dan menjaga keturunan. Secara umum 
aspek-aspek tersebut telah terpenuhi di dalam 
kode etik akuntan pendidik.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur 
kesesuian kode etik akuntan pendidik dengan 
maqashid syariah adalah aspek subjektif 
dan aspek objektif. Aspek subjektif tersebut 
merupakan motivasi diri untuk berorientasi 
pada nilai-nilai agama, sedangkan aspek 
objektif merupakan motivasi diri untuk 
berorientasi pada harta, akal, jiwa, dan 
keturuanan. Hal yang terkait dengan masalah-
masalah menjaga agama dinilai dari unsur 
niat dan motivasi. Dari kode etik yang telah 
ada kita dapat melihat kandungan dua unsur 
tersebut. Peran pendidik sangat penting dalam 
menanamkan motifasi pada mahasiswa untuk 
berorientasi pada akhirat.

Pendidik harus memunculkan motivasi 
anak didik untuk selalu menjalankan segala 
perintah Allah SWT dan menjauhi larangan 
Allah SWT dalam segala situasi. Akuntan 
pendidik juga dituntut untuk meningkatkan 
kualitas diri anak didiknya. Sehingga 
tidak hanya menjalankan peraturan sesuai 
kode etik, tetapi bisa menjalankan aturan 
berlandaskan akhlak Islam. Sehingga 
mahasiswa yang melalui proses pendidikan 
tidak hanya suskses di dunia namun juga 
sukses di akhirat.
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Abstract
This study aims to analyze the harmony in village financial management 
in realizing good governance which is seen from the principles of trans-
parency, accountability, and participatory. This research is a qualitative 
research using interpretive paradigm with informants namely the Village 
Head, Village Secretary, Section Head, Village Consultative Agency, and 
Community. The findings indicate that village financial management 
starting from the planning, implementation, administration, reporting, 
and accountability stages has proceeded in according to the principles of 
transparency, accountability and participatory compliance with the laws 
and regulations derived from it.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keharmonisan dalam 
pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance yang 
dilihat dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma in-
terpretif dengan informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala 
Seksi, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Temuan menun-
jukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah 
berjalan sesuai dengan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan parti-
sipatif yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan turunannya. 

1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang terdiri 
dari 74.957 desa (Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode 
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah). 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pas-
al 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hokum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang un-
tuk mengaturdan mengurus urusan pemerin-
tahan, kepentingan masyarakat setempat ber-
dasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

http://jraam.polinema.ac.id/index.php/jraam1/article/view/102
mailto:Agus_Polly@yahoo.com
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dan/atau hak tradisional yang diakui dan di-
hormati dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa 
juga sering kali identik dengan masyarakat 
yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul 
Anwar (2012) dalam Rahmawati; 2015), na-
mun sebenarnya desa memiliki budaya yang 
turun temurun dan kearifan lokal yang luar 
biasa. Keberadaan desa juga diperkuat den-
gan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa  yang memberikan sebuah 
revolusi pada desa untuk dapat mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dana/atau hak tr-
adisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia. 

Seiring dengan adanya Undang-Undang 
ini, pemerintah juga mengguncurkan dana 
desa dalam membiayai kegiatan pemerintah 
desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (APBN). Adanya 
dana desa membuat pendapatan desa semakin 
bertambah yang semulanya pendapatan desa 
hanya bersumber dari pendapatan transfer 
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 
kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan 
keuangan, dan pendapatan lain-lain. Sehing-
ga membuat Pemerintah Desa untuk berha-
ti-hati dalam bekerja.

Penggunaan pendapatan desa untuk 
membiayai kegiatan di desa diharapkan dapat 
berpegang teguh pada asas-asas pengelolaan 
keuangan desa seperti yang tertera dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuan-
gan Desa yakni keuangan desa dikelola ber-
dasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. Asas-asas ini merupakan 
perwujudan dari good governance. Di mana 
good governance adalah sebuah tuntutan dari 
publik  yang harus dipenuhi oleh pemerintah 
desa dalam rangka pencapaian tujuannya. 
Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan tiga 
unsur dalam ruang governance agar dapat 
bekerja dengan baik yakni pemerintah, sektor 

swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Un-
sur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut 
fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada 
masa yang akan datang diperlukan kerja 
sama dari unsur tersebut agar pemerintah be-
nar-benar mampu memerintah (Amiruddin et 
al; 2012)

Dalam rangka menanggapi tuntutan pub-
lik terhadap pemerintah desa dalam men-
ciptakan good governance maka diharuskan 
pemerintah desa dapat memperbaiki kinerja 
birokrasi yang profesional guna mening-
katkan pelayanan pada publik. Seperti yang 
terjadi pada Desa Uma Beringin Kecamatan 
Kabupaten Sumbawa, di mana desa ini mer-
upakan desa yang menerima predikat Desa 
Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh 
Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara 
Barat dan maju dalam festival DBIP tingkat 
nasional pada tahun 2017 dan menjadi per-
wakilan desa-desa yang ada di Kabupaten 
Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
serta berkompetisi dalam festival dengan ke-
giatan Cerdas Tangkas, Gelar Budaya, Sam-
bung Rasa, dan penganugerahan DBIP Award 
melawan 5.000 desa dari 34 Provinsi yang 
diselenggarakan mulai dari 28 November 
2017 – 30 November 2017 di Hotel Lombok 
Raya, Mataram, NTB (www.kominfo.go.id).
Adanya hal tersebut diharapkan Pemerintah 
Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes 
khususnya dan Pemerintah Desa lainnya 
dapat meningkatkan kinerja dalam bekerja 
guna menciptakan good governance. Tercip-
tanya good governance juga perlu didukung 
dengan keharmonisan hubungan antara pe-
merintah desa, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), dan masyarakat dalam setiap 
tahapan pengelolaan keuangan desa seperti 
yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sum-
bawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pe-
doman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa 
tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban yang 
dijalankan berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran Adanya kehar-
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monisan antara pemerintah desa, BPD, dan 
masyarakat begitu penting agar tidak terjadi 
hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. 
Adapun perbedaan dengan penelitian terda-
hulu antara lain Thomas (2013); Irma (2015); 
Nafidah dan Mawar (2015)  sebagian besar 
menyoroti pengelolaan keuangan desa dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan per-
tanggungjawaban, sehingga untuk meleng-
kapi penelitian terdahulu, peneliti menam-
bahkan tahap penatausahaan dan pelaporan 
dalam pengelolaan keuangan desa serta loka-
si penelitian yang berbeda dengan penelitian 
sebelumnya yakni dalam penelitian ini ber-
lokasi pada Desa Uma Beringin Kecamatan 
Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Penelitian 
ini juga melengkapi penelitian terdahulu 
yang hanya melihat pengelolaan keuangan 
desa dari asas akuntabilitas (Irma (2015); 
Nafidah dan Mawar (2015); Indrianasari 
(2017)), dan asas transparansi (Amiruddi, et 
al (2012; Iqsan (2016); Ritongo dan Syam-
sul (2016)), untuk melengkapi penelitian ini 
maka peneliti melihat pengelolaan keuangan 
desa dari asas akuntabilitas, transparansi, dan 
menambahkan asas partisipasi sebagaimana 
tercantum dalam Permendagri 113/2014 dan 
Perbup. Sumbawa No. 12/2015. Atas dasar 
inilah, maka penulis tertarik meneliti tentang 
keharmonisan dalam pengelolaan keuangan 
desa untuk mewujudkan good governance 
baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-
jawaban pada Desa Uma Beringin Kecamatan 
Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Adanya tu-
lisan ini diharapkan pengelolaan keuangan 
desa pada Desa Uma Beringin Khususnya 
dan Desa-Desa lain pada umumnya dapat 
berjalan secara maksimal dan mengedepank-
an kebutuhan publik.

2. Kajian Teori
Teori yang mendasari penelitian ini adalah 
bagian dari agency theory yaitu stewardship 
theory yang dikemukakan oleh Donaldson 
dan Davis (1991). Teori ini menggambar-
kan situasi di mana para manajemen tida-
klah termotivasi oleh tujuan-tujuan indivi-

du tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil 
utama mereka untuk kepentingan organisasi. 
Teori tersebut mengasumsikan bahwa adan-
ya hubungan yang kuat antara kepuasan dan 
kesuksesan organisasi. Kesuksesan organi-
sasi menggambarkan maksimalisasi utilitas 
kelompok principals dan manajemen. Maksi-
malisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya 
akan memaksimumkan kepentingan individu 
yang ada dalam kelompok organisasi terse-
but.

Stewardship theory berangkat dari pers-
pektif pemikiran akuntansi manajemen yang 
banyak didasari teori-teori psikologi dan so-
siologi. Dalam stewardship theory, pengelo-
laan organisasi difokuskan pada harmonisa-
si antara pemilik modal (principles) dengan 
pengelola modal (steward) dalam mencapai 
tujuan bersama. Stewardship theory dalam 
akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola 
kepemimpinan dan hubungan komunikasi an-
tara shareholder dan manajemen, atau dapat 
pula hubungan antara top manajemen den-
gan para manajer dibawahnya dalam sebuah 
organisasi perusahaan dengan mekanisme 
situasional yang mencakup filosofis manaje-
men dan perbedaan budaya organisasi, dan 
kepemimpinan dalam pencapaian tujuan ber-
sama tanpa menghalangi kepentingan mas-
ing-masing (Anton, 2010). 

Implikasi stewardship theory terhadap 
penelitian ini, dapat menjelaskan eksisten-
si Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga 
yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai 
dengan kepentingan publik dengan melak-
sanakan tugas dan fungsinya dengan transpar-
an, akuntabel, dan mengedepankan partisipa-
tif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran dalam pengelolaan keuangan yang 
dilakukannya, sehingga tujuan ekonomi, pe-
layanan publik maupun kesejahteraan mas-
yarakat dapat tercapai secara maksimal. Un-
tuk terpenuhinya good gevernance dalam 
pengelolaan keuangan desa maka stewards 
(manajemen) atau pemerintah desa menger-
ahkan semua kemampuan dan keahliannya 
dalam mengefektifkan pengendalian intern 
untuk dapat menghasilkan laporan informasi 
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keuangan yang berkualitas dan dapat meme-
gang teguh asas transparansi dalam pengelo-
laan keuangan desa.

Indonesia sebagai sebuah negara diba-
ngun di atas dan dari desa, desa merupa-
kan pelopor sistem demokrasi yang otonom 
dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah 
memiliki sistem dan mekanisme pemerintah-
an serta norma sosial masing-masing. Inilah 
yang menjadi cikal bakal sebuah negara ber-
nama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah ka-
wasan otonom memang diberikan hak-hak 
istimewa, salah - satunya adalah terkait pen-
gelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan 
anggaran desa harus diterapkannya prinsip 
transparansi karena desa adalah ujung tom-
bak dari miniatur pemerintahan Republik In-
donesia (Iqsan; 2016).

Desa adalah suatu wilayah yang diting-
gali oleh sejumlah orang yang saling men-
genal, hidup bergotong royong, memiliki 
adat istiadatnya yang relatif sama, dan mem-
punyai tata cara sendiri dalam mengatur ke-
hidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar 
pencahariannya adalah bertani atau nelayan.
Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup da-
lam satu budaya yang relatif homogen, mas-
yarakat desa terikat oleh kesamaan dan ke-
satuan sistem  nilai sosial budaya. Mereka 
bermasyarakat rukun dan guyub. Karena itu 
mereka disebut  masyarakat paguyuban (ge-
meinschaft) (Amiruddin, et al; 2012).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah 
desa dan desa adat atau disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesat-
uan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepent-
ingan masyarakat setempat berdasarkan pra-
karsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu-
an Republik Indonesia. Undang-Undang ini 
juga menjelaskan bahwa yang menjalankan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat ialah pe-
merintah desa yakni kepala desa dibantu oleh 

perangkat desa sebagai unsur penyeleng-
garaan pemerintahan desa. Di mana dalam 
konteks pengelolaan keuangan desa kepala 
desa merupakan pemegang kekuasaan pen-
gelolaan keuangan desa dan mewakili Pe-
merintah Desa dalam kepemilikan kekayaan 
milik desa yang dipisahkan. Kepala desa juga 
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan  Desa (PTPKD) yakni sekretaris 
desa, kepala seksi, dan bendahara. 

Good governance merupakan tuntut-
an yang wajib dipenuhi oleh negara dalam 
rangka mencapai tujuannya. Di mana karak-
teristik good governance dalam pengelolaan 
keuangan desa yakni pemerintah desa wa-
jib mengedepankan asas-asas transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipatif dalam bekerja 
guna terpenuhi tuntutan tersebut. 

Transparansi merupakan  salah satu prin-
sip dari good governance. Transparansi  ter-
bentuk atas dasararus informasi yang bebas 
atas seluruh proses pemerintahan, lemba-
ga-lembaga dan informasi yang perlu diak-
ses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
dan informasi yang tersedia harus memadai 
agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep 
transparansi berhubungan erat dengan adan-
ya ketersediaan informasi, kemudahan diak-
ses dan digunakan oleh masyarakat maupun 
pemangku kepentingan lainnya.

Namun transparansi tidak hanya sebatas 
ketersediaan informasi dan informasi terse-
but dapat di akses oleh publik, namun juga 
disajikan (dipublikasikan) dengan tepat wak-
tu. Informasi yang dipublikasikan dengan 
tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat 
dan berpengaruh dalam pengambilan kepu-
tusan publik terkait dengan penyelenggaraan 
pemerintahan, khususnya yang berhubungan 
dengan pengelolaan keuangan daerah (Ri-
tonga dan Syamsul; 2016).Sehingga dalam 
konteks transparansi pengelolaan keuangan 
desa, pemerintah desa wajib transparan da-
lam bekerja yakni dari tahap perencanaan 
hingga pertanggungjawaban. Sehingga dari 
pembentukan rancangan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Desa (APBDes) hingga di-
terbitkannya laporan pertanggungjawaban 
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harus benar-benar menggambarkan keadaan 
sebenarnya. Dalam mencapai transparan-
si tersebut pemerintah desa wajib bersedia 
memberikan informasi kepada publik dengan 
tepat waktu dan mempertimbangkan kemu-
dahan publik untuk mendapatkan informasi 
serta informasi yang diberikan mudah dipa-
hami, benar apa adanya, akurat, memadai, 
dan lengkap.

Akuntabilitas menjadi salah satu unsur 
pokok dalam mewujudkan good governance 
yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada 
saat ini. Akuntabilitas publik masyarakat bah-
wa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, 
baik dalam membuat kebijakan (public poli-
cy), mengatur dan membelanjakan keuangan 
negara maupun melaksanakan penegakan hu-
kum haruslah terukur dan dapat dipertanggu-
ngjawabkan kepada masyarakat. Akuntabil-
itas suatu perwujudan kewajiban dari suatu 
instansi pemerintah untuk mempertanggung-
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelak-
sanaan misinya. Implementasi akuntabilitas 
dilakukan melalui pendekatan strategis yang 
akan mengakomodasi perubahan-perubahan 
cepat yang terjadi pada organisasi dan sece-
patnya menyesuaikan diri dengan perubahan 
tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan 
pihak-pihak yang berkepentingan (Kusuma; 
2012).

Adanya akuntabilitas dapat dilaku-
kan dengan cara memberikan akses kepada 
semua pihak yang berkepentingan untuk ber-
tanya atau menggugat pertanggungjawaban 
yang diberikan oleh pemerintah desa baik 
pada tingkat program, daerah, maupun mas-
yarakat. Dalam hal ini pemerintah desa diwa-
jibkan mengedepankan asas akuntabel yakni 
memberikan pertanggungjawaban kepada 
publik baik pada masyarakat, BPD, Pemerin-
tah daerah dan pemangku kepentingan lainn-
ya atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. 
namun tidak pada pihak eksternal saja, dalam 
struktur kepemerintahan baik atasan kepa-
da bawahan maupun bawahan ke atasan ha-
rus akuntabel dalam bekerja, guna tidak ada 
tumpang tindih dalam bekerja.

Adanya perubahan paradigma anggaran 

di era reformasi menuntut adanya partisipa-
si masyarakat (publik) dalam keseluruhan 
siklus anggaran. Dalam konteks keuangan 
desa, untuk menciptakan akuntabilitas kepa-
da publik diperlukan partsipasi Kepala Desa 
dan masyarakat  dalam penyusunan dan pen-
gawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. Adanya partisipasi masyarakat mer-
upakan kunci sukses dari pelaksanaan oto-
nomi ditingkat desa karena dalam partisipasi 
menyangkut aspek perencanaan dan penga-
wasan anggaran. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan 
desa semua unsur yang terdapat dalam mas-
yarakat desa perlu berpartisipasi dalam pen-
gelolaan keuangan desa. Di mana unsur-un-
sur tersebut antara lain pemerintah desa, 
BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pemuda, dan lain-lain perlu berpartisipasi da-
lam pengelolaan keuangan desa. Unsur-unsur 
ini dapat berpartisipasi melalui penyampaian 
gagasan dalam pengelolaan keuangan desa 
yang digunakan untuk pembangunan desa, 
baik berupa pembangunan infrastruktur, 
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan 
masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 
tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 
desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa menegaskan bahwa dalam 
pengelolaan keuangan desa terdiri dari beber-
apa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-
jawaban. 

Tahap perencanaan dalam pengelolaan 
keuangan desa mengulas tentang penyusunan 
Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa ta-
hun berkenan yang dilakukan oleh Sekretaris 
Desa hingga penyusunan Rancangan APB-
Des yang dilakukan melalui Musrembang. 
baik di tingkat dusun maupun desa sehingga 
terbentuklah APBDess yang transparan dan 
mengedepankan partisipatif. Kemudian Ran-
cangan APBDes dievaluasi oleh Bupati dan 
terakhir penetapan APBDes.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan 
keuangan desa mengulas bagaimana Kepala 
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Seksi bertanggung jawab atas kegiatan yang 
dilaksanakan. bentuk pertanggungjawaban 
perlu juga didukung dengan adanya dokumen 
rencana anggaran biaya, buku kas pembantu 
kegiatan, surat permintaan pembayaran, per-
nyataan tanggung jawab belanja, dan bukti 
transaksi yang telah di verifikasi oleh Sek-
retaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. 
Tahap pelaksanaan di sini juga menilai seber-
apa jauh pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa melibatkan unsur masyarakat.

Tahap penatausahaan dalam pengelolaan 
keuangan desa menilai bagaimana akunta-
belnya Bendahara Desa baik pada Sekretaris 
Desa, Kepala Desa, maupun Pemerintah di 
atasnya mempertanggungjawabkan kas desa. 
Di mana bentuk pertanggungjawabannya 
ialah Bendahara Desa melakukan pencatatan 
setiap penerimaan dan pengeluaran serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan se-
cara tertib. Pencatatan tersebut menggunakan 
buku kas umum, buku kas pembantu pajak, 
dan buku bank.

Tahap pelaporan dalam pengelolaan 
keuangan desa dalam hal ini ialah menilai 
akuntabel dan transparansi pemerintah desa 
yang diwakili oleh Kepala desa dalam hal 
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes. kepada Bupati berupa laporan se-
mester pertama dan semester kedua. Seh-
ingga dibutuhkan pertanggungjawaban dan 
transparansi anggaran kepada pemerintah 
diatasnya.

Terakhir yakni tahap pertanggungjawa-
ban. Dalam tahap ini pemerintah desa berke-
wajiban menjalankan asas akuntabilitas 
dan transparansi baik kepada Bupati setiap 
tahun anggaran serta diinformasikan kepa-
da masyarakat secara tertulis dan dengan 
media informasi yang mudah di akses oleh 
masyarakat. Laporan pertanggungjawaban 
tersebut berisi laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes., laporan kekayaan milik desa, dan 
laporan tentang program pemerintah dan pe-
merintah daerah yang dilaksanakan di desa.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskrip-

tif kualitatif, di mana penelitian ini berguna 
untuk mengungkapkan atau menemukan apa 
yang terjadi dan kemudian membuktikan apa 
yang ditemukan, penelitian ini juga untuk 
memahami fenomena yang terjadi di mas-
yarakat yang dinilai dari perilaku, persepsi, 
dan lain-lain dari informan. Dalam penelitian 
ini juga menggunakan paradigma interpretif. 
Paradigma interpretif berasal dari pemikiran 
Jerman. Fokus paradigma ini adalah pada 
bahasa, interpretasi simbol, dan pemahaman 
ilmu sosial serta pemikiran manusia. Da-
lam sosiologi, manusia dan sosial memiliki 
hubungan saling mempengaruhi secara in-
heren (Darmayasa dan Yuyung, 2015). Kual-
itas teori dalam paradigma ini diukur dari 
kemampuannya untuk memaknai serta lebih 
cenderung mengungkapkan temuan-temuan 
yang ada di masyarakat, sehingga penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis harmoni-
sasi dalam pengelolaan keuangan desa un-
tuk mewujudkan good governance baik dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatau-
sahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
pada Desa Uma Beringin Kecamatan Unter 
Iwes Kabupaten Sumbawa. Sehingga infor-
man dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, 
Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi 
Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, Badan 
Permusyawaratan  Desa, Masyarakat yang 
berpartisipasi dalam Musrenbang. baik di 
tingkat dusun maupun desa.

Adapun teknik pengumpulan data yakni 
menggunakan wawancara tidak terstruktur. 
Di mana peneliti tidak menggunakan pe-
doman wawancara yang telah tersusun secara 
sistematis dan terinci, namun secara besar 
peneliti berpedoman pada Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peratur-
an menteri DalamNegeri  Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa, sehingga satuan kajian da-
lam penelitian ialah mengarah pada perhatian 
peneliti yakni mengungkap keharmonisan 
Pemerintah Desa dengan, BPD, dan mas-
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yarakat dalam pengelolaan keuangan desa 
dalam mewujudkan good governance dari 
asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan par-
tisipatif. Penilaian good governance dalam 
pengelolaan keuangan desa di nilai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban. teknik 
analisis data meliputi mereduksi data, meny-
ajikan data, memverifikasi data, dan menarik 
kesimpulan

4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sumbawa (2017) Desa 
Uma Beringin merupakan desa yang berada 
di wilayah Kecamatan UnterIwes Kabupat-
en Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Luas wilayah Desa Uma Beringin mencapai 
3,66 KM2 dan jarak dari kantor kecamatan 
ke kantor desa 1,KM serta memiliki jumlah 
penduduk sebesar  2.304 jiwa dengan 1.137 
jiwa laki-laki dan 1.167 jiwa perempuan. 
Desa ini memiliki 3 dusun yakni Dusun Un-
terGedong, Dusun Uma Beringin, dan Dusun 
Uma Kopang. Dengan jumlah aparatur desa 
berjumlah 9 orang, ketua RW 8 orang, dan 
ketua RT 16 orang. Adapun batas wilayah, 
mata pencarian, dan jumlah aparatur desa 
disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Batas Wilayah Desa Uma Beringin

Sumber: www.umaberinginsumbawa.desa.kemende-
sa.go.id, 2018

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Uma 
Beringin

Sumber: www.sumbawakab.bps.go.id, 2018

Berdasarkan Tabel 2 maka mayoritas mas-
yarakat Desa Uma Beringin menjadi petani 
sebanyak 211 kepala keluarga atau sekitar 
39%. Sedangkan masyarakat yang bermata 
pencarian paling rendah yakni sebagai tukang 
jahit sebanyak 4 kepala keluarga dengan pro-
porsi sebesar 1 %. Desa Uma Beringin Ter-
masuk ke dalam kategori Desa Swakarya. 
Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa 
memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan 

produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah 
lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, 
adanya pengaruh dari luar sehingga menga-
kibatkan perubahan pola pikir, masyarakat 
sudah mulai terlepas dari adat, produktivi-
tas mulai meningkat, sarana prasarana mulai 
meningkat, adanya pengaruh dari luar yang 
mengakibatkan perubahan cara berpikir. Di 
mana terlihat dari mata pencaharian yang 
mayoritas adalah bertani. Hasil pertanian 
Desa Uma Beringin ialah padi yang selalu di 
pasarkan baik dalam daerah Kabupaten Sum-
bawa maupun ke luar Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuan-
gan Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen-
gelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa 
tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap 
tahapan pengelolaan keuangan desa perlu 
dilaksanakan secara harmonis oleh pemerin-
tah desa, baik sesama pihak internal maupun 
eksternal agar tujuan dari pengelolaan keuan-
gan desa tercapai. Adanya harmonisasi ini 
diharapkan mampu menciptakan good gover-
nance dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari tahap perencanaan inilah dimulain-
ya sebuah transparansi, akuntabilitas dan 
partisipatif semua elemen dalam pengelolaan 
keuangan desa. Di mana Sekretaris Desa Uma 
Beringin menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ber-
dasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa 
(RKPDes) tahun berkenan. Di mana rancan-
gan ini dibuat berdasarkan aspirasi-aspirasi 
baik dari masyarakat Desa Uma Beringin, 
tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak-pi-
hak terkait. Sesuai dengan hasil wawancara 
bahwa:

“Kita selalu melibatkan masyarakat. 
Kita undang semua Perangkat Desa, 
RT., RW., Kadus., tokoh agama, to-
koh pemuda” (Suraiman, Kepala Desa 
Uma Beringin, lokasi Kantor Desa Uma 
Beringin Rabu 31 Januari 2018 Pukul 
11.25 WITA).
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Aspirasi-aspirasi ini disampaikan pada saat 
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). Dalam tahap Musren-
bangdes. Pemerintah Desa melaksanakan 
kegiatan tersebut sebanyak dua kali yakni 
Musrenbangdes. Pada tingkat dusun dan  
Musrenbangdes. Pada tingkat desa. Hal ini 
diperkuat dengan hasil wawancara yakni:

“Pelaksanaan Musrenbang. diadakan 
pada tingkat Dusun dulu, setelah itu 
kita melaksanakan Musrenbang. di ting-
kat desa. Sebelum kita melaksanakan 
Musrenbang. di tingkat Desa, kita men-
gadakan evaluasi kembali hasil Mus-
renbang. tingkat dusun sebelum men-
gadakan Musrenbang. di tingkat desa” 
(Junaidi, Kepala Seksi Pemerintahan, 
lokasi kediaman Kepala Seksi Pemerin-
tahan Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 
20.20 WITA).
“Saya selaku Ketua RW (Rukun Warga), 
pada saat Musrenbang. tingkat Dusun 
dan Musrenbang. tingkat Desa tetap di 
undang untuk berdiskusi mengenai pro-
gram apa saja yang akan kita kerjakan 
di desa ini” (Ishaka, Ketua RW 006 Desa 
Uma Beringin, lokasi kediaman Ketua 
RW 006 Desa Uma Beringin Sabtu, 20 
Februari 2018 Pukul 17.10 WITA).

Adanya Musrebang pada tingkat Desa dan 
Dusun ialah bertujuan untuk menyaring 
aspirasi masyarakat terkait konsep pemba-
ngunan yang diinginkan oleh masyarakat 
itu sendiri. Musrenbang di tingkat Desa 
dilakukan untuk mengsinkronisasikan hasil 
kesepakatan dalam Musrenbang di tingkat 
Dusun serta membahas tentang arah dan 
rencana prioritas pembangunan desa selama 
5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan 
pembangunan desa dan pelaksanaan pem-
bangunan desa (Indrianasari, 2017). Mus-
renbang ini juga berperan untuk mendukung 
tugas pemerintah dalam mengenali kebu-
tuhan masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Nafidah 
dan Mawar, 2015).

Perencanaan program dan kegiatannya 
Haruslah disusun melalui Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrem-
bangdes). Musrembangdes tersebut merupa-
kan forum pembahasan usulan rencana kegia-
tan pembangunan di tingkat desa berpedoman 
pada prinsip-prinsip Perencanaan Pemban-
gunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). 
Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan 
dan menentukan pembangunan yang akan 
dilaksanakan khususnya yang berlokasi di 
desa yang bersangkutan (Irma, 2015). Seh-
ingga dengan adanya Musrembang. ini akan 
terbentuknya Pemerintah Desa yang trans-
paran, akuntabel, dan mengedepankan asas 
partisipatif. Di mana Pemerintah Desa Uma 
Beringin melalui Musrenbang. ini dapat trans-
paran mengenai kegiatan dan program yang 
akan dilaksanakan. begitu juga dengan asas 
akuntabel, adanya Musrenabang. ini mewa-
jibkan Pemerintah Desa Uma Beringin untuk 
bertanggung jawab atas apa yang akan dilaku-
kannya kepada publik. Hal tersebut juga di 
ikuti dengan asas partisipatif, di mana dengan 
adanya Musrenbang. ini yang merupakan wa-
dah tempat menyampaikan aspirasi-aspirasi 
dan ide-ide dari berbagai elemen masyarakat 
baik itu ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, 
dan lain-lainnya untuk dapat berpartisipasi da-
lam pembangunan desa.

Setelah Musrenbang. selesai di adakan 
pemerintah desa mengevaluasi hasil Musren-
bang., di mana yang bertindak dalam evalu-
asi ini ialah Tim Rencana Kerja Pembangu-
nan Desa. Tim ini terdiri atas 11 orang yang 
berasal dari Aparatur Pemerintah Desa Uma 
Beringin, Anggota BPD, dan perwakilan el-
emen lainnya. Pengevaluasian dilakukan 
dengan mempertimbangkan pembangunan 
secara prioritas. Sejalan dengan teori stewad-
ship theory, di mana teori ini menggambarkan 
situasi para manajemen tidaklah termotivasi 
oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditu-
jukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 
kepentingan organisasi. Hal ini menunjukkan 
bahwa kepentingan publik perlu diutamakan 
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dari pada kepentingan individu.
Tidak sampai itu saja sebuah keharmon-

isan terjadi pada perencanaan pengelolaan 
keuangan desa, setelah tim ini selesai beker-
ja dan Sekretaris Desa menyusun Rancan-
gan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 
(RAPBDes) maka selanjutnya disampaikan 
RAPBDes untuk dibahas dan disepakati ber-
sama antara Kepala Desa dan Badan Permusy-
awaratan Desa. Hal ini tercermin sampai saat 
ini tidak ada permasalahan yang serius antara 
kedua pihak. Kedua belah pihak selalu hidup 
rukun, keharmonisan ini membawa suasana 
yang tenteram di mata masyarakat. 

Setelah RAPBDes ini disepakati oleh 
Kepala Desa dan BPD maka disampaikanlah 
RAPBDes ini kepada Bupati. Keharmoni-
san ini juga terjadi pada saat adanya evaluasi 
yang diberikan oleh bupati atas RAPBDes, 
Pemerintah Desa Uma Beringin segera un-
tuk memperbaikinya dan mengevaluasikan 
kembali. Sehingga keharmonisan ini tidak 
terjalin secara horizontal, namun juga secara 
vertikal. Setelah RAPBDes telah di setujui 
oleh Bupati maka Sekretaris Desa segera 
membuat Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) se-
bagai dasar menjalankan kegiatan dan pro-
gram dalam bekerja.

Dengan berakhirnya tahap perencanaan 
dalam pengelolaan keuangan desa yang me-
nimbulkan terbentuknya Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai 
dasar dalam bekerja, maka masuklah dalam 
tahap selanjutnya yakni pelaksanaan. Dalam 
tahap pelaksanaan ini Pemerintah Desa Uma 
Beringin menggunakan sumber daya yang 
dimilikinya untuk digunakan pada kegiatan 
atau program yang bersifat pada pembangu-
nan fisik maupun non-fisik yang berpedoman 
pada APBDes tersebut. Dalam tahap pelak-
sanaan ini Pemerintah Desa Uma Beringin 
melaksanakan kegiatannya menggunakan 
sistem swakelola masyarakat dan menggu-
nakan sumber daya yang berasal dari desa 
tersebut hal ini terlihat dari keharmonisan 
kehidupan antara masyarakat dan Pemerintah 
Desa yang mengedepankan kehidupan ber-

gotong royong. Sewaktu-waktu juga Pemer-
intah Desa Uma Beringin juga menggunakan 
tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan/
program yang tidak dapat mereka kerjakan 
ataupun tidak terdapat sumber daya manusia 
yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.
Terbentuknya transparan dan akuntabel da-
lam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa di sini terlihat dari pembentukan serta 
peran aktif adanya Tim Pelaksana Kegiatan 
(TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pemerik-
saan (PPHP). Di mana TPK di sini merupa-
kan pihak yang akan melaksanakan kegiatan 
atau program di Desa Uma Beringin baik itu 
fisik maupun non-fisik, sedangkan PPHP di 
sini bertugas sebagai pihak yang mengevalu-
asi hasil kerja dari TPK. Hubungan antar Pe-
merintah Desa, TPK. dan PPHP. dapat dilihat 
pada Gambar 1.

Gambar 1.
Hubungan Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Ke-

giatan, Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Keterangan:
1. Pemerintah Desa, Badan Permusy-

awaratan Desa (BPD), dan unsur mas-
yarakat menetapkan Tim Pelaksana Ke-
giatan (TPK) dan menyerahkan sumber 
daya yang dibutuhkan dalam menjalan 
kegiatan yang dilaksanakan TPK.

2. TPK menyampaikan laporan pelaksana 
kegiatan beserta bukti transaksi.

3. Pemerintah Desa, Badan Permusy-
awaratan Desa (BPD), dan unsur mas-
yarakat menetapkan Panitia Penerima 
Hasil Pekerjaan (PPHP) dan menyerah-
kan laporan pelaksanaan kegiatan ke-
pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
(PPHP).

4. PPHP mengevaluasi hasil pekerjaan TPK
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5. PPHP menyampaikan hasil evaluasi atas 
pekerjaan TPK kepada Pemerintah Desa.

Pembentukan TPK dan PPHP di sini digu-
nakan untuk meningkatkan kepercayaan 
publik pada Pemerintah Desa. Di mana an-
ggota TPK dan PPHP itu sendiri berasal dari 
masyarakat itu sendiri yang ditunjuk secara 
musyawarah serta tetap berkoordinasi den-
gan Kepala Seksi. Hal ini disampaikan oleh 
Kepala Seksi Pemerintahan bahwa:

“Jadi untuk pelaksanaan itu ada naman-
ya TPK yakni tim pelaksana kegiatan 
yang akan bertugas menjalankan tugas 
itu, mereka menjalankan kegiatan pelak-
sanaan proyek di desa. TPK ini dibentuk 
secara musyawarah, jadi tidak main tun-
juk-tunjuk. Namun TPK tetap berkoordi-
nasi dengan kepala seksi” (Muh. Akasha 
Hafiz Sekretaris Desa Uma Beringin, Lo-
kasi Desa Uma Beringin Selasa 13 Feb-
ruari 2018 Pukul 08.20 WITA.).

Setelah TPK dan PPHP ditetapkan, maka 
mulailah pembangunan dilakukan. Dalam 
hal pembangunan seperti hal pembangunan 
fisik Pemerintah Desa Uma Beringin selalu 
membuat dan memasang papan proyek pada 
lokasi kegiatan yang berisi jumlah dana yang 
dianggarkan, siapa yang bekerja, dan jenis 
kegiatan. Diharapkan dengan adanya papan 
proyek ini terciptanya transparansi kepada 
masyarakat. Guna mendukung keterbukaan 
dan penyampaian informasi secara jelas ke-
pada masyarakat, maka di setiap kegiatan 
fisik wajib dilengkapi dengan papan informa-
si kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. 
Papan informasi tersebut memuat nama ke-
giatan, volume kegiatan, besaran anggaran 
dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan 
waktu pelaksanaan kegiatan (Irma, 2015). 
Hal ini yang sama dipertegas oleh Sekretaris 
Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

“Setiap kegiatan pembangunan ada 
papan proyek namanya yang tentunya 
sebagai media informasi kepada mas-
yarakat yang bisa diakses langsung” (A. 
Rahmansyah Sekretaris Badan Permusy-
awaratan Desa Uma Beringin, Lokasi 

Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Janu-
ari 2018 Pukul 19.45WITA.).
Kepala seksi dalam pelaksanaan kegia-

tan yang dikoordinir olehnya mengajukan 
pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ter-
lebih dahulu menyusun dokumen Rencana 
Anggaran Biaya (RAB). Pembuatan RAB 
ini terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan 
pihak TPK oleh Kepala Seksi. Setelah RAB 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disah-
kan oleh Kepala Desa maka kegiatan dapat 
dijalankan, karena RAB ini pelaksana ke-
giatan dapat mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. hal 
ini selaras dengan teori akuntabilitas bahwa 
dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuan-
gan desa perlu adanya akuntabilitas dalam 
hal ini pertanggungjawaban Kepala Seksi, 
TPK, Bendahara Desa, dan PPHP, agar pen-
gelolaan dana masyarakat yang sangat besar 
tersebut dilaksanakan secara transparan dan 
akuntabel. Sehingga hal ini mewajibkan Sek-
retaris Desa selalu memferivikasi data yang 
akan ditanda tangani, dikarenakan Sekretar-
is Desa memiliki peran sebagai koordinator 
Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
(PTPKD)

Ketika pekerjaan TPK selesai maka se-
lanjutnya Kepala Desa meminta PPHP untuk 
mengevaluasi hasil pekerjaan dari TPK. Hal 
ini dilakukan agar apa yang diharapkan oleh 
masyarakat yang tertuang dalam APBDes 
dapat dilaksanakan semestinya. Ketika PPHP 
mengeluarkan pendapat tentang keberhas-
ilan kegiatan  yang dilaksanakan oleh TPK 
maka tahap pelaksanaan dalam pengelolaan 
keuangan desa berakhir. Sehingga adanya 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelak-
sanaan pengelolaan keuangan desa harus be-
nar-benar terjalan, setiap orang berhak untuk 
meminta atau mendapatkan informasi terkait 
penggunaan keuangan desa. Sehingga peng-
gunaan keuangan desa dapat diawasi oleh 
masyarakat agar pembangunan desa dapat 
berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tahap ketiga dalam pengelolaan keuan-
gan desa ialah tahap penatausahaan, di mana 
dalam tahap ini kita dapat melihat bagaima-



141Wahyudi dan Pancawati, Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan...

na Bendahara Desa menatausahakan keuan-
gan desa sebagai proses dalam pertanggu-
ngjawaban keuangan desa kepada publik. 
Bendahara Desa Uma Beringin melakukan 
pencatatan setiap penerimaan dan pengelu-
aran serta melakukan tutup buku setiap akhir 
bulan secara tertib. Pencatatan yang dilaku-
kan oleh bendahara desa selalu berdasarkan 
bukti-bukti transaksi antara lain Rencana An-
ggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pem-
bayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab 
Belanja, dan lampiran bukti transaksi. Semua 
bukti ini di simpan secara baik guna pemer-
iksaan di kemudian hari. Hal ini dipertegas 
oleh Bendahara Desa Uma Beringin bahwa:

“Selama ini untuk melakukan pencairan 
dana harus ada SPP, RAB, pernyata-
an tanggung jawab belanja, dan kwi-
tansi dulu yang diajukan oleh Kepala 
Seksi, baru uangnya dapat dicairkan” 
(Khairuddin, Bendahara Desa Uma 
Beringin, Lokasi Kantor Desa Uma 
Beringin, Selasa, 13 Februari 2018 
WITA).
Bendahara Desa mencatat setiap pener-

imaan dan pengeluaran desa menggunakan 
buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, 
dan buku bank, baik pencatatan secara manu-
al maupun komputerisasi.Penerapan program 
sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa 
yang terkomputerisasi dapat mengatasi per-
masalahan terkait pengelolaan dana desa. hal 
ini didukung dengan adanya  aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (SISKEUDES), yang memu-
dahkan Bendahara Desa dengan mudah dan 
cepat dalam bekerja. Hasil pencatatan ini se-
lalu dilaporkan kepada Sekretaris Desa dan 
Kepala Desa setiap awal bulan, sebagai ben-
tuk pertanggungjawaban Bendahara Desa ke-
pada Sekretaris Desa dan Kepala Desa.Den-
gan adanya pertanggungjawaban ini maka 
terciptalah akuntabilitas antar pihak internal 
dan berjalannya tugas-tugas pihak internal 
tersebut sesuai dengan aturan yang ada, baik 
itu Undang-Undang maupun turunannya.

Hasil pencatatan penerimaan dan penge-
luaran serta didukung oleh bukti-bukti tran-
saksi yang telah dilaksanakan oleh Bendahara 

Desa menjadi acuan dalam pembuatan lapo-
ran realisasi pelaksanaan APBDes kepada 
Bupati oleh Kepala Desa.hal ini disampaikan 
oleh Kepala Desa Uma Beringin bahwa:

“Kami selalu membuat dan melapor-
kan realisasi pelaksanaan APBDesa ke-
pada bupati setiap enam bulan sekali” 
(Suraiman, Kepala Desa Uma Beringin, 
Lokasi Kantor Desa Uma Beringin Rabu, 
14 Februari 2018 Pukul 9.30 WITA.).

Pembuatan laporan ini sudah menggu-
nakan sistem komputerisasi yang mana peng-
gunaannya telah dimulai pada tahun 2017. 
Sistem komputerisasi ini akan memberi 
kemudahan kepada aparat desa mulai dari 
perencanaan, pencatatan secara akuntansi 
sampai membuat laporan keuangan semes-
teran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan 
akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat 
dan transparansi pengelolaan dana desa (Is-
mail, et al. 2016). Dalam hal ini laporan 
realisasi pelaksanaan APBDes yang disam-
paikan kepada Bupati terdiri atas dua laporan 
yakni laporan semester perama dan laporan 
semester akhir tahun. Laporan pelaksanaan 
APBDes secara berkala ini merupakan per-
wujudan akuntabilitas Pemerintah Desa Uma 
Beringi kepada Pemerintah di atasnya. 

Lembaga Administrasi Negara dan Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan Re-
publik Indonesia (2007) menyatakan bahwa 
akuntabilitas merupakan perwujudan kewa-
jiban untuk mempertanggungjawabkan ke-
berhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Maka 
diperlukan suatu media pertanggungjawa-
ban yang dilaksanakan secara periodik. Hal 
ini mempermudah Pemerintah Daerah untuk 
mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa. Be-
ban APBDes sebagai akibat dari pengeluaran 
desa memerlukan adanya rancangan berkai-
tan dengan peraturan desa yang membahas 
APBD Desa yang di tetapkan dalam peratur-
an desa. Kepala desa harus membuat laporan 
kepada Bupati atau Walikota setiap akhir ta-
hun anggaran. Untuk menjamin akuntabilitas 
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dalam Pengelolaan keuangan desa, harus dia-
tur berbagai regulasi yang jelas (Meutia dan 
Liliana, 2017).

Dalam hal pertanggungjawaban penggu-
naan dana yang dibebankan kepada Kepala 
Desa, Kepala Desa Uma Beringin telah mem-
pertanggungjawabkan kepada publik sesuai 
peraturan yang berlaku. Kepala Desa Uma 
Beringin menyampaikan laporan pertanggu-
ngjawaban kepada Pemerintah Daerah dan 
yang terdiri atas laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDes tahun angga-
ran  berkenan, laporan kekayaan milik desa 
per 31 Desember tahun anggaran berkenan, 
dan laporan tentang program pemerintah 
dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di 
desa. Laporan pertanggungjawaban ini sela-
lu diperiksa oleh pihak inspektorat. Semua 
Perangkat Desa Uma Beringin yang terlibat 
dalam pengelolaan keuangan desa mengi-
kuti pemeriksaan yang dilakukan oleh in-
spektorat. sehingga pengelolaan keuangan 
yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh setiap organisasi demi 
kelangsungan hidup organisasi tersebut. Da-
lam upaya mewujudkan suatu organisasi 
yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat 
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar (Darmada, et al.2016).

Pertanggungjawaban yang serupa juga 
dilakukan oleh Kepala Desa kepada kepada 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
masyarakat Desa Uma Beringin. Kepala desa 
bertanggung jawab kepada Badan Permusy-
awaratan Desa sebagai bentuk pertanggung-
jawaban politik kepada lembaga pengawal 
pemerintahan desa dengan menyampaikan 
laporan keterangan pengelolaan keuangan 
desa. Kepala desa juga bertanggung jawab 
kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung-
jawaban administratif (Supriadi, 2015). Hal 
ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh 
Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa 
bahwa:

“Selama ini pertanggungjawaban yang 
dilakukan oleh desa tentunya sesuai ke-
giatan masing-masing kepala seksi” (A. 
Rahmansyah Sekretaris Badan Permusy-

awaratan Desa Uma Beringin, Lokasi 
Rumah Sekretaris BPD Kamis 25 Janu-
ari 2018 Pukul 19.47 WITA.).

Hal ini dilakukan demi menjaga transparan-
si dan akuntabel anggaran yang dilakukan 
oleh Pemerintah Desa selaku pengelola dana. 
Bentuk transparansi dan akuntabel angga-
ran ini ialah penyampaian laporan pertang-
gungjawaban kepada publik melalui forum 
dan membagi laporan pertanggungjawaban 
tersebut secara tertulis dalam forum terse-
but. Tidak berhenti di situ saja Pemerintah 
Desa Uma Beringin dalam menyampaikan 
pertanggungjawaban juga menggunakan me-
dia seperti papan informasi yang berada di 
Kantor Desa Uma Beringin, Baliho yang dil-
etakkan di depan Taman Kerato Desa Uma 
Beringin, dan Melalui website desa.

Jadi dalam tahap pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan desa, Pemerintah 
Desa Uma Beringin telah transparan baik 
kepada pemerintah Daerah, BPD maupun 
kepada masyarakat Desa Uma Beringin, 
baik penyampaiannya secara lisan mau-
pun tulisan. Dalam mendukung pencapaian 
goodgovernancemasyarakat sebagai salah 
satu alat untuk mendorong berjalannya prin-
sip-prinsip goodgovernance. Segala sesuatu 
yang berhubungan dengan masyarakat harus 
dibuat secara terbuka. Goodgovernance juga 
sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah 
atas amanah yang diberikan masyarakat akan 
sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, 
transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan hal 
ini stewardship theory juga menegaskan bah-
wa pemilik sumber daya (principals) mem-
percayai pengelolaan sumber daya tersebut 
kepada pihak lain (steward) yang lebih mam-
pu dan siap. Di mana eksistensinya pemerin-
tah daerah maupun pusat menyerahkan oto-
nomi daerah kepada pemerintah desa dalam 
mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya 
otonimi daerah ini juga mewajibkan pemerin-
tah desa untuk akuntabel dalam pengelolaan 
sumber daya baik kepada pemerintah daerah 
maupun kepada masyarakat.Pemberian oto-
nomi daerah seluas-luasnya berarti pembe-
rian kewenangandan keleluasaan (diskreksi) 



143Wahyudi dan Pancawati, Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan...

kepada daerah untuk mengelola dan meman-
faatkansumber daya daerah secara optimal. 
Agar tidak terjadi penyimpangan danpenye-
lewengan, pemberian wewenang dan kelelu-
asaan yang luas tersebut harusdiikuti dengan 
pengawasan yang kuat (Thomas, 2013).

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian 

di lapangan mengenai pengelolaan keuangan 
desa pada Desa Uma Beringin mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatau-
sahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, 
telah berjalan sesuai dengan apa yang dite-
gaskan dalam Undang-Undang dan peraturan 
turunannya yakni transparan, akuntabel, dan 
partisipatif. Hal ini terlihat dari proses peren-
canaan yang selalu mendengar aspirasi mas-
yarakat yang dilakukan pada saat Musren-
bang baik pada tingkat dusun maupun desa. 
Begitu juga pada tahap pelaksanaan Pemerin-
tah Desa Uma Beringin selalu bekerja secara 
swakelola dan menggunakan sumber daya 
lokal hingga pembentukan Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan (PPHP) yang berasal dari Pemer-
intah Desa dan masyarakat. Tahap selanjutn-
ya yakni penatausahaan yang dilakukan oleh 
Bendahara Desa, di mana Bendahara Desa 
selalu mempertanggungjawabkan peker-
jaannya setiap awal bulan kepada Sekretaris 
Desa dan Kepala Desa. Tahap keempat yakni 
pelaporan Kepala Desa Uma Beringin ke-
pada Bupati Sumbawa tentang pelaksanaan 
APBDes secara semesteran maupun tahunan. 
Terakhir tahap pertanggungjawaban, di mana 
kepala desa selaku yang diberikan amanat 
sebagai pengguna dana selalu transparan dan 
akuntabel, hal ini tercermin dengan adanya 
pertanggungjawaban yang diberikan oleh 
Kepala Desa kepada Bupati Sumbawa mau-
pun masyarakat Desa Uma Beringin secara 
tertulis dan media informasi seperti papan 
pengumuman, baliho, dan website desa.
Adapun keterbatasan penelitian ini ialah pada 
informan yang hanya terbatas pada lingkup 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Per-
musyawaratan Desa, Kepala Seksi, Benda-

hara, dan Masyarakat. Penelitian selanjutnya 
dapat menambah informan yakni dari Pe-
merintah Daerah. Penelitian selanjutnya juga 
dapat menganalisis desa-desa lainnya serta 
tidak hanya menilai dari asas-asas transpar-
ansi, akuntabilitas, dan partisipatif, namun 
juga dari asas-asas lain seperti efektivitas dan 
efisiensi keuangan desa.
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